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KATA PENGANTAR

Puiji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat
dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024, yang intinya memuat laporan pencapaian kinerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta selama kurun waktu satu
tahun 2024.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Yogyakarta ini tentunya
masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun
bersifat membangun untuk peningkatan kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan dimasa yang
akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(LKjIP) tahun 2024 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk
peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP)
Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024 ini.

Tut

Budhi Utami, §.H., M.H.

<
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IKHTISIAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) adalah laporan
kinerja tahunan yang merupakan suatu bentuk pertanggung-jawaban pemerintah atau instasi
dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan kinerja menyajikan informasi tentang
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama
organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian
indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang

direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang
tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tertanggal 20
Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4505/SEK/OT1.6/XI1/2024 tertanggal 24 Desember
2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024. Target kinerja yang harus
dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2024 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan
yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 dan Rencana
Kerja (Renja) Tahun 2024. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian

terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menetapkan 4 Sasaran Kegiatan yang akan dicapai
pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2024. Sasaran
kegiatan tersebut diukur berdasarkan 12 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu

Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Laporan Kinerja Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta,
yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut

dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam satu tahun. Berdasarkan
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analisis terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2024, secara
umum hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan Tahun 2024, tingkat pencapaian kinerja
Berhasil atau rata-rata tercapai diatas 100%, walaupun masih ada indikator yang terdapat
beberapa kendala dan permasalahan, antara lain belum optimalnya perencanaan target kinerja
serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai target yang
ditetapkan; beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian IKU belum terlaksana
dengan optimal.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Table 1 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2024

Keadilan

No | Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
%
1 |Terwujudnya Proses |a. Persentase perkara yang

Peradilan yang Pasti, |diselesaikan tepat waktu

Transparandan | pgratg 9|  9227| 10252

Akuntabel
- Pidana 95 100,00 105,26
- PHI 85 100,00 117,65
- Tipikor 85 100,00 117,65
b. Jumlah putusan yang 90 100,00 111,11
menggunakan pendekatan
keadilan restoratif
c. Persentase Putusan
Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Banding
- Perdata 80 93,84 117,30
- Pidana 90 99,80 110,89
- Tipikor 30 33,33 111,11
d. Persentase Putusan
Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi
- Perdata 85 96,88 113,97
- Pidana 90 99,87 110,97
- PHI 55 57,14 113,90
- Tipikor 20 22,22 111,11
e. Persentase Perkara Anak 80 83,33 104,17
yang diselesaikan secara
Diversi
f. Index Kepuasan Pencari 85 99,37 116,90

2 |Peningkatan
Efektivitas

Pengelolaan

a. Persentase salinan
putusan yang dikirim
kepada para pihak tepat
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Penyelesaian waktu

Perkara
- Perdata 90 100,00 111,11
- Pidana 95 99,95 105,22
- PHI 90 100,00 111,11
- Tipikor 85 100,00 117,65
b. Persentase Perkara yang 12 12,12 101,01
diselesaikan melalui
Mediasi

3 |Meningkatnya Akses |a. Persentase perkara 90 100,00 111,11

Peradilan bagi prodeo yang diselesaikan

Masyarakat Miskin 1, persentase perkara yang 0 0,00 0,00

dan Terpinggirkan | giselesaikan di luar gedung
pengadilan
c. Persentase pencari 100 100,00 100,00
keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum)

4 |Meningkatnya Persentase putusan perkara

Kepatuhan terhadap |perdata yang ditindaklanjuti

Putusan Pengadilan |(dieksekusi)
- Perdata 40 43,75 109,38
- PHI 60 68,75 114,58

v
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan
Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman
Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja
menjadi tanggungjawab manajemen Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan
Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan
secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan

Kinerja ini.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk penerapan
Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas kinerja dan untuk
mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung,

Pengadilan Negeri Yogyakarta berkewajiban untuk memenuhi peraturan tersebut.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja
tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target
atau sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang
mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu
laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah para pencari
keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum di
Pengadilan Negeri Yogyakarta belum sepenuhnya terpenuhi. Tujuan yang ingin dicapai
oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas tahun 2024 adalah dapat memenuhi harapan
para pencari keadilan terhadap pelayanan Hukum yang didapatkan, kemudian setiap
pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan dengan mudah, dan publik
percaya bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat memberikan pelayanan hukum
yang terbaik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2024 merupakan
bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan
pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan.  Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk
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mengkomunikasikan pencapaian kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders
lainnya. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah untuk menilai serta
mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pengadilan Negeri Yogyakarta
dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa
rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan
dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja tugas dan fungsi
Pengadilan Negeri Yogyakarta

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai lembaga peradilan di lingkungan
Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Rl adalah melaksanakan fungsi
kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai kawal
depan (voorpost) Mahkamah Agung RI di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Yogyakarta. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Adapun tugas pokok Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah:

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara

2. Mengajukan berkas perkara ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan
Kembali (PK), yang diajukan upaya Hukum oleh para pihak yang berperkara

3. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai
kekuatan Hukum tetap

4. Selain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta juga
diberi tugas dan kewenangan lain oleh Negara berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai

fungsi, antara lain sebagai berikut:
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1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri
dalam tingkat pertama.

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk
kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut
teknis  yudisial,  administrasi  peradilan,  maupun  administrasi
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera
Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum
kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis
dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan
umum/perlengkapan).

6. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian
dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat
dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur
dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK//2022
tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Selain fungsi utama yang ada, terdapat terdapat fungsi lain yaitu kepaniteraan yang
menangani bidang kepaniteraan dan fungsi administrasi yang ditangani oleh
kesekretariatan.

1. Kepaniteraan
Kepaniteraan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua
Pengadilan Negeri Kelas. Sesuai ketentuan pasal 45 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan, Kepaniteraan Pengadilan Negeri mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara
serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Adapun
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kepaniteraan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
dalam pemberian dukungan di bidang teknis

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,
dan transparansi perkara

Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan
perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan

Pelaksanaan mediasi

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 5 sub bagian yaitu:

a.

Kepaniteraan Perdata, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara
di bidang Perdata

Kepaniteraan Pidana, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di
bidang pidana

Kepaniteraan Tipikor, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di
bidang perkara khusus, yaitu tindak pidana tipikor

Kepaniteraan PHI, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di
bidang perkara khusus, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Kepaniteraan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,
pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara
serta pelaporan.

Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda
yang bertanggung jawab kepada atasan yaitu seorang Panitera. Panitera
bertugas mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas para Panitera Muda
sehingga terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan porsi dan adanya
mekanisme pengawasan untuk melancarkan segala beban tugas yang ada
sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam
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menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kesekretariatan Pengadilan Negeri dipimpin
oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi:
Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran

o o

Pelaksanaan urusan kepegawaian

o

Pelaksanaan urusan keuangan

o

Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana

e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik

f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan

g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta

pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri

Bidang Sekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan
organisasi dan tata laksana.

c. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta
pengelolaan keuangan.

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah
koordinasi seorang Sekretaris yang juga sekaligus sebagai Pengawas, sehingga
diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan kedalam
terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan dan juga pelayanan hukum, dengan demikian target sasaran dalam
pencapaian kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang
telah dibuat.
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D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat
digambarkan sebagai berikut:

KETUA
WAKIL KETUA
1
PO E 1
Hakim
A\ 4
! ‘
Panitera Sekretaris
1 1
1 1
1
¢ * ! ¢ ¢ ¢ ' A 4 *
1
Panitera Panitera 1 Panitera Panitera SubBagian 1 SubBagian Umum SubBagian
Muda Perdata Muda 1 Muda Muda Kepegawaian 1 dan Keuangan Perencanaan, Tl
1 Kh Organisasi dan 1 dan Pelape
1 usus Tata Lak: 1
1 1
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

1. Panitera Pengganti 1. Fungsional Arsiparis

2. Jurusita/Jurusita Pengganti 2. Fungsional Pustakawan

3. Pranata Peradilan 3. F ional Pranata Komputer

Gambar 1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dijelaskan sebagai
berikut:

1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua

2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai
penyelenggara kekuasaan kehakiman

3. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perdata,
Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda PHI dan Panitera
Muda Tipikor
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4. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub bagian
Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub Bagian
Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

5. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Panitera yaitu
Panitera Pengganti terdiri dari 27 orang, Juru Sita terdiri dari 6 orang dan Juru Sita
Pengganti sebanyak 5 orang yang juga ditugaskan sebagai staf menyebar
diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

6. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Kesekretariatan

yaitu Pranata APBN 1 orang dan Pranata Komputer 1 orang

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri
Yogyakarta diuraikan sebagai berikut:

1. BAB |- PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan
Kinerja, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, isu strategis serta
sistematika penyajian

2. BAB Il - PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan tentang rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta serta
Pengukuran capaian kinerja

3. BABIII - AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraikan Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama, evaluasi dan analisis
capaian kinerja, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pengadilan Negeri
Yogyakarta

4. BAB IV -PENUTUP
Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Negeri
Yogyakarta dan merekomendasikan perbaikan kinerja tahun berikutnya
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BAB ||
PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan
akuntabel, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA berpedoman pada dokumen
perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan
Negeri Yogyakarta Kelas IA yang implementasinya dilaksanakan melalui Rencana
Kinerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2020-2024
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistimatis melalui penataan, perbaikan,
pengkajian, pengelolaan terhadap slstem, kebijakan dan peraturan perundang-
undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan
arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan
Negeri Yogyakarta maka diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah
Agung dimana pelaksanaan dan perencanaannya sudah berbasis kinerja. Program dan
kegiatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas tahun 2020 sampai dengan 2024
mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan
dituangkan dalam Visi dan Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta:

1. VISI DAN MISI
Visi Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung”
Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan misi

yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta
b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta
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2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta
menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun
2024 adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan

b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Yogyakarta

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tujuan tersebut akan dapat
dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah dijabarkan tersebut.
Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai
berikut:

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Sesuai dengan rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2020 - 2024,
program utama yang diambil Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu:

a. Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi percepatan penyelesaian
perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan,
mendukung kemudahan berusaha, pos bantuan hukum, restorative justice dan
sistem peradilan pidana terpadu, pengadaan makan terdakwa, pengamanan
persidangan dan pelaksanaan pembebasan biaya perkara

b. Program Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, meliputi
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemeliharaan fasilitas
perkantoran

c. Program penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan
pengembangan sistem teknologi informasi peradilan

Kegiatan pokok dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak dapat
lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan penjabaran dari program utama
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yang terdiri dari:

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

B. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, telah ditetapkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan per tahun. Penetapan IKU tersebut
menggunakan kriteria SMART-C yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur),
Agreeable (dapat disetujui), Realistic (realistis), dapat dicapai namun menantang, Time-
bounded (memiliki batas waktu pencapaian), dan Continuously improved (dapat
disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi).

IKU pada level Pengadilan Negeri Yogyakarta seluruhnya bersifat outcome yang
pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh instansi baik kepaniteraan
maupun kesekretariatan, kecuali untuk sasaran terwujudnya Pengadilan Negeri
Yogyakarta yang efekiif, efisien, bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, yang sepenuhnya
dalam kendali Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan target tahun 2024 berdasarkan
Renstra 2020-2024, mempertimbangkan capaian tahun 2024, dan hasil pembahasan
bersama dengan seluruh pimpinan melalui forum Dialog Kinerja. Forum ini dilakukan untuk
mewujudkan komitmen, koordinasi dan rasa memiliki (sense of ownership) dalam proses
perencanaan kinerja dan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi
(resource).

Sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin tercapainya
sasaran strategis agar lebih optimal, secara berkala telah dilakukan reviu terhadap IKU.
IKU Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:
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Surat Dirjen Badilum Nomor

486/Dju/HM.02.3/4/2021
Tanggal 28 April 2021
Perihal Pengendalian

Penyelesaian Minutasi dan
Pemberkasan Perkara.

Perkara yang diselesaikan
tepat waktu menggunakan
informasi  jangka  waktu
penyelesaian pada SIPP.

Jumlah  perkara  yang
diselesaikan tepat waktu
adalah perkara yang diputus
dan diminutasi pada tahun
berjalan  sesuai SEMA
Nomor 2 Tahun 2014 pada
Pengadilan Tk Pertama
paling lambat 5 (lima) bulan.

Khusus  untuk  perkara
Tipikor penyelesaian tepat
waktu adalah 2 (dua) bulan
sesuai UU Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberatasan
Tindak Pidana Korupsi.

Jumlah  perkara  yang
diselesaikan adalah perkara
yang diputus dan diminutasi
pada tahun berjalan.

Formula Perhitungan

Jumlah Perkara yang
diselesaikan tepat waktu

Jumlah Perkara yang
diselesaikan

x 100%

NO KINERJA INDIKATOR PENJELASAN PENANGGUNG SUMBER DATA
UTAMA KINERJA JAWAB
1 Terwujudnya a. Persentase a.  Definisi Operasional Indikator Definisi Operasional | Laporan
Peradilan yang perkara yang Indikator Bulanan dan
Pasti, diselesaikan Laporan
Transparan tepat waktu Tahunan
dan Akuntabel
+  SEMA Nomor 2 Tahun 2014
tanggal 13 Maret 2014
Tentang Penyelesaian
Perkara di  Pengadilan
Tingkat ~ Pertama  dan
Tingkat Banding Pada 4
(Empat) Lingkungan
Peradilan.
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Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan
adalah persentase (%)

Trend/Polaritas

Trend positif, semakin besar
jumlah atau Persentase
perkara yang diselesaikan
tepat waktu semakin baik
Periode Pengambilan Data
[Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan

Secara periodic setiap bulan
dan triwulanan

Treshold / Ambang Kinerja:
<50% : Buruk
50%- 75% : Baik

275% : Sangat Baik

b. Jumlah
putusan yang
menggunaka
n pendekatan
keadilan
restoratif.

Definisi Operasional
Indikator

SK Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/202
0 tentang Pedoman
Penerapan Restoratif
Justice di Lingkungan
Peradilan Umum

Jumlah perkara yang
diselesaiakan dengan
restoraktif adalah perkara
pidana yang diselesaikan
dengan pendekatan
restoratif dalam perkara,
Narkotika melalui
penyelesaian non penal
melalui rehabilitasi.

Perkara yang diajukan
untuk restoraktif adalah
jumlah perkara narkotika
yang diajukan Penyelesaian
pendekatan RJ.

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta 24




Formula Perhitungan

Jumlah Perkara yang
diselesaikan dengan
restorative

X
Perkara yang diajukan 100%
untuk restorative

Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan
adalah persentase (%)

Trend/Polaritas

Trend positif, semakin besar
Jumlah  putusan  yang
menggunakan pendekatan
keadilan restorative semakin
baik

Periode Pengambilan Data
[Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan

Secara periodic setiap bulan
dan triwulanan

Treshold / Ambang Kinerja:
<50% : Buruk
50%- 75% : Baik

275% : Sangat Baik

c. Persentase
perkara yang
Tidak
Mengajukan
Upaya
Hukum
Banding

Definisi Operasional
Indikator

SEMA Nomor 2 Tahun 2014
tanggal 13 Maret 2014
Tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding Pada 4
(Empat) Lingkungan
Peradilan.

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan
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+  Surat Dirjen Badilum Nomor
486/Dju/HM.02.3/4/2021
Tanggal 28 April 2021
Perihal Pengendalian
Penyelesaian Minutasi dan
Pemberkasan Perkara.

+ Perkara yang diselesaikan
tepat waktu menggunakan
informasi jangka waktu
penyelesaian pada SIPP.

* Jumlah perkara yang
diselesaikan tepat waktu
adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada
tahun berjalan sesuai
SEMA Nomor 2 Tahun 2014
pada Pengadilan Tk
Pertama paling lambat 5
(lima) bulan.

+ Khusus untuk perkara
Tipikor penyelesaian tepat
waktu adalah 2 (dua) bulan
sesuai UU Nomor 31 Tahun
1999 tentang
Pemberatasan Tindak
Pidana Korupsi.

* Jumlah perkara yang
diselesaikan adalah perkara
yang diputus dan diminutasi
pada tahun berjalan.

b Formula Perhitungan

Jumlah Perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum

banding X
100%

Jumlah Perkara yang
diselesaikan

¢ Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan
adalah persentase (%)

d Trend/Polaritas

Trend positif, semakin besar
Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding semakin
baik
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Periode Pengambilan Data
[Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan

Secara periodic setiap bulan
dan triwulanan

Treshold / Ambang Kinerja:
<50% : Buruk
50%- 75% : Baik

275% : Sangat Baik

d.Persentase
perkara yang
Tidak
Mengajukan
Upaya
Hukum
Kasasi

Definisi Operasional
Indikator

Jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
kasasi adalah jumlah
perkara tahun berjalan yang
tidak diajukan upaya hukum
kasasi.

Jumlah perkara khusus
yang diselesaikan adalah
perkara yang diputus dan
diminutasi di tahun berjalan
pada peradilan Tingkat
Pertama dengan upaya
hukum kasasi, antara lain
pada perkara pidana yang
diputus bebas murni,
perkara niaga, sengketa
pemilu, PHI, dan
permohonan perkara
perdata

Formula Perhitungan
Jumlah Perkara yang tidak ~ x
mengajukan upaya hukum  100%

kasasi

Jumlah Perkara khusus
yang diselesaikan

Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan
adalah persentase (%)

Trend/Polaritas

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan
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Trend positif, semakin besar
Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi semakin baik

Periode Pengambilan Data
[Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan

Secara periodic setiap bulan
dan triwulanan

Treshold / Ambang Kinerja:
<50% : Buruk
50%- 75% : Baik

275% : Sangat Baik

e. Persentase
perkara anak
yang
diselesaikan
dengan
Diversi

Definisi Operasional
Indikator

Jumlah perkara diversi yang
dinyatakan berhasil adalah
pidana anak di tahun
berjalan yang diajukan
secara diversi dan
dinyatakan berhasil melalui
penetapan diversi berhasil

Jumlah perkara diversi
adalah jumlah perkara
pidana anak yang diajukan
diversi

Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun
2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan diversi dalam
sistem peradilan pidana
anak.

Formula Perhitungan

Jumlah Perkara diversi X
yang dinyatakan berhasil 100%

Jumlah Perkara diversi
Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan
adalah persentase (%)

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan
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d Trend/Polaritas

Trend positif, semakin besar
Persentase perkara anak
yang diselesaikan dengan
Diversi semakin baik

e Periode Pengambilan Data
[Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan

Secara periodic setiap bulan
dan triwulanan

f  Treshold / Ambang Kinerja:
<50% : Buruk
50%- 75% : Baik

275% : Sangat Baik

f. Index a Definisi Operasional Panitera Laporan
persepsi Indikator Bulanan dan
pencari Laporan
F‘;ﬁg‘:"an ¥ang | . PERMENPAN Nomor 14 Tahunan
terhadap Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan

layanan Survey Kepuasan

peradilan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan
Publik

* Nilai Persepsi minimal 3,6
dengan nilai konversi
interval IKM Index harus >=
80

b Formula Perhitungan

Index Kepuasan Pencari
Keadilan

¢ Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan
adalah persentase (%)

d Trend/Polaritas
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Trend positif, semakin besar
Persentase Index persepsi
pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan
semakin baik

Periode Pengambilan Data
[Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan

Secara periodic setiap bulan
dan triwulanan

Treshold / Ambang Kinerja :

25,00 %- 64,99% : Tidak
Baik

65,00 %- 76.60% : Kurang
Baik

76,61%- 88,30% : Baik

88,31% - 100% : Sangat
Baik

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase
salinan
putusan yang
disampaikan
ke para pihak
tepat waktu

Definisi Operasional
Indikator

Untuk Pengadilan Tk
Pertama disampaikan
kepada para pihak.

SEMA Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Penyampaian
Salinan dan Petikan
Putusan.

Jumlah putusan adalah
perkara minutasi yang
sudah diputus/dikirimkan.

Surat Dirjen Badilum Nomor
486/Dju/HM.02.3/4/2021
Tanggal 28 April 2021
Perihal Pengendalian
Penyelesaian Minutasi dan
Pemberkasan Perkara

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan
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+ Jumlah salinan putusan
yang di minutasi dan dikirim
tepat waktu adalah jumlah
penyampaian salinan
putusan kepada para pihak
dengan ketentuan
penyampaian yaitu untuk
salinan atas perkara pidana
pengadilan berkewajiban
mengirim kepada para
pihak sedanngkan untuk
perkara perdata pengadilan
menyediakan dengan
jangka waktu yang sudah
ditentukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

+ Jumlah putusan adalah
jumlah perkara yang diputus
dan diminutasi pada tahun
berjalan

b Formula Perhitungan

Jumlah Salinan Putusan X
yang diminutasi dan dikiim  100%
tepat waktu

Jumlah putusan
¢ Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan
adalah persentase (%)

d Trend/Polaritas

Trend positif, semakin besar
Persentase salinan putusan
yang disampaikan ke para
pihak tepat waktu semakin
baik

e Periode Pengambilan Data

[Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan

Secara periodik setiap bulan
dan triwulanan

f  Treshold / Ambang Kinerja:

<50% : Buruk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta 31




50%- 75% : Baik

275% : Sangat Baik

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui
mediasi

Definisi Operasional
Indikator

PERMA Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan

Jumlah yang diselesaikan
melalui mediasi adalah
jumlah perkara yang
dimediasi dan dinyatakan
mediasi berhasil yang
dibuktikan dengan akta
perdamaian (putusan
perdamaian). Mediasi yang
tidak dapat dilaksanakan
yang telah dinyatakan
secara tertulis oleh mediator
kepada Hakim Pemeriksa
Perkara dianggap sebagai
mediasi berhasil.

Jumlah perkara yang
mediasi adalah jumlah
perkara perdata gugatan
yang terdaftar pada tahun
berjalan

Formula Perhitungan

Jumlah Perkara yang
diselesaikan melalui
Mediasi berhasil X

100%
Jumlah Perkara yang
dilakukasi mediasi

Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan
adalah persentase (%)

Trend/Polaritas

Trend positif, semakin besar
Persentase Persentase
perkara yang diselesaikan
melalui mediasi semakin
baik

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan
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Periode Pengambilan Data
[Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan

Secara periodik setiap bulan
dan triwulanan

Treshold / Ambang Kinerja:

<50% : Buruk
50%- 75% : Baik
275% : Sangat Baik

Definisi Operasional
Indikator

Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase
perkara
prodeo yang
diselesaikani

PERMA Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat tidak
mampu di Pengadilan

Definisi prodeo sesuai di
PERMA Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum
bagi Masyarakat tidak
mampu di Pengadilan
adalah pembebasan biaya
perkara

Perkara prodeo yang
diselesaikan adalah proses
penyelesaian prodeo
Formula Perhitungan

Jumlah Perkara Prodeo
yang Diselesaikan

Jumlah Perkara yang
diajukan secara Prodeo

Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan
adalah persentase (%)

Trend/Polaritas

100%

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan
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Trend positif, semakin besar
Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan semakin
baik

Periode Pengambilan Data

[Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan

Secara periodik setiap bulan
dan triwulanan

Treshold / Ambang Kinerja:
<50% : Buruk

50%- 75% : Baik

275% : Sangat Baik

Definisi Operasional
Indikator

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
diluar gedung
pengadilan

PERMA Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat tidak
mampu di Pengadilan

Diluar gedung Pengadilan
adalah Perkara yang
Diselesaikan diluar gedung
Pengadilan (zetting plaatz,
sidang keliling maupun
gedung-gedung lainnya)

Formula Perhitungan

Jumlah Perkara yang

diselesaikan diluar Gedung

Pengadilan

Jumlah Perkara yg diajukan

Diselesaikan diluar Gedung
Pengadilan

Satuan yang digunakan

Satuan yang digunakan
adalah persentase (%)

Trend/Polaritas

100%

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan
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Trend positif, semakin besar
Persentase perkara yang
diselesaikan diluar gedung
pengadilan semakin baik
Periode Pengambilan Data

[Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan

Secara periodik setiap bulan
dan triwulanan

Treshold / Ambang Kinerja:
<50% : Buruk

50%- 75% : Baik

275% : Sangat Baik

Definisi Operasional
Indikator

c. Persentase
pencari
keadilan
golongan
tertentu yang
mendapat
layanan
bantuan
hukum
(Posbakum)

PERMA Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat tidak
mampu di Pengadilan

Golongan tertentu adlaah
setiap orang atau kelompok
orang yang tidak mampu
secara ekonomi dan atau
tidak memiliki akses pada
informasi konsultasi hukum
yang memerlukan layanan
hukum

Jumlah layanan hukum
adalah jumlah pencari
keadilan yang terdaftar
pada register Posbakum

Formula Perhitungan

Jumlah Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang

Mendapatkan Layanan

Bantuan Hukum X
100%

Jumlah permohonan
layanan hukum

Satuan yang digunakan

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan
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Satuan yang digunakan
adalah persentase (%)

Trend/Polaritas

Trend positif, semakin besar
Persentase pencari

keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum)
semakin baik

Periode Pengambilan Data
[Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan

Secara periodik setiap bulan
dan triwulanan

Treshold / Ambang Kinerja:

<50% : Buruk
50%- 75% : Baik
275% : Sangat Baik

Definisi Operasional
Indikator

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase
putusan perkara
perdata yang
ditindaklanjuti
(diekseskusi)

Jumlah eksekusi yang telah
selesai dilaksanakan adalah
jumlah pelaksanaan
eksekusi. Penetapan non
executable harus dianggap
sebagai pelaksanaan
eksekusi

Jumlah permohonan
eksekusi adalah jumlah
permohonan eksekusi yang
diajukan pihak ditahun
berjalan

BHT : Berkekuatan Hukum
Tetap

Putusan yang ditindaklanjuti
= perkara permohonan
eksekusi yang dapat
dilaksanakan, perkara yang
sudah inkrah dan tidak
diajukan permohonan
eksekusi.

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan
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* Jumlah putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi) adalah
permohonan eksekusi yang
ditindaklanjuti dengan
aanmaning, sita eksekusi,
lelang dan pengosongan.

+ Formula Perhitungan

b Jumlah eksekusi yang telah
selesai dilaksanakan X
100%

Jumlah permohonan
eksekusi

Satuan yang digunakan

¢ Satuan yang digunakan
adalah persentase (%)

Trend Positif

Trend positif, semakin besar
Persentase putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti
(diekseskusi) semakin baik

d Periode Pengambilan Data
[Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan

e Secara periodik setiap bulan
dan triwulana

Treshold / Ambang Kinerja:
f  <50% : Buruk
50%- 75% : Baik

275% : Sangat Baik

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad
dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian
kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
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sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA merupakan
amanat dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2024 merupakan tolok ukur
evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun berjalan. Penyusunan Penetapan Kinerja awal
tahun 2024, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2020-
2024. Dengan telah direviu Renstra 2020-2024 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Negeri Yogyakarta yang terakhir disusun, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri
Yogyakarta diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel
penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2024.

Table 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target (%)
1 Terwujudnya Proses Peradilan |a. Persentase perkara yang

yang Pasti, Transparan dan diselesaikan tepat waktu

Akuntabel - Perdata 90
- Pidana 95
- PHI 85
- Tipikor 85
b. Jumlah putusan yang 90

menggunakan pendekatan
keadilan restoratif

c. Persentase Putusan Perkara
yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Banding

- Perdata 80
- Pidana 90
- Tipikor 30
d. Persentase Putusan Perkara 0

yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

- Perdata 85
- Pidana 90
- PHI 55
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- Tipikor 20
e. Persentase Perkara Anak 80
yang diselesaikan secara
Diversi
f. Index Kepuasan Pencari 85
Keadilan
Peningkatan Efektivitas a. Persentase salinan putusan 0
Pengelolaan Penyelesaian yang dikirim kepada para pihak
Perkara tepat waktu
- Perdata 90
- Pidana 95
- PHI 90
- Tipikor 85
b. Persentase Perkara yang 12
diselesaikan melalui Mediasi
Meningkatnya Akses Peradilan |a. Persentase perkara prodeo 90
bagi Masyarakat Miskin dan yang diselesaikan
Terpinggirkan b. Persentase perkara yang 0
diselesaikan di luar gedung
pengadilan
c. Persentase pencari keadilan 100
golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)
Meningkatnya Kepatuhan Persentase putusan perkara 0
terhadap Putusan Pengadilan  |perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)
- Perdata 40
- PHI 60
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D. ANGGARAN

Selanjutnya penyusunan anggaran Tahun 2024, berpedoman pada kesesuaian

antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan performance based budgeting dan

pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian

indikator kinerja utama (IKU). Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapatkan pagu anggaran
dari Badan Urusan Administrasi No. DIPA- 005.01.2.098057/2024 sebesar Rp.
17.448.115.000 dan dari Direktur Djenderal Badan Peradilan Umum No. DIPA-
.005.03.099128/2024

Table 3 Anggaran Tahun 2024

Rp. 297.423.000. DIPA Jumlah tersebut digunakan untuk
melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam program sebagai berikut :

TAHUN 2024
NO JEs PAGU DIPA REALISASI SISA DANA
: BELANJA
Rp Rp % Rp
1 B. Pegawali 14.398.428.000 14.177.747.841 | 98,47 220.680.159
) B. Barang Opr 2.697.737.000 2.684.865.130 | 99,52 12.871.870
3 B. Barang Non . -
Opr
4 B. Modal 351.950.000 351.948.000 100 2.000
Jumlah DIPA-
005.01.2.0980 17.448.115.000 17.214.560.971 | 98,66 233.554.029
57/2024
1 B. Barang (03) 297.423.000 292.128.000 | 98,22 5.295.000
Jumlah DIPA-
1005.03.09912 297.423.000 292.128.000 | 98,22 5.295.000
8/2024
Jumlah 17.745.538.000 17.506.688.971 | 98,44 238.849.029
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BAB IlI
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode
untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme
untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran kinerja merupakan
perbandingan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja selama satu tahun
anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada setiap berakhir suatu periode.
Pengukuran kinerja melibatkan dokumen penetapan kinerja yang berisi target
sebagaimana telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, serta angka angka capaian
pada akhir tahun untuk diperbandingkan dengan target tersebut. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama
satu periode dalam rangka mengukur pencapaian rencana/sasaran jangka menengah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024,
dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja
dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga teriihat apakah sasaran yang telah
ditetapkan tercapai atau tidak, sebagaimana terlihat dalam formulasi berikut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A

tahun 2024 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta 41




4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
adapun formula dalam pengukuran capaian kinerja seperti dibawah ini,

. Realisasi
Capaian : ——— X 100%
Target

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta,
secara periodik dapat dievaluasi melalui Aplikasi Komdanas secara online dan Aplikasi
Monalisa. Selanjutnya setiap bulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan
monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pimpinan. Tujuan monitoring dan

evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,

2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainyal/terlambatnya capaian
kinerja,

3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/

sasaran,

Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran,

Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan,

Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja,

N o g &

Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

1. PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI TAHUN 2024

Di bawah ini adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran kegiatan, indikator
kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2024 di satuan kerja
Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan hasil pengukurannya dapat disajikan dalam
tabel sebagai berikut.
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Table 4 Target Kinerja beserta Realisasi Tahun 2024

Pencari Keadilan

No| Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Kedi
egiatan %
1 |Terwujudnya |a. Persentase perkara

Proses yang diselesaikan tepat

Peradilan yang |waktu

Pasti - Perdata 90 92,27 102,52

Transparan

dan Akuntabel |- Pidana 95 100,00 105,26
- PHI 85 100,00 117,65
- Tipikor 85 100,00 117,65
b. Jumlah putusan 90 100,00 111,11
yang menggunakan
pendekatan keadilan
restoratif
c. Persentase Putusan
Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding
- Perdata 80 93,84 117,30
- Pidana 90 99,80 110,89
- Tipikor 30 33,33 111,11
d. Persentase Putusan
Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
- Perdata 85 96,88 113,97
- Pidana 90 99,87 110,97
- PHI 55 57,14 103,90
- Tipikor 20 22,22 111,11
e. Persentase Perkara 80 83,33 104,17
Anak yang diselesaikan
secara Diversi
f. Index Kepuasan 85 99,37 116,90

2 |Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan

a. Persentase salinan
putusan yang dikirim
kepada para pihak
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Penyelesaian |tepat waktu

Perkara
- Perdata 90 100,00 111,11
- Pidana 95 99,95 105,22
- PHI 90 100,00 111,11
- Tipikor 85 100,00 117,65
b. Persentase Perkara 12 12,12 101,01
yang diselesaikan
melalui Mediasi

3 |Meningkatnya |a. Persentase perkara 90 100,00 11,11

Akses prodeo yang

Peradilan bagi |diselesaikan

Masyarakat |, persentase perkara 0 0,00 0,00

Miskindan | ang diselesaikan di

Terpinggirkan 1} ar gedung pengadilan
c. Persentase pencari 100 100,00 100,00
keadilan golongan
tertentu yang
mendapat layanan
bantuan hukum
(Posbakum)

4 |Meningkatnya |Persentase putusan

Kepatuhan perkara perdata yang

terhadap ditindaklanjuti

Putusan (dieksekusi)

Pengadian | b data 40 43,75 109,38
- PHI 60 68,75 114,58

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi pengukuran kinerja dapat diuraikan sebagai
berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam
mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Indikator kinerja utama yang
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ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator. Pencapaian
target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Table 5 Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
%
1 |Terwujudnya a. Persentase perkara
Proses Peradilan |yang diselesaikan
yang Pasti, tepat waktu
Transparan dan | perata 90 92,27 102,52
Akuntabel
- Pidana 95 100,00 105,26
- PHI 85 100,00 117,65
- Tipikor 85 100,00 117,65
b. Jumlah putusan 90 100,00 111,11

yang menggunakan
pendekatan keadilan
restoratif

c. Persentase
Putusan Perkara

yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum Banding

- Perdata 80 93,84 117,30
- Pidana 90 99,80 110,89
- Tipikor 30 33,33 111,11

d. Persentase
Putusan Perkara

yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi

- Perdata 85 96,88 113,97
- Pidana 90 99,87 110,97
- PHI 55 57,14 103,90
- Tipikor 20 22,22 111,11
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e. Persentase 80 83,33 104,17
Perkara Anak yang
diselesaikan secara
Diversi

f. Index Kepuasan 85 99,37 116,90
Pencari Keadilan

Analisis atas capaian indikator kator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:
a.Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

e SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

e Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal
Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

e Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu
penyelesaian pada SIPP.

e Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk
Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

e Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada
tahun berjalan.

e Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Jumlah Perkara yang diselesaikan x 100%

Table 6 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Klasifikasi Jumlah Perkara | Jumlah Perkara | Target | Realisasi | Capaian
Perkara yang Diselesaikan | yang Diselesaikan %
Tepat Waktu
Perdata 764 828 90 92,27 102,52
Permohonan ({633 634
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Gugatan 111 166
Bantahan 2 S

Gugatan 23
Sederhana 18

Pidana 19826 19826 100,00 105,26

Biasa 385 385 |
Singkat 0 0 |
Cepat 95 9 \
Lalu Lintas {19333 19333 |
Anak 11 11 |
Pra Peradilan |2 2 \
PHI 27 27 85 100,00 117,65
Tipikor 0 18 85| 100,00 117,65

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk setiap bagian telah melebihi target yang telah
ditetapkan, untuk capaian paling tinggi dicapai oleh bagian PHI dengan target yang ditetapkan
sebesar 85% diperoleh realisasi sebesar 100%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar
117,65%. Untuk waktu penyelesaian perkara tipikor telah menyesuaikan dengan pasal 29 UU
Nomor 46 Tahun 2009, penanganan perkara tipikor memerlukan waktu maksimal 120 hari kerja,,
SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan dan
PERMA Nomor 8 Tahun 2022 sehingga capaian yang diperoleh sebesar 117,65%.Pencapain
target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik Persentase Penyelesaian Tepat Waktu
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perdata pidana tipikor
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m Target M Realisasi Capaian

Gambar 2 Grafik Persentase Penyelesaian Tepat Waktu
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Tercapainya target persentase ini dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. Adanya peningkatan kinerja dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti,
Jurusita/Jurusita Pengganti, Kepaniteraan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri
Yogyakarta

2. Pemanfaatan aplikasi E-Court, E-Berpadu serta aplikasi pendukung lainnya untuk
penanganan perkara secara optimal dengan mendorong para pihak untuk beracara
secara elektronik.

3. Telah dilakukan sosialisasi-sosialisasi terkait penanganan perkara secara elektronik
sesuai dengan program Mahkamah Agung

b. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

e  SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

e  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

e Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang
diselesaikan dengan pendekatan restorative.

e  Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorati

Perkara yang diajukan untuk restorative x 100%
Table 7 Putusan yang menggunakan pendekatan restorative
Jumlah Perkara Perkara yang Target Realisasi Capaian
yang diselesaikan diajukan untuk %
dengan restoratif restoratif
14 14 90 100,00 111,11

e  Berdasarkan tabel diatas untuk indikator pendekatan keadilan restoratif ditetapkan
targetnya sebesar 90%, hal ini disebabkan telah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga syarat penerimaan dan pelaksanaan perkara
yang menerapkan restorative justice dapat diukur.
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c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

e  SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan
Peradilan.

e Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal
Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

e Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu
penyelesaian pada SIPP.

e Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk
Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

e  Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.

e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada
tahun berjalan.

e Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative X 100%
Perkara yang diajukan untuk restorative

Table 8 Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding

Perdata 777 828 117,30
Permohonan 634 634 | |

Gugatan 119 166 | |

Bantahan 3 5 | |

Gugatan 21 23

Sederhana

Pidana 19787 19826
Biasa 341 385 | |

-
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Singkat 0 0
Cepat 95 95
Lalu Lintas 19333 19333
Anak 16 1

Pra Peradilan |2 2
Tipikor 6 18

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk setiap bagian telah melebihi target yang
telah ditetapkan, untuk capaian paling tinggi dicapai oleh bagian perdata dengan target yang
ditetapkan sebesar 80% diperoleh realisasi sebesar 93,84%, sehingga capaian yang diperoleh

sebesar 117,30%. Pencapain target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:
Tercapainya target persentase ini dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. Adanya peningkatan kinerja dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti,
Jurusita/Jurusita Pengganti, Kepaniteraan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri
Yogyakarta

2. Pemanfaatan aplikasi E-Court, E-Berpadu serta aplikasi pendukung alinnya untuk
penanganan perkara secara optimal dengan mendorong para pihak untuk beracara
secara elektronik

3. Puasnya para pihak dengan putusan hakim

d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara
tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.

° Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi
di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara
lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu,
PHI, dan permohonan perkara perdata.

) Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi x 100%
Jumlah Perkara Khusus yang diselesaikan
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Table 9 Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi

Perdata

Permohonan 634 634

Gugatan 141 166

Bantahan 5 6

Gugatan 26 26

Sederhana

Pidana 19813 19838

Biasa 367 392

Singkat 0 0

Cepat 95 95

Lalu Lintas 19333 19333

Anak 16 16

Pra Peradilan 2 2

PHI 12 21 55 57,14 103,90
Tipikor 4 18 20 22,22 111,11

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk setiap bagian telah melebihi target yang
telah ditetapkan, untuk capaian paling tinggi dicapai oleh bagian perdata dengan target yang
ditetapkan sebesar 85% diperoleh realisasi sebesar 96,88%, sehingga capaian yang diperoleh
sebesar 113,97%. Pencapain target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:
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Grafik Persentase Perkara yang tidak mengajukan
Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024
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Gambar 3 Grafik Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

Tercapainya target prosentase Jumlah Putusan yang tidak diajukan upaya hukum
kasasi dikarenakan :

1. Adanya peningkatan kinerja dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti,
Jurusita/ Jurusita Pengganti, Kepaniteraan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri
Yogyakarta.

2. Pemanfaatan aplikasi E-Court, E-Berpadu serta aplikasi pendukung lainnya untuk
penanganan perkara secara optimal dengan mendorong para pihak untuk beracara
secara elektronik.

3. Puasnya para pihak terhadap putusan Hakim.
e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi

e Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan
yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi
berhasil

e Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi

e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

e Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil x 100%
Jumlah Perkara Diversi
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Table 10 Persentase Perkara Anak yang diselesaikan Diversi

S 6 80 83,33| 104,17

Pada tabel diatas diperoleh informasi bahwa dari jumlah perkara diversi yang diajukan
sebanyak 10 perkara, 6 diantaranya telah dinyatakan berhasil. Oleh sebab itu capaian
yang dihasilkan mencapai 104,17%, karena target yang ditetapkan untuk indikator ini
sebesar 80% dan realisasinya sebesar 83,33%. Capaian yang besar ini dapat tercapai
karena komunikasi yang baik dan efektif dari semua pihak yang terlibat serta ketepatan
para hakim dalam menentukan sebuah kasus serta Putusan majelis hakim yang
memenuhi rasa keadilan. Pencapain target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:

Persentase Penyelesaian Perkara Anak yang
diselesaikan secara Diversi Tahun 2024
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Gambar 4 Persentase Penyelesaian Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi Tahun 2024

f. Index Kepuasan Pencari Keadilan

e Pada tahun 2024 telah dilaksanakan survei kepuasan pelayanan publik atas pengguna
layanan dan kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Target yang
hendak dicapai adalah 85% dan setelah dilakukan survey atas pelayanan yang

diberikan mencapai 99,37%.
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e Pencapaian target indikator ini digambarkan sebagai berikut :

Table 11 Index Kepuasan Pencari Keadilan

INDIKATOR KINERJA Target | Realisasi | Capaian
%
Index persepsi pencari keadilan yang 85 99,37 116,90
puas terhadap layanan peradilan

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya dari target yang
ditetapkan sebesar 85%, realisasi index kepuasan pencari keadilan mencapai
99,37%. Hal ini membuat capaian yang diperoleh sebesar 116,90%. Tercapainya
target prosentase capaian responden yang puas terhadap proses pengadilan
dikarenakan percepatan penyelesaian perkara, adanya beberapa pelayanan yang
sudah dapat diakses dengan teknologi informasi seperti eraterang, e-court/e-litigasi,
e-berpadu, SIPP dan sebagainya. Selain itu juga transparansi dan keterbukaan
informasi di pengadilan serta pelayanan yang cepat dan mudah. Pencapain target

diatas dapat dilihat pada grafik berikut:

Index Kepuasan Pencari Keadilan
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Gambar 5 Index Kepuasan Pencari Keadilan

Sasaran 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis yang tertuang pada Renstra
2020-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi serta
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tujuan strategis, yaitu untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta

dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang

direalisasikan melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini

meliputi 2 (dua) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi

ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Table 12 Sasaran Kegiatan 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

yang diselesaikan
melalui Mediasi

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
%
1 |Peningkatan Efektivitas  |a. Persentase salinan
Pengelolaan putusan yang dikirim
Penyelesaian Perkara kepada para pihak tepat
waktu
- Perdata 90 100,00 111,11
- Pidana 95 99,95 105,22
- PHI 90 100,00 111,11
- Tipikor 85 100,00 117,65
b. Persentase Perkara 12 12,12| 101,01

Analisis atas capaian indikator kator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Untuk Pengadilan Tk Pertama, Salinan Putusan yang disampaikan kepada para

pihak.

SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan.
Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal
Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara

Salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah
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penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian
yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada
para pihak sedanngkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan
jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun
berjalan

e Formula untuk mengukur indikator ini adalah:

Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu
Jumlah Putusan

x 100%

Table 13 Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Perdata
Permohonan 634 |

Gugatan 166 |

Bantahan 5 |

Gugatan

Sederhana 25

Pidana 19817
Biasa 376 | |

Singkat 0 | |

Cepat 95 | |

Lalu Lintas 19333 | |

Anak 11 | |

Pra Peradilan 2 | |

PHI 25 25 90 100,00 111,11
Tipikor 18 18 85 100,00 117,65
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Grafik Persentase Pengiriman Salinan
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Gambar 6 Grafik Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

e PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

e Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi
dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan
perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara
tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi
berhasil.

e Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar
pada tahun berjalan

e Formula untuk mengukur indikator ini adalah:

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi X 100%
Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi

Table 14 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Jumlah Perkara yang Jumlah Perkarayang | Target | Realisasi Capaian
Diselesaikan Melalui Dilakukan Mediasi %
Mediasi Berhasil

12 99 12 12,12 101,01

Berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa perkara gugatan

perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi. Jumlah Perkara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta 57




Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas pada tahun 2024 yang
dilakukan melalui proses mediasi adalah 99 perkara. Dari jumlah perkara gugatan
dengan proses mediasi tersebut, yang dapat berhasil diselesaikan melalui proses
mediasi sebanyak 12 perkara. Persentase realisasi indikator perkara yang diselesaikan
melalui mediasi tahun 2024 adalah (12/ 99) x 100% = 12,12%. Target kinerja yang
ditetapkan untuk indikator ini adalah 12%. Sedangkan Persentase Capaian adalah
perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024,
perhitungannya adalah: (12,12/12) x 100% = 101,01%. Pencapaian target digambarkan

sebagai berikut:

Grafik Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 2024
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Gambar 7 Grafik Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 2024

Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan
terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta
berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari
keadilan terutama dalam hal memberikan keringanan beban biaya yang harus
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ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu ketika berhadapan dengan proses
hukum di pengadilan.

Sasaran ini terdiri dari tiga indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran
strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Table 9 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No | Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
%
1 |Meningkatnya a. Persentase perkara 90| 100,00{ 111,11

Akses Peradilan  |prodeo yang
bagi Masyarakat |diselesaikan
Miskin dan

Terpinggirkan

b. Persentase perkara 0 0,00 0,00
yang diselesaikan di luar
gedung pengadilan

c. Persentase pencari 100{ 100,00f 100,00
keadilan golongan
tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum
(Posbakum)

Analisis atas capaian indikator kator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
e Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu
di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara
e Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo

e Formula untuk indikator ini adalah :

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan

0,
Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 100%
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Table 15 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

7 7 90| 100,00 111,11

Dalam tahun 2024 persentase perkara prodeo yang diselesaikan yaitu ( 7 / 7) x
100% = 100%. Sehingga Persentase Realisasi indikator ini pada tahun 2024 adalah
100%. Analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah :Target yang ditetapkan
untuk indikator ini adalah 90%. Persentase capaian adalah perbandingan antara
target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024, dengan perhitungan (100 /
90) x 100% = 111,11%. Sehingga target yang ditetapkan telah tercapai, tercapainya
target persentase dikarenakan penyampaian informasi mengenai prodeo telah tepat

sasaran.

Grafik Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2024
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Gambar 8 Grafik Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2024

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta
Kelas |A pada tahun anggaran 2024 ini mendapat alokasi anggaran dari Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum vyang tertuang dalam  DIPA
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No0.005.03.099128/2021 untuk 3 (tiga) perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)
Rp. 2,010,000,-. dan terealisasi 7 (tujuh) perkara. Hal ini telah mencapai bahkan
melebih target yang telah ditetapkan. Untuk perkara perdata, keseluruhan
pendaftaran perkara dilakukan secara e-court. Pengadilan Negeri Hubungan
Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah melakukan

sosialisasi dan public campaign ke masyarakat.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

e Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung
Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

e Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan , 1909

Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo

Table 16 Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung

Jumlah Perkara Jumlah Perkara | Target Realisasi Capaian
yang diselesaikan yang diajukan %
di Luar Gedung  |diselesaikan diluar
Pengadilan Gedung
pengadilan
0 0 0 0,00 0,00

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |A tidak menetapkan target
perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan karena tidak ada anggaran
untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga tidak dapat dihitung capaian

kinerjanya.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi

Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
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e Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu
secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum
yang memerlukan layanan hukum

e Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register
Posbakum

e Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Jumlah Permohonan layanan hukum

x 100%

Table 17 Persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan bantuan hukum

Jumlah Pencari Keadilan | Jumlah Permohonan | Target | Realisasi | Capaian

Golongan Tertentu yang Layanan Hukum

Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

%
1191 1191 100 100,00 100,00

Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan golongan tertentu selama
Tahun 2024 yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |A adalah
sebanyak 1191 orang/layanan. Sehingga persentase realisasi targetnya adalah = (1191
11191 ) x 100% = 100%. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.
Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai
pada tahun 2024, dengan perhitungan (100 / 100) x 100% = 100%. Dengan demikian
pencapaian indikator ini telah memenuhi target. Pencapaian target digambarkan sebagai
berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta 62




Persentase pencari keadilan golongan tertentu
mendapat layanan bantuan hukum

120
100
80
60
40

20

Target Realisasi Capaian

Gambar 9 Grafik Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu mendapat Layanan Bantuan Hukum 2024

Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang
dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat
ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi
maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas
sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Table 18 Sasaran kegiatan 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No | Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
%
1 [Meningkatnya
Kepatuhan Persentase putusan
terhadap Putusan |perkara perdata yang
Pengadilan ditindaklanjuti (dieksekusi)
- Perdata 40 43,75 109,38
- PHI 60 68,75 114,58
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Analisis atas capaian indikator kator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan
eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi

- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan
pihak ditahun berjalan

- BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

- Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat
dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.

- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah
permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang
dan pengosongan.

- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan

x 100%
Jumlah Permohonan eksekusi
Table 19 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
Klasifikasi |Jumlah Eksekusi Jumlah Target | Realisasi | Capaian
Perkara | Perkara Perdata Permohonan
yang telah Eksekusi
selesai
dilaksanakan
%
Perdata 7 16 40 43,75 109,38
PHI 1 16 60 68,75 114,58

Jumlah perkara Perdata yang telah dilaksanakan eksekusi adalah : 7. Perkara perdata,
yang dimohonkan eksekusi tahun 2024 sebanyak 16. Perhitungan persentase realisasi
indikator ini pada akhir tahun 2024 adalah : (7 / 16) x 100% = 43,75 %. Target kinerja
yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 40%.Persentase Capaian adalah
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perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024,
perhitungannya adalah : (43,75/40)x 100% = 109,38%.

Jumlah perkara PHI yang telah dilaksanakan eksekusi adalah : 11. Perkara perdata,
yang dimohonkan eksekusi tahun 2024 sebanyak 16. Perhitungan persentase realisasi
indikator ini pada akhir tahun 2024 adalah : (11/16) x 100% = 68,75 %. Target kinerja
yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 60%.Persentase Capaian adalah
perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024,
perhitungannya adalah : (68,75/60)x 100% = 114,58%.

Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut :

Persentase putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti
150
100

50

, ]

Target Realisasi Capaian

H Perdata m PHI

Gambar 10 Grafik Putusan Perdata yang ditindaklanjuti 2024

Dengan demikian jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti telah mencapai

target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Dari target jangka menengah dalam

Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2024. Tercapainya target

prosentase Capaian Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti dikarenakan:

1. Jumlah putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang tidak
mengajukan permohonan eksekusi banyak

2. Para pihak puas terhadap putusan hakim

2. PERBANDINGAN REALISASI SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN
BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Bagian ini membandingkan capaian kinerja antara tahun 2024 dengan tahun sebelumnya
dalam bentuk persentase sehingga akan terlihat trend atau perkembangan capaian kinerja
pada tiga tahun terakhir pada masing-masing indikator.
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Table 20 Perbandingan Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

NO | INDIKATOR 2022 2023 2024
KINERJA

%

REALISASI | CAPAIAN | REALISASI | CAPAIAN | REALISASI | CAPAIAN

1 |a.
Persentase
perkara
yang
diselesaika
n tepat
waktu

- Perdata 91,93 102,15 100{ 111,11 92,271 102,52

- Pidana 100 105,26 100 105,26 100,00{ 105,26

- PHI 92,85 97,74 70,73 74,45 100,00 117,65

- Tipikor 107,69 126,69 0 0 100,00f 117,65

b. Jumlah - 100 100 100 100,00 111,11
putusan
yang
menggunak
an
pendekatan
keadilan
restoratif

C.
Persentase
Putusan
Perkara
yang Tidak
Mengajuka
n Upaya
Hukum
Banding
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- Perdata 87,24 102,63 95,48 136,41 93,84 117,30

- Pidana 99,79 110,87 99,76/ 110,84 99,80 110,89

- Tipikor 4117 137,25 53,33| 177,78 33,33 111,11

d.
Persentase
Putusan
Perkara
yang Tidak
Mengajuka
n Upaya
Hukum
Kasasi

- Perdata 91,05 107,12 33,33 47,62 96,88| 113,97

- Pidana 100,07 111,19 40,91 136,36 99,87 110,97

- PHI 28,94 32,16 88,24 98,04 57,14 103,90

- Tipikor 52,94 176,46 28,57 95,24 22,22 11111

e. 0 0 60 1200 83,33| 104,17
Persentase
Perkara
Anak yang
diselesaika
n secara
Diversi

f. Index 98.37 115,73 99,59 117,16 99,37 116,90
Kepuasan
Pencari
Keadilan

2 |a.
Persentase
salinan
putusan
yang dikirim
kepada
para pihak
tepat waktu
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- Perdata 100 111,11 100 111,11 100,00 111,11

- Pidana 100 100 99,89 105,15 99,95| 105,22

- PHI 100 111,11 100 111,11 100,00 111,11

- Tipikor 100 111,11 83,33 92,59 100,00f 117,65

b. 2,17 108,5 6,21 310,56 12,12| 101,01
Persentase
Perkara
yang
diselesaika
n melalui
Medias

3 |a 100 100 100 111,11 100,001 111,11
Persentase
perkara
prodeo
yang
diselesaika
n

b. - - 0 0 0,00 0,00
Persentase
perkara
yang
diselesaika
n di luar
gedung
pengadilan

C. 100 100 100 100 100,00 100,00
Persentase
pencari
keadilan
golongan
tertentu
yang
mendapat
layanan
bantuan
hukum
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(Posbakum

)

4  |Persentase
putusan
perkara
perdata
yang
ditindaklan]
uti
(dieksekusi)

- Perdata 43,58 108,95 56,25 187,5 43,75 109,38

- PHI 100 200 68,75 114,58

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar indikator mengalami kenaikan, dan semua capaian
diatas 100% dan tidak terdapat anomali dibawah 120%. Untuk sasaran proses peradilan yang
pasti, transparan dan akuntabel dan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terjadi
kenaikan di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pelayanan kepada masyarakat
dalam bentuk pemberian akses dan tindaklanjut permohonan eksekusi mengalami kenaikan juga.
Kendala yang dihadapi adalah untuk sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan
dan akuntabel terutama untuk indikator penurunan sisa perkara. Masih terdapat sisa perkara
pada setiap akhir tahuh. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang tepat berkaitan dengan langka-
langkah dalam menghadapi akhir tahun dengan koordinasi baik secara internal maupun eksternal
misalnya kejaksaan dan stakeholder yang lain.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET
JANGKA MENENGAH

Persentase perbandingan dengan target jangka menengah adalah dengan membandingkan
antara rata-rata realisasi capaian sasaran selama tahun 2024 dengan target jangka
menengah. Target ini adalah target untuk mengukur pencapaian sasaran terhadap tujuan
yang ditetapkan. Dengan demikian, nilai hasil dari pencapaian target jangka menengah ini
dapat sebagai bahan monitoring dan acuan untuk melakukan evaluasi pencapaian tujuan

jangka menengah dan untuk menentukan target untuk jangka menengah berikutnya.
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Table 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

NO |INDIKATOR KINERJA TARGET (%) REALISASI
(%)
2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2024

1 |a. Persentase perkara
yang diselesaikan

tepat waktu

- Perdata 90,8 95 90 90 90 92,27
- Pidana 100 95 95 95 100,00
- PHI 100 95 95 85 100,00
- Tipikor 100 85 85 85 100,00
b. Jumlah putusan - - 100 100 90 100,00

yang menggunakan
pendekatan keadilan
restoratif

c. Persentase Putusan
Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding

- Perdata 75,7 85 85 70 80 93,84
- Pidana 90 90 90 99,80
- Tipikor 30 30 30 33,33

d. Persentase Putusan
Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

- Perdata 75,7 90 85 70 85 96,88
- Pidana 90 30 90 99,87
- PHI 90 90 55 57,14
- Tipikor 90 30 20 22,22

e. Persentase Perkara 25 10 S 5 80 83,33
Anak yang
diselesaikan secara
Diversi
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f. Index Kepuasan 73,8 85 85 85 85 99,37
Pencari Keadilan

2 |a. Persentase salinan
putusan yang dikirim

kepada para pihak
tepat waktu
- Perdata 100 90 90 90 90 100,00
- Pidana 100 95 95 99,95
- PHI 90 90 90 100,00
- Tipikor 90 90 85 100,00
b. Persentase Perkara 3 3 2 2 12 12,12
yang diselesaikan
melalui Mediasi

3 |a. Persentase perkara 100 100 100 90 90 100,00
prodeo yang
diselesaikan
b. Persentase perkara - - - 0 0 0,00
yang diselesaikan di
luar gedung
pengadilan

c. Persentase pencari 100 100 100 100 100 100,00
keadilan golongan
tertentu yang
mendapat layanan
bantuan hukum
(Posbakum)

4  |Persentase putusan
perkara perdata yang

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

- Perdata 5 5 30 30 40 43,75
-PHI 50 50 60 68,75

Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel dan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terjadi
kenaikan di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pelayanan kepada
masyarakat dalam bentuk pemberian akses dan tindaklanjut permohonan eksekusi
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4.

mengalami penurunan. Kendala yang dihadapi adalah untuk sasaran terwujudnya
proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel terutama untuk indikator
penurunan sisa perkara. Masih terdapat sisa perkara pada setiap akhir tahun bahkan
tidak mengalami penurunan jumlah justru mengalami kenaikan jumlah. Dalam hal ini
diperlukan kebijakan yang tepat berkaitan dengan langka-langkah dalam menghadapi
akhir tahun dengan koordinasi baik secara internal maupun eksternal misalnya
kejaksaan dan stakeholder yang lain.

Kemudian untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
khususnya tindak lanjut terhadap perkara permohonan eksekusi terhadap putusan
yang sudah bekekuatan hukum tetap memang memerlukan strategi yang baik untuk
menyelesaikan semua perkara eksekusi dengan mengadakan komunikasi intensif
dengan pada pihak yang berperkara meskipun secara data statistik mengalami
kenaikan pencapaian.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL

Bagian ini membandingkan capaian kinerja antara tahun 2024 dengan Capaian Kinerja
Mahkamah Agung pada tahun sebelumnya dalam bentuk persentase sehingga akan
terlinat trend atau perkembangan capaian kinerja pada masing-masing indikator.

Table 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

No

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  |Pengadilan Negeri M
Yogyakarta A

Capaian Capaian  |Capaian Tahun
Tahun 2023 | Tahun 2024|2023

%

Terwujudnya a. Persentase perkara
Proses Peradilan |yang diselesaikan
yang Pasti, tepat waktu
Transparan dan
Akuntabel

- Perdata 111,11 102,52

- Pidana 105,26 105,26

- PHI 74,45 117,65

98,11
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- Tipikor 0,00 117,65

b. Jumlah putusan 100,00 111,11 274
yang menggunakan
pendekatan keadilan
restoratif

c. Persentase
Putusan Perkara yang

Tidak Mengajukan

Upaya Hukum

Banding

- Perdata 136,41 117,30 192,33
- Pidana 110,84 110,89

- Tipikor 177,78 111,11

d. Persentase
Putusan Perkara yang
Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi

- Perdata 47,62 113,97 79,95
- Pidana 136,36 110,97
- PHI 98,04 103,90
- Tipikor 95,24 111,11
e. Persentase Perkara 1200,00 104,17 30,77
Anak yang
diselesaikan secara
Diversi
f. Index Kepuasan 117,16 116,90 116,98
Pencari Keadilan
2 |Peningkatan a. Persentase salinan

Efektivitas putusan yang dikirim

Pengelolaan kepada para pihak

Penyelesaian tepat waktu

Perkara
- Perdata 111,11 111,11 451,62
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- Pidana 105,15 105,22
- PHI 111,11 111,11
- Tipikor 92,59 117,65

b. Persentase Perkara 310,56 101,01 101,80
yang diselesaikan
melalui Mediasi

3 |Meningkatnya a. Persentase perkara 111,11 111,11 325,76
Akses Peradilan  |prodeo yang
bagi Masyarakat  |diselesaikan
Miskin dan

Terpinggirkan

b. Persentase perkara 0,00 0,00 100
yang diselesaikan di
luar gedung
pengadilan

c. Persentase pencari 100,00 100,00 100
keadilan golongan
tertentu yang
mendapat layanan
bantuan hukum
(Posbakum)

4 |Meningkatnya Persentase putusan
Kepatuhan perkara perdata yang
terhadap Putusan |ditindaklanjuti
Pengadilan (dieksekusi)

- Perdata 187,50 109,38 133,05
- PHI 111,11 114,58

Berdasarkan tabel tersebut perkembangan capaian kinerja selama dua tahun terakhir pada

masing-masing indikator kinerja mengalami kenaikan maupun penurunan.
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5. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/
PENURUNAN KINERJA BESERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta

adalah sebagai berikut :

a.

Komitmen seluruh Pimpinan dan jajaran Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk terus
meningkatkan pengelolaan kinerja (dari perencanaan sampai dengan monitoring)
sesuai dengan arahan pimpinan dan aturan terkait pengelolaan kinerja.

Adanya peraturan perundang — undangan dan peratiran mahkamah agung yang
mengatur tentang penyelesaian perkara.

Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Mahkamah Agung.

Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan penugasan dengan baik
sehingga dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan biaya ringan.

Pembagian tugas yang jelas dan layanan ketatausahaan dalam pengadministrasian
perkara.

Kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta tinggi.
Penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Peningkatan kompetensi personil, baik dari Hakim maupun Pegawai Pengadilan Negeri
Yogyakarta.

Adanya dukungan dana percepatan penyelesaian perkara dari pemerintah pusat.

Selain faktor penentu keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu :

a.

Sinergisitas antar penegak hukum dalam penyelenggaraan penhelesaian perkar
kurang
Belum memadainya sarana dan prasarana persidangan online, hanya tersedia

beberapa ruang saja.

Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah :

a.

b.

Pengadilan Negeri Yogyakarta terus meningkatkan pengelolaan kinerja (dari
perencanaan sampai dengan monitoing) sesuai dengan arahan pimpinan dan aturan
terkait pengelolaan kinerja

Membangun koordinasi dengan berbagai stakeholder melalui forum komunikasi antar
penegak hukum
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c. Menjaga dan meningkatkan kerjasama antar bagian baik Kepaniteraan maupun
Kesekretariatan.

d. Meningkatkan kompetensi Hakim dan pegawai dalam berbagai pelatihan.

6. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

a. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia ini sangatlah penting dalam terwujudnya tujuan kinerja yang
ingin dicapai. Selain kemampuan yang harus dimiliki yang diwujudkan oleh berbagai
macam sertifikasi, sikap integritas juga wajib dimiliki oleh masing-masing individu.
Kolaborasi yang baik antara bidang kepaniteraan dan kesekretariatan juga menjadi alasan
bisa tercapainya target kinerja yang ditetapkan.

b. Anggaran

Agar berbagai macam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terlaksana, perlu
adanya anggaran. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta memperoleh
anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 17.448.115.000 dan DIPA 03 sebesar Rp. 297.423.000.
Pengoptimalan realisasi anggaran dilakukan dengan melakukan revisi terhadap anggaran
yang dimiliki baik DIPA 01 maupun DIPA 03.

c. Teknologi Informasi

Teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan
efektivitas birokrasi. Salah satu manfaat teknologi informasi adalah mempercepat akses
terhadap proses kegiatan organisasi sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan
lebih cepat dan akurat. Selain itu, teknologi informasi juga dapat meningkatkan efektivitas,
efisiensi, dan produktivitas karyawan dan organisasi, serta meningkatkan pelayanan
publik. Pengembangan birokrasi digital juga menjadi salah satu upaya untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi.
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7. ANALISA PROGRAM MAUPUN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN
ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian realisasi
dan capaian dari target yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah pelaksanaan
program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang telah semaksimal mungkin. Sebagai
bentuk dukungan agar program diatas dapat terlaksana dengan lancar juga terdapat
program lain seperti program Dukungan Manajemen yang mengakomodir
penyelenggaraan administrasi, operasional serta pemeliharaan baik berupa sarana

prasarana maupun kapasitas sumber daya manusia.

Adapun program kegiatan yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja adalah
adanya implementasi e-court, e-berpadu, sosialisasi gugatan sederhana, pendekatan
keadilan restoratif, pengawasan, Sistem Manajamen Anti Penyuapan (SMAP), dan
penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan posbakum dan sebagainya.

8. MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas, beberapa hal yang dapat

disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Termasuk dalam kegiatan pokok penyelesaian perkara ini adalah tingkat
penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dan tingkat penyelesaian perkara yang
masuk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama tahun 2024 dengan
cara membandingkan jumlah sisa perkara tahun lalu dengan status penyelesaian
perkara tersebut pada akhir tahun. Sedangkan untuk melihat penyelesaian perkara
selama tahun 2024 adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang
masuk pada tahun 2024 dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada akhir
tahun 2024. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian penyelesaian
perkara yang disajikan dalam bentuk Persentase. Dari perkara Pidana yang diukur
dalam hal ini adalah perkara Pidana biasa, pidana khusus, pidana anak, serta
perkara tilang dan tipiring. Sedangkan untuk perkara Perdata adalah perkara
permohonan dan perkara gugatan, juga untuk perkara PHI dan perkara Tindak
Pidana Korupsi.
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Untuk tahun 2024, penyelesaian perkara Perdata gugatan dapat mencapai angka
yang ditargetkan. Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden telah
dilaksanakan sebuah survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan dengan nilai
99,37%

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Untuk perkara mediasi yang berhasil dengan akta perdamaian memang melibatkan
berbagai pihak yang berperkara dan faktor-faktor yang mempengaruhi.
Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang
berperkara untuk menyelesaikan secara damai. Dari semua perkara yang
dilaksanakan melalui proses mediasi ternyata ada 12 perkara yang berhasil
diselesaikan melalui prosedur mediasi dan telah melampaui capaian dari target

yang ditetapkan.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan.
Capaian kinerja untuk penyelesaian perkara prodeo telah memenuhi target, namun
demikian realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal karena masyarakat
atau pihak yang mengajukan perkara prodeo hanya 7 (tujuh). Upaya sosialisasi dan
kerjasama degan pemerintah kota telah dilakukan, namun pihak yang mendaftar
sangat sedikit.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mendapat pagu anggaran
pelaksanaan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan sehingga penyelesaian
perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tidak dapat dilaksanakan atau
nihil. Untuk Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun
2024 ini telah menerima 1191 layanan yang dilayani untuk mengadakan konsultasi.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Indikator kinerja dari program ini adalah tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi
yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Pada tahun 2024 terdapat beberapa
permohonan eksekusi perkara Perdata yang sudah berkekuatan Hukum tetap.

Tingkat pencapaian indikator ini diatas 100%, artinya perbandingan antara target dan
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realisasi dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini adalah berkat
kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Kendala dari
eksekusi sendiri adalah adanya perlawanan, sehingga permohonan eksekusi tidak
bisa ditindaklanjuti.

Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat mendukung dalam
pewujudan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil
Presiden Joko Widodo — Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan
pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9
misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu salah satunya adalah Penegakan
Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

Dalam Pelaksaaan Kinerja Pengadilan terdapat program yang mendukung Program
Prioritas Nasional yaitu Penegakan Sistem Hukum Nasional. Isu srategis penegakan
hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang
menjadi acuan implementasi Kinerja di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah:

1. Penataan Regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola
regulasi dan pembaruan substansi hukum.

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata
Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah
penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha;
penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan Tl di bidang hukum dan
peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi
Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan
implementasi  strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi
mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan
Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan
dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.
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Keempat agenda tersebut telah diimplementasikan di pengadilan Negeri Yogyakarta

yaitu dengan adanya implementasi e-court / e-litigasi, SPPT, e-berpadu, sosialisasi

gugatan sederhana, pendekatan keadilan restoratif, pengawasan, Sistem Manajamen

Anti Penyuapan (SMAP), dan penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan

posbakum dan sebagainya.

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Pengadilan Negeri

Yogyakarta, secara periodik per bulan dan triwulan dapat dievaluasi melalui Aplikasi

Komdanas secara online, Monalisa dan Aplikasi M-KIP. Selanjutnya setiap bulan

dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diikuti

oleh seluruh pimpinan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1.
2.

N o g &

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,

Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainyalterlambatnya capaian kinerja,
Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/
sasaran,

Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran,

Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan,

Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja,

Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

Hasil Monitoring dan Evalusi seperti yang telah dijelaskan diuraian analisis diatas

sebagai berikut :
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a. Monitoring Bulanan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2024

1.

Table 23 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2024

Kegiatan/Upaya/Str
Taraet ategi/Kendala/Solus
No | Sasaran Kegiatan Indikator ((yg) Realisasi (%) | Capaian (%) | i yang dilaksanakan
’ dalam Mencapai
Target
1 |Terwujudnya a. Persentase
Proses Peradilan  |perkara yang
yang Pasti, diselesaikan tepat
Transparan dan waktu
Akuntabel - Perdata 0|  ots7| 101,74
- Pidana Pengoordinasian
dengan majelis
95 100,00 105,26|hakim
- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan
85 100,00 117,65|aturan yang berlaku
- Tipikor 85 100,00 117,65
b. Jumlah putusan
yang
menggunakan
pendekatan
keadilan restoratif 90 100,00 111,11
c. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
Banding
- Perdata 80 97,59 121,99
- Pidana 90 99,93 111,03
- Tipikor 30 0,00 0,00
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d. Persentase
Putusan Perkara

yang Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
Kasasi
- Perdata Para pihak tidak
puas dengan
85 97,59 114,81|putusan hakim
- Pidana 90 99,93 111,03
- PHI Perlu ditingkatkan
kinerja SDM yang
55 50,00 90,91|lebih baik lagi
- Tipikor 20 0,00 0,00
e. Persentase
Perkara Anak yang Tidak semua
diselesaikan perkara anak bisa
secara Diversi 80 0,00 0,00|dilakukan diversi
f. Index Kepuasan
Pencari Keadilan 85
2 |Peningkatan a. Persentase
Efektivitas salinan putusan
Pengelolaan yang dikirim
Penyelesaian kepada para pihak
Perkara tepat waktu
- Perdata 90 100,00 111,11
- Pidana Penerapan buku
kontrol terhadap
perkara yang telah
95 99,85 105,11 |diputus
- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan
90 100,00 111,11 |aturan yang berlaku
- Tipikor 85 100,00 117,65
b. Persentase Perkara tidak bisa
Perkara yang dilakukan mediasi
diselesaikan 12 16,67 138,89|karena pidak tidak
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melalui Mediasi

hadir

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase
perkara prodeo
yang diselesaikan

90

0,00

0,00

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan di luar
gedung pengadilan

c. Persentase
pencari keadilan
golongan tertentu
yang mendapat
layanan bantuan
hukum
(Posbakum)

100

100,00

100,00

4 |Meningkatnya
Kepatuhan
terhadap Putusan
Pengadilan

Persentase
putusan perkara
perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

- Perdata

40

0,00

0,00

- PHI

60

0,00

0,00

Perlu ditingkatkan
kinerja SDM yang
lebih baik lagi
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2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Februari Tahun 2024

Table 24 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Februari Tahun 2024

Kegiatan/Upaya/Strat
: : Target | Realisasi| Capaian eg|/Ker'1daIa/Squ3|
No | Sasaran Kegiatan Indikator o o o yang dilaksanakan
(%) (%) (%) :
dalam Mencapai
Target
1 |Terwujudnya Proses |a. Persentase
Peradilan yang Pasti, |perkara yang
Transparan dan diselesaikan tepat
Akuntabel waktu
- Perdata 90| 90,96 101,07
- Pidana Pengoordinasian
dengan majelis
95| 100,00{ 105,26|hakim
- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan
85| 100,00{ 117,65|aturan yang berlaku
- Tipikor 85 100,00 117,65
b. Jumlah putusan
yang
menggunakan
pendekatan
keadilan restoratif 90| 100,00 111,11
c. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding
- Perdata 80| 93,98| 11747
- Pidana 90| 99,82 110,91
- Tipikor 30 0,00 0,00

d. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
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Hukum Kasasi

- Perdata Para pihak tidak
puas dengan
85 98,19]  115,52|putusan hakim

- Pidana 90| 99,96 111,06
- PHI Perlu ditingkatkan
kinerja SDM yang
95| 33,33 60,61|lebih baik lagi
- Tipikor 20 0,00 0,00
e. Persentase
Perkara Anak yang Tidak semua perkara
diselesaikan anak bisa dilakukan
secara Diversi 80 0,00 0,00{diversi
f. Index Kepuasan
Pencari Keadilan 85
2 |Peningkatan a. Persentase
Efektivitas salinan putusan
Pengelolaan yang dikirim
Penyelesaian kepada para pihak
Perkara tepat waktu
- Perdata 90| 100,00{ 111,11
- Pidana Penerapa buku
kontrol terhadap
perkara yang telah
95| 99,78/  105,03|putus
- PHI Kinerja SDM sudah

bagus serta sudah
sesuai dengan
90| 100,00{ 111,11|aturan yang berlaku

- Tipikor 85 100,00 117,65

b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan

melalui Mediasi 12 6,67 99,66

3 |Meningkatnya Akses |a. Persentase
Peradilan bagi perkara prodeo 90 0,00 0,00
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Masyarakat Miskin  |yang diselesaikan
dan Terpinggirkan

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan di luar
gedung pengadilan 0|- -

c. Persentase
pencari keadilan
golongan tertentu
yang mendapat
layanan bantuan
hukum (Posbakum) 100( 100,00{ 100,00

4 |Meningkatnya Persentase
Kepatuhan terhadap |putusan perkara
Putusan Pengadilan |perdata yang

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

- Perdata 40 0,00 0,00
Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan

- PHI 60 50,00 83,33|aturan yang berlaku
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3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Maret Tahun 2024

Table 25 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Maret Tahun 2024

Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke
Sasaran , Target | Realisasi | Capaian ndala/Solusi yang
No Kegiatan indikator (%) (%) (%) dilaksanakan dalam

Mencapai Target

1 |Terwujudnya |a. Persentase perkara

Proses yang diselesaikan
Peradilan yang (tepat waktu
Pasti - Perdata 90| 90,38 10043
Transparan dant—
Akuntabel - Pidana 95| 100,00f 105,26
- PHI Kinerja SDM sudah bagus

serta sudah sesuai dengan
85| 100,00f 117,65|aturan yang berlaku

- Tipikor 85| 100,00f 117,65

b. Jumlah putusan
yang menggunakan
pendekatan keadilan
restoratif 90| 100,00f 111,11

c. Persentase
Putusan Perkara

yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum Banding

- Perdata 80 93,75 117119
- Pidana 90 99,83 110,92
- Tipikor 30 0,00 0,00

d. Persentase
Putusan Perkara

yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi

- Perdata Para pihak tidak puas
85 98,57 115,97|dengan putusan hakim

- Pidana 90 99,98/ 111,08
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- PHI

95

33,33

60,61

Perlu ditingkatkan kinerja
SDM yang lebih baik lagi

- Tipikor

20

0,00

0,00

e. Persentase
Perkara Anak yang
diselesaikan secara
Diversi

80

100,00

125,00

Tidak semua perkara anak
bisa dilakukan dengan
diversi

f. Index Kepuasan
Pencari Keadilan

85

99,82

117,44

2 |Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase salinan
putusan yang dikirim
kepada para pihak
tepat waktu

- Perdata

90

100,00

111,11

- Pidana

95

99,83

105,08

Penerapan buku kontrol
terhadap perkara yang telah
diputus

- PHI

90

100,00

111,11

Kinerja SDM sudah bagus
serta sudah sesuai dengan
aturan yang berlaku

- Tipikor

85

100,00

117,65

b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan melalui
Mediasi

12

3,85

32,05

3 |Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan

90

0,00

0,00

b. Persentase perkara
yang diselesaikan di
luar gedung
pengadilan

c. Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang
mendapat layanan
bantuan hukum
(Posbakum)

100

100,00

100,00
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Meningkatnya
Kepatuhan
terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase putusan
perkara perdata yang

ditindaklanjuti
(dieksekusi)
- Perdata 40 0,00 0,00
Kinerja SDM sudah bagus
serta sudah sesuai dengan
- PHI 60 50,00{  83,33|aturan yang berlaku
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4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan April Tahun 2024

Table 26 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan April Tahun 2024

Kegiatan/Upaya/Strat
, , Target | Realisasi | Capaian eg|/Ker'1daIa/Squ3|
No |Sasaran Kegiatan Indikator o 0 o yang dilaksanakan
(%) (%) (%) :
dalam Mencapai
Target
1 |Terwujudnya a. Persentase
Proses Peradilan |perkara yang
yang Pasti, diselesaikan tepat
Transparan dan |waktu
Akuntabel 1. perdata | 8814 97,94
- Pidana Pengoordinasian
95|  100,00] 105,26|dengan majelis hakim
- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
85| 100,00] 117,65|yang berlaku
- Tipikor 85/ 100,00] 117.65
b. Jumlah putusan
yang menggunakan
pendekatan keadilan
restoratif 90| 100,001 111,11
c. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding
- Perdata 80 93,28| 116,60
- Pidana 90 99,84| 110,94
- Tipikor 30 0,00 0,00
d. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
- Perdata 85 98,43| 115,80
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- Pidana 90 99,92| 111,02
- PHI Perlu ditingkatkan
kinerja SDM yang
55 40,00  72,73|lebih baik lagi
- Tipikor 20 0,00 0,00
e. Persentase
Perkara Anak yang Tidak semua perkara
diselesaikan secara anak bisa dilakukan
Diversi 80| 100,00] 125,00{dengan diversi
f. Index Kepuasan
Pencari Keadilan 85
Peningkatan a. Persentase salinan
Efektivitas putusan yang dikirim
Pengelolaan kepada para pihak
Penyelesaian tepat waktu
Perkara - Perdata %[ 100,00 111,11
- Pidana Penerapan buku
kontrol terhadap
perkara yang telah
95 99,84/ 105,10(diputus
- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
90| 100,00] 111,11|yang berlaku
- Tipikor 85/ 100,00] 117,65
b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan melalui
Mediasi 12 3,45 28,74
Meningkatnya  |a. Persentase
Akses Peradilan |perkara prodeo yang
bagi Masyarakat |diselesaikan 90 0,00 0,00
Miskin dan b. Persentase
Terpinggirkan perkara yang
diselesaikan di luar
gedung pengadilan 0
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c. Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang
mendapat layanan
bantuan hukum

(Posbakum) 100|  100,00{ 100,00
4 |Meningkatnya Persentase putusan
Kepatuhan perkara perdata yang
terhadap Putusan |ditindaklanjuti
Pengadilan (dieksekusi)
- Perdata 40 20,00 50,00
Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
- PHI 60 50,00{  83,33|yang berlaku
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5. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2024

Table 27 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2024

Kegiatan/Upaya/Strategi/

Target |Realisasi| Capaian | Kendala/Solusi yang
(%) (%) (%) dilaksanakan dalam

Mencapai Target

No | Sasaran Kegiatan Indikator

1 |Terwujudnya Proses  |a. Persentase
Peradilan yang Pasti, |perkara yang
Transparan dan diselesaikan
Akuntabel tepat waktu

- Perdata 90| 88,64 98,48

- Pidana Pengoordinasian dengan
95| 100,00{ 105,26|majelis hakim

- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah

sesuai dengan aturan
85| 100,00{ 117,65|yang berlaku

- Tipikor 85 100,00 117,65

b. Jumlah
putusan yang
menggunakan
pendekatan
keadilan
restoratif 90| 100,00 111,11

c. Persentase
Putusan
Perkara yang
Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
Banding

- Perdata 80| 93,18| 116,48
- Pidana 90| 99,78| 110,87
- Tipikor 30| 28,57 95,24

d. Persentase
Putusan
Perkara yang
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Tidak

Mengajukan
Upaya Hukum
Kasasi
- Perdata Perlu adanya
85 97,42 114,61|peningkatan kinerja
- Pidana 90| 99,90 111,00
- PHI Perlu ditingkatkan kinerja
55| 357 64,94| SDM yang lebih baik lagi
- Tipikor 20 000 000
e. Persentase
Perkara Anak
yang Tidak semua perkara
diselesaikan anak bisa dilakukan
secara Diversi 80| 100,00{ 125,00|{dengan diversi
f. Index
Kepuasan
Pencari
Keadilan 85
2 |Peningkatan Efektivitas |a. Persentase
Pengelolaan salinan
Penyelesaian Perkara |putusan yang
dikirim kepada
para pihak
tepat waktu
- Perdata 90| 100,00 111,11
- Pidana Penerapan buku kontrol
terhadap perkara yang
95| 99,82| 105,07|telah diputus
- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
90| 100,00{ 111,11|yang berlaku
- Tipikor 85/ 100,00 117,65
b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan
melalui Mediasi 12 2,86 23,81
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3 |Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase
perkara prodeo
yang
diselesaikan

90

0,00

0,00

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan di
luar gedung
pengadilan

c. Persentase
pencari
keadilan
golongan
tertentu yang
mendapat
layanan
bantuan hukum
(Posbakum)

100

100,00

100,00

4 |Meningkatnya
Kepatuhan terhadap
Putusan Pengadilan

Persentase
putusan
perkara
perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

- Perdata

40

16,67

41,67

- PHI

60

33,33

55,56

Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
yang berlaku
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6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juni Tahun 2024

Table 28 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juni Tahun 2024

Kegiatan/Upayal/Strategi

Sasaran , o+ | Realisasi| Capaian | /Kendala/Solusi yang

No Kegiatan indikator Target (%) (%) (%) dilaksanakan dalam
Mencapai Target

1 |Terwujudnya |a. Persentase

Proses perkara yang
Peradilan yang |diselesaikan tepat
Pasti, waktu
Transparan dan |_ perdata 90 8920 99,11
Akuntabel
- Pidana Pengoordinasian
95| 100,00{ 105,26|dengan majelis hakim
- PHI Kinerja SDM sudah

bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
85| 100,00{ 117,65|yang berlaku

- Tipikor 85| 100,00{ 117,65

b. Jumlah putusan
yang menggunakan
pendekatan
keadilan restoratif 90( 100,00{ 111,11

c. Persentase
Putusan Perkara

yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum Banding

- Perdata 80| 92,52| 115,65
- Pidana 90| 99,83] 110,92
- Tipikor 30 22,22 74,07

d. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

- Perdata Perlu adanya
85  96,97| 114,08|peningkatan kinerja
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- Pidana 90| 99,91 111,02
- PHI Perlu ditingkatkan
kinerja SDM yang lebih
55|  40,00{ 72,73|baik lagi
- Tipikor 20 0,00 0,00
e. Persentase
Perkara Anak yang Tidak semua perkara
diselesaikan secara anak bisa dilakukan
Diversi 80 100,00{ 125,00{dengan diversi
f. Index Kepuasan
Pencari Keadilan 85 99,03] 116,51
2 |Peningkatan  |a. Persentase
Efektivitas salinan putusan
Pengelolaan  [yang dikirim
Penyelesaian |kepada para pihak
Perkara tepat waktu
- Perdata 90| 100,00{ 111,11
- Pidana Penerapan buku kontrol
terhadap perkara yang
95|  99,86| 105,12|telah diputus
- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
90| 100,00{ 111,11|yang berlaku
- Tipikor 85| 100,00{ 117,65
b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan Perlu adanya
melalui Mediasi 12 217\  18,12|peningkatan kinerja
3 |Meningkatnya |a. Persentase
Akses Peradilan|perkara prodeo
bagi yang diselesaikan 90 0,00 0,00
Masyarakat |, persentase
Miskin dan perkara yang
Terpinggirkan | giselesaikan di luar
gedung pengadilan 0f-
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c. Persentase
pencari keadilan
golongan tertentu
yang mendapat
layanan bantuan

hukum (Posbakum) 100/ 100,00{ 100,00
4 |Meningkatnya |Persentase
Kepatuhan putusan perkara
terhadap perdata yang
Putusan ditindaklanjuti
Pengadilan (dieksekusi)
- Perdata 40 12,50 31,25
Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
- PHI 60| 66,67| 111,11|yang berlaku
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7. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2024

Table 29 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2024

Kegiatan/Upaya/Str
. .| ategi/Kendala/Solus
, , Target | Realisasi | Capaian |. .
No | Sasaran Kegiatan Indikator o o o i yang dilaksanakan
(%) (%) (%) .
dalam Mencapai
Target
1 |Terwujudnya a. Persentase
Proses Peradilan |perkara yang
yang Pasti, diselesaikan tepat
Transparan dan  |waktu
Akuntabel - Perdata 00| 8se2| 9847
- Pidana Pengoordinasian
dengan majelis
95| 100,00{ 105,26 |hakim
- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan
85| 100,00f 117,65|aturan yang berlaku
- Tipikor 85| 100,00 117,65
b. Jumlah putusan
yang menggunakan
pendekatan keadilan
restoratif 90| 100,00 111,11
c. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding
- Perdata 80 93,22 116,52
- Pidana 90 99,70 110,78
- Tipikor 30 27,27 90,91

d. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
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- Perdata

Perlu adanya

85 97,39]  114,57|peningkatan kinerja
- Pidana 90 99,891 110,98
- PHI Perlu ditingkatkan
kinerja SDM yang
55 50,00 90.91|lebih baik lagi
- Tipikor 20 0,00 0,00
e. Persentase Tidak semua
Perkara Anak yang perkara anak bisa
diselesaikan secara dilakukan dengan
Diversi 80| 100,00{ 125,00|diversi
f. Index Kepuasan
Pencari Keadilan 85
Peningkatan a. Persentase
Efektivitas salinan putusan
Pengelolaan yang dikirim kepada
Penyelesaian para pihak tepat
Perkara waktu
- Perdata 90| 100,00 111,11
- Pidana Penerapan buku
kontrol terhadap
perkara yang telah
95 99,88|  105,13|diputus
- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan
90| 100,00{ 111,11|aturan yang berlaku
- Tipikor 85| 100,00( 117,65
b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan melalui
Mediasi 12 7,55 62,89
Meningkatnya a. Persentase
Akses Peradilan  |perkara prodeo yang
bagi Masyarakat |diselesaikan 90 0,00 0,00
Miskin dan b. Persentase
Terpinggirkan perkara yang
diselesaikan di luar 0|
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gedung pengadilan

c. Persentase
pencari keadilan
golongan tertentu
yang mendapat
layanan bantuan

hukum (Posbakum) 100  100,00{ 100,00
Meningkatnya Persentase putusan
Kepatuhan perkara perdata
terhadap Putusan |yang ditindaklanjuti
Pengadilan (dieksekusi)
- Perdata 40 11,11 27,78
Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan
- PHI 60 61,54| 102,56|aturan yang berlaku
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8. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Agustus Tahun 2024

Table 30 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Agustus Tahun 2024

No

Sasaran Kegiatan

Indikator

Target
(%)

Realisasi
(%)

Capaian
(%)

Kegiatan/Upaya/Strate
gi/Kendala/Solusi yang
dilaksanakan dalam
Mencapai Target

Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

a. Persentase
perkara yang
diselesaikan tepat
waktu

- Perdata

90

89,41

99,35

- Pidana

95

100,00

105,26

- PHI

85

100,00

117,65

Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
yang berlaku

- Tipikor

85

100,00

117,65

b. Jumlah putusan
yang
menggunakan
pendekatan
keadilan restoratif

90

100,00

111,11

c. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding

- Perdata

80

93,57

116,97

- Pidana

90

99,72

110,80

- Tipikor

30

25,00

83,33

d. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

- Perdata

85

96,61

113,66

Perlu adanya
peningkatan kinerja
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- Pidana

90

99,90

111,00

- PHI

95

50,00

90,91

Perlu ditingkatkan
kinerja SDM yang lebih
baik lagi

- Tipikor

20

0,00

0,00

e. Persentase
Perkara Anak yang
diselesaikan
secara Diversi

80

80,00

100,00

f. Index Kepuasan
Pencari Keadilan

85

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase
salinan putusan
yang dikirim
kepada para pihak
tepat waktu

- Perdata

90

100,00

111,11

- Pidana

95

99,93

105,19

Penerapan buku
kontrol terhadap
perkara yang telah
diputus

- PHI

90

100,00

111,11

Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
yang berlaku

- Tipikor

85

100,00

117,65

b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan
melalui Mediasi

12

9,09

75,76

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase
perkara prodeo
yang diselesaikan

90

0,00

0,00

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan di luar
gedung pengadilan
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c. Persentase
pencari keadilan
golongan tertentu
yang mendapat
layanan bantuan
hukum (Posbakum) 100( 100,00{ 100,00

4 |Meningkatnya Persentase
Kepatuhan terhadap|putusan perkara
Putusan Pengadilan [perdata yang

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

- Perdata 40 18,18 45,45
Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan

- PHI 60 64,29 107,14|yang berlaku
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9. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan September Tahun 2024

Table 31 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan September Tahun 2024

Kegiatan/Upaya/Strate
No Sasgran indikator Target | Realisasi | Capaian gllKendaIa/Squ3| yang
Kegiatan (%) (%) (%) dilaksanakan dalam
Mencapai Target
1 |Terwujudnya a. Persentase
Proses Peradilan |perkara yang
yang Pasti, diselesaikan
Transparan dan |tepat waktu
Akuntabel . perdata 0| 8970|9966
- Pidana Pengoordinasian
95|  100,00f 105,26|dengan majelis hakim
- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
85|  100,00f 117,65|yang berlaku
- Tipikor 85 100,00f 117,65
b. Jumlah
putusan yang
menggunakan
pendekatan
keadilan
restoratif 90[ 100,00{ 111,11
c. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
Banding
- Perdata 80 93,92 117,40
- Pidana 90 99,83 110,92
- Tipikor 30 25,001 83,33

d. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan
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Upaya Hukum
Kasasi

- Perdata Perlu adanya
85 96,97| 114,08|peningkatan kinerja
- Pidana 90 99,88 110,98
- PHI Perlu ditingkatkan
kinerja SDM yang lebih
55 50,00  90,91|baik lagi
- Tipikor 20 0,00 0,00
e. Persentase
Perkara Anak
yang
diselesaikan
secara Diversi 80 80,00{ 100,00
f. Index
Kepuasan
Pencari
Keadilan 85 99,16 116,66
2 |Peningkatan a. Persentase
Efektivitas salinan putusan
Pengelolaan yang dikirim
Penyelesaian  |kepada para
Perkara pihak tepat
waktu
- Perdata 90| 100,00 111,11
- Pidana Penerapan buku
kontrol terhadap
perkara yang telah
95 99,94| 105,19|diputus
- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
90| 100,00{ 111,11]yang berlaku
- Tipikor 85/ 100,00f 117,65
b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan 12 8,22 68,49
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melalui Mediasi

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase
perkara prodeo
yang
diselesaikan

90

100,00

111,11

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan di
luar gedung
pengadilan

c. Persentase
pencari keadilan
golongan
tertentu yang
mendapat
layanan bantuan
hukum
(Posbakum)

100

100,00

100,00

Meningkatnya
Kepatuhan
terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase
putusan perkara
perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

- Perdata

40

27,27

68,18

- PHI

60

62,50

104,17

Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
yang berlaku
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10. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Oktober Tahun 2024

Table 32 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Oktober Tahun 2024

Kegiatan/Upaya/Strat
Sasaran : Target |Realisasi | Capaian egllKepdaIa/Squ3|
No Kediatan Indikator (%) (%) (%) yang dilaksanakan
9 ° ° ’ dalam Mencapai
Target
1 |Terwujudnya a. Persentase
Proses Peradilan |perkara yang
yang Pasti, diselesaikan tepat
Transparan dan  |waktu
Akuntabel - Perdata 90| 9094| 101,04
- Pidana 95| 100,00{ 105,26
- PHI Salah satu hakim
anggota sakit dan
tidak ada
penggantinnya,
sehingga putusan
85| 100,00f 117,65|terlambat
- Tipikor 85/ 100,00f 117,65
b. Jumlah putusan
yang
menggunakan
pendekatan
keadilan restoratif 90 0,00 0,00
c. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
Banding
- Perdata 80| 94,21| 117,76
- Pidana 90{ 99,82| 110,91
- Tipikor 30 33,33 111,11

d. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
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Mengajukan

Upaya Hukum
Kasasi
- Perdata Perlu adanya
85| 97,34 114,52|peningkatan kinerja
- Pidana 90 99,89 110,99
- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan
55|  55,00f 100,00(aturan yang berlaku
- Tipikor 20 13,33| 66,67
e. Persentase
Perkara Anak
yang diselesaikan
secara Diversi 80| 80,00 100,00
f. Index Kepuasan
Pencari Keadilan 85
Peningkatan a. Persentase
Efektivitas salinan putusan
Pengelolaan yang dikirim
Penyelesaian kepada para pihak
Perkara tepat waktu
- Perdata 90| 100,00f 111,11
- Pidana Penerapan buku
kontrol terhadap
perkara yang telah
95| 99,94 105,20|diputus
- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan
90| 100,00{ 111,11|aturan yang berlaku
- Tipikor 85/ 100,00f 117,65
b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan
melalui Mediasi 12 9,20 76,63
Meningkatnya a. Persentase
Akses Peradilan  |perkara prodeo 90| 100,00 111,11
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bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

yang diselesaikan

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan di
luar gedung
pengadilan

c. Persentase
pencari keadilan
golongan tertentu
yang mendapat
layanan bantuan
hukum
(Posbakum)

100

100,00

100,00

Meningkatnya
Kepatuhan
terhadap Putusan
Pengadilan

Persentase
putusan perkara
perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

- Perdata

40

27,27

68,18

- PHI

60

62,50

104,17

Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan
aturan yang berlaku
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11. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan November Tahun 2024

Table 33 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan November Tahun 2024

Kegiatan/Upaya/Strate
No Sas?ran Indikator Target | Realisasi | Capaian gllKendaIa/Squ3| yang
Kegiatan (%) (%) (%) dilaksanakan dalam
Mencapai Target
1 |Terwujudnya |a. Persentase
Proses perkara yang
Peradilan diselesaikan
yang Pasti, |tepat waktu
gra”Spara” - Perdata 9| 9270 103,00
an
Akuntabel |- Pidana 95 100,00 105,26
- PHI Salah satu hakim
anggota sakit dan
tidak ada
penggantinnya,
sehingga putusan
85 100,00 117,65|terlambat
- Tipikor 85 100,00 117,65
b. Jumlah
putusan yang
menggunakan
pendekatan
keadilan
restoratif 90 100,00 111,11
c. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
Banding
- Perdata 80 94,05 117,57
- Pidana 90 99,83 110,92
- Tipikor 30 33,33] 111,11
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d. Persentase
Putusan Perkara

yang Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
Kasasi
- Perdata Perlu adanya
85 97,31 114,48 |peningkatan kinerja
- Pidana 90 99,89 110,99
- PHI Perlu ditingkatkan
kinerja SDM yang
55 57,14|  103,90|lebih baik lagi
- Tipikor 20 2222 111,11
e. Persentase
Perkara Anak
yang
diselesaikan
secara Diversi 80 80,00 100,00
f. Index
Kepuasan
Pencari Keadilan 85
Peningkatan |a. Persentase
Efektivitas  [salinan putusan
Pengelolaan |yang dikirim
Penyelesaian |kepada para
Perkara pihak tepat
waktu
- Perdata 92 100,00] 111,11
- Pidana Penerapan buku
kontrol terhadap
perkara yang telah
95 99,95/  105,21|diputus
- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
90 100,00  111,11|yang berlaku
- Tipikor 85 100,00 117,65
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b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan
melalui Mediasi 12 12,90 107,53
Meningkatny |a. Persentase
a Akses perkara prodeo
Peradilan yang
bagi diselesaikan 90 85,71 95,24
Masyarakat |1, persentase
Miskindan | periara yang
Terpinggirkan| giselesaikan di
luar gedung
pengadilan 0
c. Persentase
pencari keadilan
golongan
tertentu yang
mendapat
layanan bantuan
hukum
(Posbakum) 100 100,00 100,00
Meningkatny |Persentase
a Kepatuhan |putusan perkara
terhadap perdata yang
Putusan ditindaklanjuti
Pengadilan  |(dieksekusi)
- Perdata 40 25,00 62,50
- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
60 62,50 104,17|yang berlaku
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12. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Desember Tahun 2024

Table 34 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Desember Tahun 2024

Kegiatan/Upaya/Strategi/K

No Sasaran indikator Target |Realisasi| Capaian endala/Solusi yang
Kegiatan (%) (%) (%) dilaksanakan dalam
Mencapai Target
1 |Terwujudnya a. Persentase
Proses Peradilan |perkara yang
yang Pasti, diselesaikan tepat
Transparan dan |waktu
Akuntabel - Perdata 1.Manajemen persidangan
sederhana, cepat dan
biaya murah
2.Putusan majelis hakim
90 92,27| 102,52|memenuhi rasa keadilan
- Pidana 1.Manajemen persidangan
sesuai SOP
2.Putusan majelis hakim
95| 100,00{ 105,26/memenuhi rasa keadilan
- PHI Salah satu hakim ad hoc
sakit dan tidak ada
penggantinnya, sehingga
85| 100,00{ 117,65|putusan terlambat
- Tipikor Sesuai dengan pasal 29
UU 46 tahun 2009
penanganan perkara tipikor
memerlukan waktu
85| 100,00{ 117,65|maksimal 120 hari kerja
b. Jumlah
putusan yang
menggunakan Kesulitan syarat
pendekatan pelaksanaan restorative
keadilan restoratif 90| 100,00{ 111,11]|justice

c. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
Banding
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- Perdata 1.Manajemen persidangan
sederhana, cepat dan
biaya murah

2.Putusan majelis hakim
80|  93,84| 117,30|memenuhi rasa keadilan

- Pidana 1.Manajemen persidangan
sesuai SOP

2.Putusan majelis hakim
90 99,801 110,89|memenuhi rasa keadilan

- Tipikor 1.Manajemen persidangan
sesuai SOP

2.Putusan majelis hakim
301  33,33] 111,11|memenuhi rasa keadilan

d. Persentase
Putusan Perkara

yang Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
Kasasi
- Perdata 1.Manajemen persidangan
sesuai SOP
2.Putusan majelis hakim
85|  96,88| 113,97 |memenuhi rasa keadilan
- Pidana 1.Manajemen persidangan
sesuai SOP
2.Putusan majelis hakim
90| 99,87| 110,97 |memenuhi rasa keadilan
- PHI 1.Manajemen persidangan
sesuai SOP
2.Putusan majelis hakim
55| 57,14 103,90/memenuhi rasa keadilan
- Tipikor 1.Manajemen persidangan

sesuai SOP
2.Putusan majelis hakim
20 22,22 111,11|memenuhi rasa keadilan

e. Persentase

Perkara Anak
yang diselesaikan Putusan majelis hakim
secara Diversi 80 83,33| 104,17|memenuhi rasa keadilan
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f. Index Kepuasan
Pencari Keadilan

85

99,46

117,01

Pelayanan prima oleh
aparatur Pengadilan Negeri
Yogyakarta

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase
salinan putusan
yang dikirim
kepada para
pihak tepat waktu

- Perdata

90

100,00

111,11

1.Petugas melaksanakan
tugas sesuai dengan SOP
2.Dibantu dengan
perangkat IT, aplikasi
ecourt dan layanan
prioritas

- Pidana

95

99,95

105,22

1.Penerapan buku kontrol
terhadap perkara yang
telah diputus

2 Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah sesuai
dengan aturan yang
berlaku

3.Dibantu dengan
perangkat IT, aplikasi
eberpadu dan layanan
prioritas

- PHI

90

100,00

111,11

1.Petugas melaksanakan
tugas sesuai dengan SOP
2.Dibantu dengan
perangkat IT, aplikasi
ecourt dan layanan
prioritas

- Tipikor

85

100,00

117,65

1.Penerapan buku kontrol
terhadap perkara yang
telah diputus

2 Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah sesuai
dengan aturan yang
berlaku

3.Dibantu dengan
perangkat IT, aplikasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta 116




eberpadu dan layanan
prioritas

b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan
melalui Mediasi

1.Kepercayaan pencari
keadilan terhadap
pengadilan negeri
yogyakarta untuk
mendamaikan para pihak
yang bersengketa sangat
tinggi

2. Hakim mediator yang
kompeten dan profesional
3. Didukung dengan
perangkat IT yang
memadai pelaksanaan

12 12,12| 101,01|mediasi secara elektronik
Meningkatnya  |a. Persentase Masyarakat pencari
Akses Peradilan |perkara prodeo keadilan percaya dengan
bagi Masyarakat |yang diselesaikan pelayanan pengadilan
Miskin dan 90| 100,00{ 111,11|negeri yogyakarta
Terpinggirkan |, persentase
perkara yang
diselesaikan di
luar gedung Tidak didukung sarana
pengadilan 0|- zitting plate
c. Persentase 1.Masyarakat pencari
pencari keadilan keadilan percaya dengan
golongan tertentu pelayanan mitra
yang mendapat pengadilan negeri
layanan bantuan yogyakarta
hukum 2.Didukung dengan sarana
(Posbakum) dan prasarana yang
memadai dari pengadilan
100{ 100,00{ 100,00(negeri yogyakarta
Meningkatnya  |Persentase
Kepatuhan putusan perkara
terhadap perdata yang
Putusan ditindaklanjuti
Pengadilan (dieksekusi)
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- Perdata

40

43,75

1.Kepercayaan masyarakat
terhadap pengadilan negeri
yogyakarta tinggi
2.Pelaksanaan eksekusi
sesuai dengan SOP
3.Kesadaran masyarakat
terhadap kepastian hukum
produk pengadilan negeri

109,38|yogyakarta

- PHI

60

68,75

1.Kepercayaan masyarakat
terhadap pengadilan negeri
yogyakarta tinggi
2.Pelaksanaan eksekusi
sesuai dengan SOP
3.Kesadaran masyarakat
terhadap kepastian hukum
produk pengadilan negeri

114,58|yogyakarta

b. Monitoring Triwulan

1. Monitoring Kinerja Triwulan ke |

Table 35 Monitoring Kinerja Triwulan ke |

Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke

No Sasaran indikator Target | Realisasi | Capaian ndala/Solusi yang
Kegiatan (%) (%) (%) dilaksanakan dalam
Mencapai Target
1 |Terwujudnya |a. Persentase perkara|ke
Proses yang diselesaikan
Peradilan yang |tepat waktu
Past - Perdata 90| 90,38 10043
Transparan dan —
Akuntabel - Pidana 95 100,00 105,26
- PHI Kinerja SDM sudah bagus
serta sudah sesuai dengan
85| 100,00] 117,65|aturan yang berlaku
- Tipikor 85| 100,00] 117,65

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta 118




b. Jumlah putusan
yang menggunakan
pendekatan keadilan
restoratif

90

100,00

111,11

c. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding

- Perdata

80

93,75

117,19

- Pidana

90

99,83

110,92

- Tipikor

30

0,00

0,00

d. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

- Perdata

85

98,57

115,97

Para pihak tidak puas
dengan putusan hakim

- Pidana

90

99,98

111,08

- PHI

95

33,33

60,61

Perlu ditingkatkan kinerja
SDM yang lebih baik lagi

- Tipikor

20

0,00

0,00

e. Persentase
Perkara Anak yang
diselesaikan secara
Diversi

80

100,00

125,00

Tidak semua perkara anak
bisa dilakukan dengan
diversi

f. Index Kepuasan
Pencari Keadilan

85

99,82

117,44

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase salinan
putusan yang dikirim
kepada para pihak
tepat waktu

- Perdata

90

100,00

111,11

- Pidana

95

99,83

105,08

Penerapan buku kontrol
terhadap perkara yang telah
diputus
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- PHI Kinerja SDM sudah bagus
serta sudah sesuai dengan
90| 100,00] 111,11|aturan yang berlaku
- Tipikor 85/ 100,00] 117,65
b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan melalui
Mediasi 12 3,85 32,05
Meningkatnya |a. Persentase perkara
Akses prodeo yang
Peradilan bagi |diselesaikan 90 0,00 0,00
Masyarakat |, persentase perkara
Miskindan 'y ang diselesaikan di
Terpinggirkan luar gedung
pengadilan e
c. Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang
mendapat layanan
bantuan hukum
(Posbakum) 100|  100,00{ 100,00
Meningkatnya |Persentase putusan
Kepatuhan perkara perdata yang
terhadap ditindaklanjuti
Putusan (dieksekusi)
Pengadiian | perjaty 20 000 000
Kinerja SDM sudah bagus
serta sudah sesuai dengan
- PHI 60 50,00  83,33|aturan yang berlaku

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta 120




2. Monitoring Kinerja Triwulan ke Il

Table 36 Monitoring Kinerja Triwulan Ke Il

Kegiatan/Upayal/Strategi

Sasaran , o+ | Realisasi| Capaian | /Kendala/Solusi yang

No Kegiatan indikator Target (%) (%) (%) dilaksanakan dalam
Mencapai Target

1 |Terwujudnya |a. Persentase

Proses perkara yang
Peradilan yang |diselesaikan tepat
Pasti, waktu
Transparan dan |_ perdata 90 8920 99,11
Akuntabel
- Pidana Pengoordinasian
95| 100,00{ 105,26|dengan majelis hakim
- PHI Kinerja SDM sudah

bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
85| 100,00{ 117,65|yang berlaku

- Tipikor 85| 100,00{ 117,65

b. Jumlah putusan
yang menggunakan
pendekatan
keadilan restoratif 90( 100,00{ 111,11

c. Persentase
Putusan Perkara

yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum Banding

- Perdata 80| 92,52| 115,65
- Pidana 90| 99,83] 110,92
- Tipikor 30 22,22 74,07

d. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

- Perdata Perlu adanya
85  96,97| 114,08|peningkatan kinerja
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- Pidana 90| 99,91 111,02
- PHI Perlu ditingkatkan
kinerja SDM yang lebih
55|  40,00{ 72,73|baik lagi
- Tipikor 20 0,00 0,00
e. Persentase
Perkara Anak yang Tidak semua perkara
diselesaikan secara anak bisa dilakukan
Diversi 80 100,00{ 125,00{dengan diversi
f. Index Kepuasan
Pencari Keadilan 85 99,03] 116,51
2 |Peningkatan  |a. Persentase
Efektivitas salinan putusan
Pengelolaan  [yang dikirim
Penyelesaian |kepada para pihak
Perkara tepat waktu
- Perdata 90| 100,00{ 111,11
- Pidana Penerapan buku kontrol
terhadap perkara yang
95|  99,86| 105,12|telah diputus
- PHI Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
90| 100,00{ 111,11|yang berlaku
- Tipikor 85| 100,00{ 117,65
b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan Perlu adanya
melalui Mediasi 12 217\  18,12|peningkatan kinerja
3 |Meningkatnya |a. Persentase
Akses Peradilan|perkara prodeo
bagi yang diselesaikan 90 0,00 0,00
Masyarakat |, persentase
Miskin dan perkara yang
Terpinggirkan | giselesaikan di luar
gedung pengadilan 0f-
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c. Persentase
pencari keadilan
golongan tertentu
yang mendapat
layanan bantuan

hukum (Posbakum) 100/ 100,00{ 100,00
4 |Meningkatnya |Persentase
Kepatuhan putusan perkara
terhadap perdata yang
Putusan ditindaklanjuti
Pengadilan (dieksekusi)
- Perdata 40 12,50 31,25
Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah
sesuai dengan aturan
- PHI 60| 66,67| 111,11|yang berlaku
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3. Monitoring Kinerja Triwulan ke Il

Table 37 Monitoring Kinerja Triwulan Ke Il

No

Sasaran
Kegiatan

Indikator

Target
(%)

Realisasi
(%)

Capaian
(%)

Kegiatan/Upaya/Strategi/
Kendala/Solusi yang
dilaksanakan dalam

Mencapai Target

Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

a. Persentase
perkara yang
diselesaikan tepat
waktu

- Perdata

90

89,70

99,66

- Pidana

95

100,00

105,26

Pengoordinasian dengan
majelis hakim

- PHI

85

100,00

117,65

Kinerja SDM sudah bagus
serta sudah sesuai
dengan aturan yang
berlaku

- Tipikor

85

100,00

117,65

b. Jumlah putusan
yang menggunakan
pendekatan
keadilan restoratif

90

100,00

111,11

c. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding

- Perdata

80

93,92

117,40

- Pidana

90

99,83

110,92

- Tipikor

30

25,00

83,33

d. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

- Perdata

85

96,97

114,08

Perlu adanya peningkatan
kinerja
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- Pidana

90

99,88

110,98

- PHI

95

50,00

90,91

Perlu ditingkatkan kinerja
SDM yang lebih baik lagi

- Tipikor

20

0,00

0,00

e. Persentase
Perkara Anak yang
diselesaikan secara
Diversi

80

80,00

100,00

f. Index Kepuasan
Pencari Keadilan

85

99,16

116,66

2 |Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase
salinan putusan
yang dikirim kepada
para pihak tepat
waktu

- Perdata

90

100,00

111,11

- Pidana

95

99,94

105,19

Penerapan buku kontrol
terhadap perkara yang
telah diputus

- PHI

90

100,00

111,11

Kinerja SDM sudah bagus
serta sudah sesuai
dengan aturan yang
berlaku

- Tipikor

85

100,00

117,65

b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan melalui
Mediasi

12

8,22

68,49

3 |Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase
perkara prodeo
yang diselesaikan

90

100,00

111,11

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan di luar
gedung pengadilan
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c. Persentase
pencari keadilan
golongan tertentu
yang mendapat
layanan bantuan

hukum (Posbakum) 100  100,00{ 100,00
4 |Meningkatnya |Persentase putusan
Kepatuhan perkara perdata
terhadap yang ditindaklanjuti
Putusan (dieksekusi)
Pengadilan | pergata s| 2727 6818
Kinerja SDM sudah bagus
serta sudah sesuai
dengan aturan yang
- PHI 60 62,50| 104,17|berlaku
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4. Monitoring Kinerja Triwulan ke IV

Table 38 Monitoring Kinerja Triwulan ke IV

Kegiatan/Upaya/Strategi/K

, , Target |Realisasi| Capaian endala/Solusi yang
No | Sasaran Kegiatan Indikator (%) (%) (%) dilaksanakan dalam
Mencapai Target
1 | Terwujudnya a. Persentase
Proses Peradilan |perkara yang
yang Pasti, diselesaikan tepat
Transparan dan |waktu
Akuntabel - Perdata 1.Manajemen persidangan
sederhana, cepat dan
biaya murah
2.Putusan majelis hakim
90 92,27| 102,52|memenuhi rasa keadilan
- Pidana 1.Manajemen persidangan
sesuai SOP
2.Putusan majelis hakim
95| 100,00{ 105,26/memenuhi rasa keadilan
- PHI Salah satu hakim ad hoc
sakit dan tidak ada
penggantinnya, sehingga
85| 100,00{ 117,65|putusan terlambat
- Tipikor Sesuai dengan pasal 29
UU 46 tahun 2009
penanganan perkara tipikor
memerlukan waktu
85| 100,00{ 117,65|maksimal 120 hari kerja
b. Jumlah putusan
yang menggunakan Kesulitan syarat
pendekatan pelaksanaan restorative
keadilan restoratif 90| 100,00{ 111,11]justice

c. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding
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- Perdata

1.Manajemen persidangan
sederhana, cepat dan
biaya murah

2.Putusan majelis hakim

80 93,84| 117,30|memenuhi rasa keadilan
- Pidana 1.Manajemen persidangan
sesuai SOP
2.Putusan majelis hakim
90 99,80| 110,89|memenuhi rasa keadilan
- Tipikor 1.Manajemen persidangan
sesuai SOP
2.Putusan majelis hakim
30 33,33| 111,11|memenuhi rasa keadilan
d. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
- Perdata 1.Manajemen persidangan
sesuai SOP
2.Putusan majelis hakim
85|  96,88| 113,97|memenuhi rasa keadilan
- Pidana 1.Manajemen persidangan
sesuai SOP
2.Putusan majelis hakim
90 99,87| 110,97|memenuhi rasa keadilan
- PHI 1.Manajemen persidangan
sesuai SOP
2.Putusan majelis hakim
55| 57,14 103,90|{memenuhi rasa keadilan
- Tipikor 1.Manajemen persidangan
sesuai SOP
2.Putusan majelis hakim
20 22,22 111,11|memenuhi rasa keadilan
e. Persentase
Perkara Anak yang
diselesaikan secara Putusan majelis hakim
Diversi 80 83,33| 104,17|memenuhi rasa keadilan
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f. Index Kepuasan
Pencari Keadilan

85

99,46

117,01

Pelayanan prima oleh
aparatur Pengadilan Negeri
Yogyakarta

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase
salinan putusan
yang dikirim
kepada para pihak
tepat waktu

- Perdata

90

100,00

111,11

1.Petugas melaksanakan
tugas sesuai dengan SOP
2.Dibantu dengan
perangkat IT, aplikasi
ecourt dan layanan
prioritas

- Pidana

95

99,95

105,22

1.Penerapan buku kontrol
terhadap perkara yang
telah diputus

2 Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah sesuai
dengan aturan yang
berlaku

3.Dibantu dengan
perangkat IT, aplikasi
eberpadu dan layanan
prioritas

- PHI

90

100,00

111,11

1.Petugas melaksanakan
tugas sesuai dengan SOP
2.Dibantu dengan
perangkat IT, aplikasi
ecourt dan layanan
prioritas

- Tipikor

85

100,00

117,65

1.Penerapan buku kontrol
terhadap perkara yang
telah diputus

2 Kinerja SDM sudah
bagus serta sudah sesuai
dengan aturan yang
berlaku

3.Dibantu dengan
perangkat IT, aplikasi
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eberpadu dan layanan
prioritas

b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan
melalui Mediasi

1.Kepercayaan pencari
keadilan terhadap
pengadilan negeri
yogyakarta untuk
mendamaikan para pihak
yang bersengketa sangat
tinggi

2. Hakim mediator yang
kompeten dan profesional
3. Didukung dengan
perangkat IT yang
memadai pelaksanaan

12 12,12| 101,01|mediasi secara elektronik
Meningkatnya a. Persentase Masyarakat pencari
Akses Peradilan |perkara prodeo keadilan percaya dengan
bagi Masyarakat |yang diselesaikan pelayanan pengadilan
Miskin dan 90| 100,00{ 111,11|negeri yogyakarta
Terpinggirkan |, persentase
perkara yang
diselesaikan di luar Tidak didukung sarana
gedung pengadilan 0]- zitting plate
c. Persentase 1.Masyarakat pencari
pencari keadilan keadilan percaya dengan
golongan tertentu pelayanan mitra
yang mendapat pengadilan negeri
layanan bantuan yogyakarta
hukum (Posbakum) 2.Didukung dengan sarana
dan prasarana yang
memadai dari pengadilan
100{ 100,00{ 100,00(negeri yogyakarta
Meningkatnya Persentase
Kepatuhan putusan perkara
terhadap Putusan |perdata yang
Pengadilan ditindaklanjuti
(dieksekusi)
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- Perdata 1.Kepercayaan masyarakat
terhadap pengadilan negeri
yogyakarta tinggi
2.Pelaksanaan eksekusi
sesuai dengan SOP
3.Kesadaran masyarakat
terhadap kepastian hukum
produk pengadilan negeri
40 43,75 109,38|yogyakarta

- PHI 1.Kepercayaan masyarakat
terhadap pengadilan negeri
yogyakarta tinggi
2.Pelaksanaan eksekusi
sesuai dengan SOP
3.Kesadaran masyarakat
terhadap kepastian hukum
produk pengadilan negeri
60 68,75 114,58|yogyakarta

B. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai lembaga peradilan yang menerima dan
memutus suatu perkara, selain pertanggungjawaban dalam hal teknis penyelesaian perkara,
juga mendapatkan dukungan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan perjanjian kinerja Tahun 2024.

Pada tahun anggaran 2024 satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA
medapatkan dua DIPA yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) atau DIPA
01 dan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) atau DIPA 03. Dari pagu anggaran
tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan 3 (Tiga) program dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA), yaitu 2 (dua) Program pada DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi dan
1 (satu) Prgoram pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum.

Komposisi penggunaan anggaran pada masing-masing program/kegiatan dalam Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, baik DIPA 01
Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait
realisasinya dalam mewujudkan capaian sasaran strategis/ Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |A pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
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1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.. 297.423.000 (Dua ratus
sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) merupakan program
untuk mencapai sasaran strategis :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel;

- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk
pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut :

Table 39 Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun 2024

No Uraian/Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Koordinasi 1.500.000 1.500.000 100

2 Layanan Pos Bantuan 44.000.000 43,999,970 100
Hukum

3 | Perkara Hukum | 249,913,000 246,043,030 98,45

Perseorangan  yang
diselesaikan ditingkat
pertama dan banding

tepat waktu
4 Perkara Peradilan | 2.010.000 585,000 29.10
Umum yang

diselesaikan  Melalui
Pembebasan  Biaya
Perkara di  Wilayah
Yogyakarta
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2. Program Dukungan Manajamen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 17,096,165,000- (tujuh
belas milyar Sembilan pulu enam ribu serratus enam puluh lima ribu rupiah), yang
merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Tercapainya Dukungan
Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan
beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah
sebagai berikut :

Table 40 Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajamen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung Tahun 2024

No Uraian/Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Layanan 17,096,165,000  16,862,612,971 98,63
Perkantoran
1. Gaji dan
Tunjangan

2. Operasional

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 351,950,000, (tiga ratus
lima puluh satu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam
Mendukung Layanan Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi
penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
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Table 41 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

1 Pengadaan perangkat 351,950,000 351,948,000 100
pengolah data dan

komunikasi

Perbandingan Rekapitulasi Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 01 :

Table 42 Perbandingan Rekapitulasi Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 01

I L L N AR

2 | 425911 | Penerimaan
Kembali
Belanja
Pegawai
Tahun
Anggaran
Yang Lalu

1. Akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 38.393.000 (144,75 %) dibanding tahun lalu
untuk perhitungan pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan karena terdapat pembayaran sewa
bangunan ATM dan juga kantin pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga mempengaruhi jumlah
pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Rekapitulasi Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 03:
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Table 43 Perbandingan Rekapitulasi Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 03

2 | 425232

Pendapat
an Uang
meja
(leges)
dan Upah
pada
Panitera
Badan
Peradilan

7.640.000

2.880.000

7.000.000

10.880.000

8.000.000

277

4 | 425239

Pendapat

an
Kejaksaa
n dan
Peradilan
Lainnya

65.789.000

75.285.700

64.477.000

80.352.500

5.066.800

6,73

JUMLAH

93.214.000

113.820.700

95.267.000

119.782.500

5.961.800

5,23

Penjelasan :

1. Akun 425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan. Terdapat kenaikan
penerimaan pendapatan sebesar Rp 4.900.000 (97.42 %) dibanding tahun lalu untuk
perhitungan Pendapatan Pengesahan Surat dibawah tangan karena terjadi penurunan
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1.

permintaan dikarenakan dapat melakukan pengunduhan (download) secara mandiri melalui
sistem e-Court.

2. Akun 425232 Pendapatan Pendapatan Uang meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan
Peradilan terdapat penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp 4.120.000 (143.05 %)
dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera
karena ada penurunan permohonan leges Tahun 2024.

3. Akun 425233 Pendapatan Ongkos Perkara. Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan
sebesar Rp 6.925.000 (9.64 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan ongkos
perkara karena kenaikan jumlah perkara di Tahun 2024.

4. Akun 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya. Terdapat penurunan penerimaan
pendapatan sebesar Rp 10.809.300 (16.76 %) dibanding tahun lalu karena perubahan
mekanisme kerja (ecourt, eberpadu) dan penurunan pendapatan kejaksaaan dan peradilan
lainnya di Tahun 2024.

NILAI INDIKATOR KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

APBN sebagai alat untuk mendukung strategi pembangunan nasional diharapkan dapat
memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan APBN yang efektif perlu
didukung dengan pelaksanaan belanja pemerintah yang berkualitas, lebih baik (spending better)
dan sesuai dengan tata Kelola yang baik (good governance). Pengukuran efektifitas pelaksanaan
APBN tersebut diwujudkan dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh
Kemenkeu selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja
KementerianNegara/Lembaga. Dalam mengawal tercapainya kinerja pelaksanaan anggaran yang
baik, Pengadilan Negeri Yogyakarta senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKPA
Satker.

Pada tahun 2024, terdapat beberapa perubahan terkait penilaian IKPA yang telah ditetapkan
melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022.

Sampai dengan Semester |l Tahun 2024 capaian IKPA pada Satker Pengadilan Negeri Yogyakarta
mencapai 94.46 dan 96.26 dari skala 100. Nilai tersebut apabila berpedoman pada PER-5/PB/2022
termasuk dalam kategori Sangat Baik dan Baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa
indikator yang masih perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan capaian IKPA pada kategori

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta 136




Sangat Baik. Berdasarkan monitoring capaian IKPA Tahun 2024, terdapat dua indikator dengan

capaian yang belum optimal.

Table 44 Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01

Deviasi Hal Ill DIPA

Belanja Kontraktual

Pengelolaan UP dan
TUP

Kualitas Hasil Capaian Output 100 25 25 100
Pelaksanaan
Anggaran

|
Konversi Bobot -
|

1. Deviasi Halaman Ill DIPA
Indikator Deviasi Halaman Il DIPA mengukur kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD)
Bulanan pada Halaman Il DIPA dengan realisasi per jenis belanja setiap bulan. Capaian indikator ini
pada Semester Il Tahun 2024 sebesar 8.48. Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena tingginya

ketidaksesuaian (deviasi) antara RPD yang sudah diajukan dengan realisasi belanja setiap bulan.
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2. Penyerapan Anggaran
Indikator Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran
terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Capaian Indikator
Penyerapan Anggaran pada Semester Il tahun 2024 sebesar 18.55 Indikator Penyerapan Anggaran
belum optimal disebabkan karena adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada Semester |
Tahun 2024.

3. Pengelolaan UP dan TUP
Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan mengukur ketepatan waktu
pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan
TUP yang dikelola. Capaian Indikator Pengelolaan UP dan TUP pada Semester Il Tahun 2024 sebesar
9.43. Indikator Pengelolaan UP dan TUP belum optimal disebabkan karena ketidaktepatan waktu
pertangungjawaban UP dan GUP serta dan akurasi persentase GUP.

Table 45 Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03

Deviasi Hal Ill DIPA

Belanja Kontraktual

Pengelolaan UP dan
TUP

Kualitas Hasil Capaian Output 100 25 25 100
Pelaksanaan
Anggaran
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Konversi Bobot 100%

Nilai Akhir 96.26

1. Deviasi Halaman Ill DIPA
Indikator Deviasi Halaman Il DIPA mengukur kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD)
Bulanan pada Halaman Il DIPA dengan realisasi per jenis belanja setiap bulan. Capaian indikator ini
pada akhir Tahun 2024 sebesar 11.81 Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena tingginya

ketidaksesuaian (deviasi) antara RPD yang sudah diajukan dengan realisasi belanja setiap bulan.

4. Penyerapan Anggaran
Indikator Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran
terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Capaian Indikator
Penyerapan Anggaran pada akhir tahun 2024 sebesar 20 Indikator Penyerapan Anggaran belum optimal

disebabkan karena adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada Semester | Tahun 2024.

5. Pengelolaan UP dan TUP
Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan mengukur ketepatan waktu
pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan
TUP yang dikelola. Capaian Indikator Pengelolaan UP dan TUP pada Semester Il Tahun 2024 sebesar
9.47. Indikator Pengelolaan UP dan TUP belum optimal disebabkan karena ketidaktepatan waktu

pertangungjawaban UP dan GUP serta dan akurasi persentase GUP.
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BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) tahun 2024 yang memuat
laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta selama
kurun waktu tahun 2024 yang dituangkan dalam 4 (empat) target sasaran. Laporan Akuntabilitas kinerja
Instansi Pemerintah (LK]jIP) dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta ini
merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam
melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), dengan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 12 (dua belas)
Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mengacu kepada 4
sasaran kegiatan yang diukur dengan 12 Indikator tersebut, secara umum dari 12 indikator kinerja
tersebut telah berhasil dicapai, 12 Indikator Kinerja Sasaran dicapai sesuai target yang telah ditetapkan

bahkan beberapa melebihi target.

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024 ini secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja
Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih
perlu ditingkatkan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, dan hal ini merupakan
bahan pembelajaran yang baik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang
sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kedepannya,
Pengadilan Negeri Yogyakarta akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam
rangka untuk mencapai tujuannya yaitu mewujudkan "Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung, sesuai

dengan visi Pengadilan Negeri Yogyakarta”.
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LAMPIRAN

Struktur Organisasi

Daftar Penghargaan

SK. Tim Penyusun LKJIP 2024

Reviu Indikator Kinerja Utama

Reviu Renstra Tahun 2020-2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

LKL LLKCKLK KL

Lainnya
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STRUKTUR ORGANISASI

&
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA
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Gambar 11 Struktur Organisasi
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DAFTAR PENGHARGAAN
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

1 | Penghargaan EIS Dirjen Badan Terbaik 2 dalam memperoleh
Peradilan Umum

T BIAGAM PENGHART A
e

g 3 e
=
| HEGTRLYOGYAIARTS
! 3 1 S v by

capaian nilai tertinggi pada
Evaluasi Implementasi SIPP (EIS)
Tahun 2024 untuk kategori
Pengadilan Negeri Kelas 1A
dengan perkara 1001 s/d 2000

oleh Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum

2 | Penghargaan Dirjen Badan Terbaik 3 dalam penilaian
Keterbukaan Peradilan Umum

) , Keterbukaan Informasi  Publik
Informasi Publik

pada Pengadilan Negeri Kelas IA

oleh Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum

3 | Penghargaan PTSP | Dirjen Badan Terbaik 5 dalam penilaian Layanan
Peradilan Umum | pengagian  (PTSP)  pada
Pengadilan Negeri Kelas IA oleh

Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum

.
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. 4

Penghargaan Mahkamah Peringkat 1 Penerima Anugerah
Keterbuk.aan , Agung sebagai Pengadilan Terbaik dalam
Informasi Publik
(KIP) Pelaksanaan Keterbukaan
Informasi  Kategori Pengadilan
Negeri dengan beban perkara NN e |i
1001-2000 oleh Mahkamah Agung Ko Y i |
l‘mgmihnthn'l" n il
Penghargaan Mahkamah Peringkat 1 penerima Anugerah
Peradilan Elektronik | Agung sebagai Pengadilan Terbaik dalam

Pelaksanaan Peradilan Elektronik

Kategori ~ Pengadilan  Negeri
dengan beban perkara 1001-2000
oleh Mahkamah Agung

Il 2024

ANUGERAH
MAHKAMAH AGUNG RI

Krteo Mahkumah Agung.
Mleuberign lepads:

Pungadilan Negeri Yogyakavts

' Porai

_4
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KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 24/KPN/SK.KP1.2.8/11/2024

Tentang:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a.bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan
keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan
data/informasi kinerja yang berkualitas;

b.bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan
ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan
tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Pembentukan
Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;




3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -
2024;

8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Dokumen penetapan Kinerja;

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama,;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH  (LKjIP) TAHUN 2024 PADA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA.




KESATU

KEDUA

KETIGA

KETIGA

KEEMPAT

Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri
Yogyakarta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua
Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk
mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas
sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari
keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri
Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Februari 2024

Ketua,

TUTY BUDHI UTAMI




LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor :24 / KPN/SK.KP1.2.8/11/2024
Tanggal : 26 Februari 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NO. JABATAN NAMA
1. Penanggung Jawab Meilyna Dwijanti, SH.,MH
2. Koordinator Validasi Data Tasiman, SH.,MH
3. Ketua Andang Catur Prasetya, SH.,MH
4. Sekretaris Yenny Vikky Effendy, ST.,SH.,M.Eng
S. Anggota 1. Dian Umawati, SH.,MH
2. Narti Hartati, SH
3. Eka Surya Setiawan, SH
4. Kiswantana, SH
5. Waljiyanto, ST.,MM
6. Evendi Nugroho, ST
7. Ardi Wicaksono, ST
8. Okta Emilia Larasati, SH
9. Indah Melinda, A.Md.A.B
6. Tim Reviu Laporan Kinerja 1. Nugraha Abdillah, S.Kom
2. Dwi Noviandaru, A.Md

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Februari 2024

Ketua,

TUTY BUDHI UTAMI




LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor :24 / KPN/SK.KP1.2.8/11/2024
Tanggal : 26 Februari 2024

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NO.

JABATAN

TUGAS

Penanggung Jawab

Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun

2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta

Koordinator Validasi Data

Memvalidasi keabsahan data kinerja

Ketua

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan
kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang
telah ditetapkan

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas
Laporan Kinerja kepada Aparatur Pengawasan

Intern Pemerintah.

Sekretaris

Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan

Kinerja

Anggota

Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja
serta menganalisis indikator kinerja pada masing-

masing Unit Eselon I

Tim Reviu Laporan Kinerja

Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan
bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi

kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Februari 2024

TUTY BUDHI UTAMI







SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : 03/KPN.W13.U1/0T1.6/1/2024
tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,
maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri
Yogyakarta Kelas IA untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam
pencapaian sasaran yang ditetapkan;

b. bahwa untuk Menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri
Yogyakarta berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008

tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Yogyakarta Kelas IA tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA;

Mengingat 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

% Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.i- s "'-,.



Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dna Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
sebagaimana telah ebberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;

Memperhatikan : 1. SKReviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor
173/SEK/SKI/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri
Yogyakarta tanggal 6 - 7 Februari 2023 Tentang Pembahasan Reviu
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA;

‘:;t‘j Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN
NEGERI YOGYAKARTA IA.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan
Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian
Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi
pencapaian kinerja.

KEDUA . Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk
menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan
Negeri Yogyakarta Kelas A agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid
untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program
dan kegiatan.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 11 Januari 2024

Ketua,

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

":;f;‘j Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI

YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : 03/KPN.W13.U1/0T1.6/1/2024

TANGGAL : 11 Januari 2024

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

Terwujudnya Peradilan yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel.

a. Persentase perkara
yang diselesaikan tepat
waktu.

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu x 100%
Jumlah Perkara yang diselesaikan

Catatan :

+ SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

+ Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal
28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan
Pemberkasan Perkara.

+ Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi
jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

* Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara
yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA
Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling
lambat 5 (lima) bulan.

* Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2
(dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.

Panitera

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.i- ks
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* Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan.

b. Jumlah putusan yang
menggunakan
pendekatan keadilan
restoratif.

Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan
restorative
Perkara yang diajukan untuk restorative

x 100%

Catatan :

+ SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan
Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

+ Jumlah perkara yang diselesaiakan dengan restoraktif adalah
perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif
dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal
melalui rehabilitasi.

* Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara
narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.

Panitera

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

c. Persentase perkara
yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding x 100%

Jumlah Perkara yang diselesaikan

Catatan :

+ SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

+ Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal
28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan
Pemberkasan Perkara.

+ Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi
jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

* Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara
yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA

Panitera

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
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Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling
lambat 5 (lima) bulan.

+ Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2
(dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.

* Jumlah perkara yang diselesaikan adalah paerkara yang diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan.

d. Persentase perkara
yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi x 100%

Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan

Catatan :

+ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya
hukum kasasi.

* Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang
diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat
Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara
pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa
pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata

Panitera

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

e. Persentase perkara
anak yang diselesaikan
dengan Diversi

Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil x 100%
Jumlah Perkara diversi

Catatan :

* Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana
anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan
dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil

* Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang
diajukan diversi

Panitera

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
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* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana
anak.

f. Index persepsi pencari

keadilan yang puas
terhadap layanan

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

peradilan Laporan Semesteran,
* PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Panitera Bulanan dan Laporan
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Tahunan
Pelayanan Publik
* Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM
Index harus >= 80
Peningkatan Efektivitas a. Persentase salinan . o
Pengelolaan Penyelesaian putusan yang Jurniah mm_swﬂxwﬂcﬂmwﬂwm_a_:smm_ dan X 100%
Perkara disampaikan ke para Jumlah putusan
ihak tepat waktu
P P Catatan :
* Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.
+ SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan
Petikan Putusan.
+ Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah
diputus/dikirimkan. Panitera Laporan Bulanan dan

Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal
28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan
Pemberkasan Perkara

* Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu
adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak
dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara
pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak
sedanngkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan
dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Laporan Tahunan
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+ Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan

b. Persentase perkara
yang diselesaikan melalui
mediasi

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
berhasil x 100%
Jumlah Perkara yang dilakukasi mediasi

Catatan :

« PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan

* Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah
perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang
dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian).
Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan
secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara
dianggap sebagai mediasi berhasil.

* Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara perdata
gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan

Panitera

Laporan Tahunan

Meningkatnya Akses Peradilan
bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase perkara
prodeo yang diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan x 100%
Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo

Catatan :

« PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

+ Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak
mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara

* Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian
prodeo

Panitera

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

b. Persentase perkara
yang diselesaikan diluar
gedung pengadilan

Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung
Pengadilan
Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar
Gedung Pengadilan

x 100%

Panitera

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
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Catatan :

« PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

* Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan
diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun
gedung-gedung lainnya)

c. Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum
(Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Jumlah permohonan layanan hukum

x 100%

Catatan :
« PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian

Laporan Bulanan dan

Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Panitera Laporan Tahunan
+ Golongan tertentu adlaah setiap orang atau kelompok orang
yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki
akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan
layanan hukum
+ Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang
terdaftar pada register Posbakum
Meningkatnya Kepatuhan Persentase putusan
Terhadap Putusan Pengadilan perkara perdata yang ]
Q:._zamx_m:_c: Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan K100
Aa_m_Ammw_Acm_v Jumlah permohonan eksekusi
Catatan Pani Laporan Bulanan dan
anitera

+ Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah
pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus
dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi

* Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan
eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan

« BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Laporan Tahunan
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Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi
yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak
diajukan permohonan eksekusi.

Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti
dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 11 Januari 2024
Ketua,

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.







KATA PENGANTAR

Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas
perkenan-Nya semata sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Strategis, yang disebut
Renstra Pengadilan Negeri Yogyakarta 2020 - 2024. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,
Kebijakan, serta Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri
Yogyakarta. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang menguraikan tentang Tujuan
yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target
yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari Tahun 2020 - 2024, yang merupakan
penjabaran dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk
periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks
pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Agar pelaksanaan tugas dan kegiatan seluruh unsur pelaksanaan di lingkungan Pengadilan
Negeri Yogyakarta dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, serta selaras dengan isu-isu
strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI, maka diperlukan acuan yang jelas, terukur, terarah,
dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel. Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri
Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas
kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui perencanaan
yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan
proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada
tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Renstra ini telah diupayakan penyusunnya secara optimal namun kami menyadari apabila
masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan
disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri
Yogyakarta. Semoga Renstra ini benar-benar bermafaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri
Yogyakarta yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA YANG
AGUNG*

Yogyakarta, 11 Januari 2024
Pengadilan Negeri Yogyakarta
Ketua
33

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.
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BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan yang sudah digulirkan telah membawa perubahan
yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam menjalankan tugas
dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai Badan Peradilan Umum tingkat
pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh pemerintah
dan pengaruh luar lainnya. Sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas dan fungsi
menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara Pidana,
Perdata, PHI (Hubungan Industrial) maupun Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yang
masuk di tingkat pertama dalam rangka untuk mensukseskan pembangunan hukum dan
keadilan.

Pembangunan hukum dan keadilan mencakup aspek yang luas. Dimulai dari
kemandirian lembaganya, peningkatan pelaksanaan fungsi utama yuridis, administrasi,
penataan kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana yang jelas dan
transparan, diawaki oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra
kerja (stakeholders), sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta
menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan good
governance dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun
di daerah, baik para tenaga teknis yurdisnya maupun tenaga administratifnya.

Pembangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya
pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara
terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan
kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance. Sejalan
dengan itu Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah berupaya untuk menerapkan
kebijakan reformasi aparatur negara di bidang pemerintahan kepada seluruh anggotanya
yang secara substantif meliputi langkah dan upaya melalui penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatan kualitas pelayanan publik;

serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur.

a. Capaian Tahun 2015 - 2019
Dalam kurun waktu tahun 2015 - 2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah

berupaya untuk mewujudkan visi dan misi dengan menerapkan kebijakan reformasi
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aparatur negara di bidang pemerintahan kepada seluruh anggotanya yang secara
substantif meliputi langkah dan upaya melalui penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatan kualitas pelayanan
publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur antara lain
dengan:

1) Penyelesaian Perkara

2) Pembebasan Biaya Perkara

3) Pos Bantuan Hukum

4) Sidang di Luar Gedung

5) Pelayanan Sidang Terpadu

6) Small Claim Court (SCC)

7) ATR & e-SKUM

8) SPPT Mahkamah  Agung dengan Aparat Penegak Hukum

Lainnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal
Justice System (ICJS)

9) e-Court dan e-litigasi

10) Tata Kelola Teknologi Informasi

11) Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

12) Sipermari

13) Restrukturisasi Organisasi Pengadilan

14) Pengawasan

15) Restorative Justice (SPPA)

16) Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015

17) ISO 9001:2015 Tahun 2015

18) Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2016

19) Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Tahun 2016

20) Reformasi Birokrasi Tahun 2017

21) Zona Integritas Tahun 2018 - 2019

22) Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018 - 2019

23) Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tahun 2019

24) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2019
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b. Kebijakan Strategis Tahun 2015 - 2019
Beberapa kebijakan strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Yogyakarta
dalam kurun waktu 2015 - 2019 sebagai upaya mencapai visi dan misi Pengadilan
Negeri Yogyakarta:
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadila
c. Hal-hal yang Belum Maksimal Tercapai di Tahun 2015 - 2019
Beberapa hal utama yang tertuang dalam Renstra Pengadilan Negeri Yogyakarta
Tahun 2015 - 2019 yang belum tercapai maksimal sampai dengan tahun 2019 dan
kendala yang menjadi sebabnya, sebagai berikut:
1. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara:
a. Persentase Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum
c. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
3. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan
Rencana Strategis Kementerian/Lembagasesuai dengan tugas dan fungsinya dengan
berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap
Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional menelaah konsistensi program dan kegiatan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga, dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional.
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Dalam bidang administrasi peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA,
proses penyelesaian perkara diselenggarakan oleh Kepaniteran Pengadilan yang dipimpin
Panitera yang mempunyai tugas pelayanan di bidang teknis administrasi perkara
sedangkan untuk administrasi non teknis perkara dipimpin oleh Sekretaris dengan fungsi
menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

Perencanaan strategis, suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada,
dijabarkan pada lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Rencana Strategis
ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan
bahwa “Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada
prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif.” Muatan yang terdapat dalam
dokumen Renja K/L antara lain Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Kemudian dijelaskan juga, pada Pasal 20 ayat 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 disebutkan bahwa “Rancangan Renja K/L memuat
kebijakan, program, dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra K/L.”

Selanjutnya dokumen Renja K/L yang telah tersusun, menjadi acuan bagi
Kementerian/Lembaga sebagai organisasi/instansi pengguna anggaran dalam
penyusunan RKA K/L. RKA K/L yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga
tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai input dalam rangka penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum nanti akhirnya ditetapkan menjadi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat. Dokumen RKA K/L kemudian akan digunakan sebagai input dalam penyusunan
Laporan Kinerja Pembangunan Kementerian/Lembaga, Laporan Kinerja Anggaran
Kementerian/Lembaga dan Laporan Kinerja Organisasi Kementerian/Lembaga.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan
instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi
pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya
lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional
dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
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1.2

Proses penyusunan Rencana Strategis dilakukan dengan proses perencanaan
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi
obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode
rencana berikutnya. Selain itu, Rancangan Renstra juga harus memperhatikan hasil
evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja sebelumnya sesuai dengan tugas dan
kewenangannya serta aspirasi Masyarakat.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai,
dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana
serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas
IA, baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel strategis Pengadilan
Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah
untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat
dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan
dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan

Pengadilan Negeri Yogyakarta secara keseluruhan.
A. Lingkungan Internal.

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA terdiri dari Struktur,
budaya dan sumber daya. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui
kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang ada menjadi variabel atau
besaran yang akan menjadi faktor kekuatan atau menunjang keberhasilan dalam
upaya pencapaian target rencana strategis ini.
a. Strength (Kekuatan).
Kekuatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mencakup hal-hal yang
memang sudah diatur dalam Lingkungan internal Pengadilan Negeri Yogyakarta
Kelas TA yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini
adalah:
¢ Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai;
e Tugas pokok dan fungsi/kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah jelas

diatur;
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e Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan
di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta, baik dari aspek kelembagaan,
perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.

e Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung
pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Yogyakarta.

¢ Adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku untuk Hakim, PP, JS/JSP maupun ASN.

e Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), Standart Pelayanan, Job desciption
dan Reformasi Tata Kelola Peradilan sebagaimana Perma No. 07 Tahun 2015

e Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan seluruh Pegawai
dilingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta

e Pengambilan keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sesuai pola promosi mutasi.

¢ Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

e Telah adanya sistem manajemen perkara dan administrasi kesekretariatan berbasis
teknologi informasi seperti website, SIPP, MIS, e-court, eraterang, direktori
putusan, antrian sidang, antrian PTSP, PTSP, Siwas, Survei Kepuasan Pelayanan,
teleconference, voice warning system, SAKTI, SIRUP, SIMPEG, Komdanas, SAS,
Monev Bapenas, SMART, Aplikasi Pelaporan, SIMARI, SPSE dan sebagainya
yang dapat mendukung kinerja.

e Evaluasi Kinerja terkait dengan manajemen administrasi perkara dan administrasi
kesekretariatan berbasis IT secara berkala dan continue.

e Pengawasan Internal maupun eksternal secara berkala baik dari hakim pengawas,
audit internal, Pengadilan Tinggi, Badilum, Badan Pengawasan, maupun BPKP
dan KPK.

e Telah adanya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

e Penerapan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dari Badan Peradilan
Umum.

e Implementasi Reformasi Birokrasi / Zona Integritas.

e Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016

e Implementasi Pelayanan Publik yang dievaluasi secara berkala.

e Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang dievaluasi secara berkala.

e Inovasi Pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas [A anatara lain :

menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi pegawai dan pencari keadilan
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yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta, tersedianya

penitipan anak bagi pengunjung yang membawa anak kecil agar tidak mengganggu

jalannya persidangan, tersedianya fasilitas untuk penyandang difabel, layanan

prioritas, tersedianya pos layanan Hukum ( POSBAKUM ), pendampingan

perempuan dan anak berhadapan hukum serta Laki-laki Pelaku KDRT, pelayanan

kantor pos, penyuluhan hukum di radio, pelayanan e-court corner, co-working

space, ruang tamu terbuka, meja pengaduan untuk mempermudah pelayanan

informasi dan pengaduan Pengadilan Negeri Yogyakarta

b. Weakness (Kelemahan).

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang kemungkinan

menjadi

kelemahan dalam pelaksanakaan rencana strategis ini adalah:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
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Personil Pengadilan Negeri Yogyakarta belum seluruhnya menguasai visi
dan misi Pengadilan Negeri Yogyakarta

Susahnya merubah pola pikir / mindset sebagian pegawai mengenai ASN
professional.

Ketidakselarasan sikap tindak, akibat belum berhasilnya internalisasi nilai-
nilai dalam visi, misi, dan rencana kerja yang ada antara pimpinan dan
pegawai.

Kemampuan SDM yang masih terbatas sehingga berakibat pada pelayanan
yang kurang maksimal.

Belum menjalankan tupoksi sesuai dengan SOP yang ada.

Dokumen SOP dan Standart Pelayanan belum disempurnakan dan
disesuaikan dengan kondisi real yang ada.

Banyak SDM ASN bahkan tingkat user yang belum memahami dengan
baik dan komprehensif mengenai program-program yang berjalan seperti
Akreditasi, RB/ZI maupun SMAP ISO 37001:2016.

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA belum mempunyai kewenangan
untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan;

Penambahan pegawai belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan

kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas.IA;
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e Belum adanya pengukuran indikator perencanaan kebutuhan pegawai
sesuai dengan kebutuhan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

e Belum adanya pengukuran indikator Pengembangan pegawai berbasis
kompetensi.

e Belum adanya pengukuran indikator Penetapan Kinerja Individu yang
terkait dengan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta.

e Belum adanya pelatihan/pengembangan kompetensi yang
diadakan/dianggarkan dari internal Pengadilan Negeri Yogyakarta.

e Sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
belum diatur secara jelas dan rinci.

2. Aspek Sarana dan Prasarana

e Belum sesuainya anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Yogyakarta
Kelas IA dari pusat sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

e Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta
Kelas.IA.

¢ Gedung yang luas dan terpisahnya gedung pengadilan PHI/Tipikor dengan
gedung pengadilan negeri sehingga menyulitkan dalam hal mengontrol
semua aktifitas yang terjadi di gedung PHI/Tipikor termasuk interaksi
antara Hakim dan staf dengan para pencari keadilan

e Masa penggunaan barang inventaris yang melebihi masa peruntukkan
pemakaian sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan yang tinggi

3. Aspek Proses/Layanan

e Kepastian waktu didalam proses persidangan dan penyelesaian perkara.

e Kebijakan Pimpinan yang berhasil tidak dilanjutkan/sustainable, sehingga
melemahkan system internal sendiri.

e Evaluasi penilaian kinerja yang tidak detail dan sustainable.

B. Lingkungan Eksternal.
Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka
lingkungan eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman bagi keberhasilan rencana
strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan

sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.
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a. Opportunity (Peluang).
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri

Yogyakarta Kelas IA untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

e Sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dapat mendukung dan
mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri
Yogyakarta dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di
bidang Hukum, seperti PTSP, SIPP, E-Court, eraterang dan sebagainya.

e Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua stake holder di lingkungan
Pengadilan Negeri Yogyakarta dan unsur terkait lainnya untuk melakukan
tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Yogyakarta di bidang
Pelayanan peradilan.

e Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatthan yang dilaksanakan
Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun Mahkamah Agung untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

e Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh
instansi lain atau badan swasta untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia.

e Adanya kegiatan pengawasan eksternal yang dilaksanakan secara berkala di
Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta,
Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum, Bawas, BPKP maupun KPK.

e Adanya evaluasi dari pihak eksternal seperti evaluasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, Zona Integritas, Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Pelanggan,
Survey Indeks Persepsi Korupsi dan Keterbukaan Informasi Publik.

e Adanya dukungan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk
menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

e Dukungan dan koordinasi yang baik dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

e Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

e Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum di wilayah
hukum kota yogyakarta.

e Dukungan dan koordinasi yang baik dengan stake holder eksternal yang

memberikan dukungan pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta seperti
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kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Dinas Dukcapil, LSM Rifka Annisa, LSM Sapda, PT Pos Indonesia, dan
sebagainya.
b. Threat (Tantangan yang dihadapi).
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas
IA yang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan
perbaikan sebagaimana diharapkan:

e Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.

Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).

e Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

e Masyarakat menginginkan adanya keterbukaan proses peradilan (proses
yang sedang dijalani).

e Masyarakat menginginkan kemudahan akses ke badan peradilan.

e Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari Good
Governance.

e Kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait aktifitas dan
operasional pengadilan

e Kurangnya pemahaman masyarakat tentang SOP dan Standart Pelayanan
Pengadilan Negeri Yogyakarta

e Ada pihak yang menggunakan/mengatasnamakan nama hakim atau
panitera pengganti untuk meminta uang kepada pihak berperkara demi
kelancaran perkara.

e Susahnya mengubah mindset pihak berperkara mengenai penyelesaian
perkara.

e Karakter masyarakat pengguna layanan yang memiliki kebiasaan atau
pemahaman bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang.

e Budaya ucapan terima kasih yang masih tertanam di masyarakat

e Stigma masyarakat bahwa di Pengadilan Negeri masih ada permainan
kotor seperti KKN yang lumrah terjadi

e Adanya pihak tertentu yang melakukan berbagai cara untuk mencapai
tujuan pribadi/golongannya.

e Anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk pengadaan sarana dan

prasarana belum sesuai kebutuhan

.\
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C. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan

terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya aparatur

negara yang profesional, handal, dan bermoral menuju Kepemerintahan yang baik

sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas [A.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi

prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

1.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas
IA.

Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri
Yogyakarta Kelas IA.

Peningkatan Integritas setiap personel dan pengendalian praktik penyuapan
dengan cara mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani penyuapan.
Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan

Negeri Yogyakarta Kelas [A.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas

hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai

berikut:

1.

Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas
yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang
saling terkait.

Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas [A agar menjadi profesional.

Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

Adanya penerapan dan evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di

dalam organisasi.
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BAB 11
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020 - 2024
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang
terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan,
pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk
mencapai efektifitas dan efisiensi

Selanjutnya untuk memberikan gambaran arah dan sasaran yang jelas serta sebagaimana
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA diselaraskan dengan
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung, yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan nasional Jangka
Panjang gambaran atau visionable dari kinerja lembaga Badan Peradilan, dalam kurun waktu
5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 merupakan suatu
proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk
tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan organisasi.

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan
sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target
yang ditetapkan. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-
cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Visi
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang telah dirumuskan adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung”

Penjelasan:

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah badan peradilan tingkat pertama.

2. Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung RI, maka
Agung disini menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan,
keluhuran. Sehingga visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah ingin
mewujudkan badan peradilan tingkat pertama yang dihormati dan disegani karena
dikelola oleh aparatur peradilan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta
keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyelesaikan

perkara guna mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.
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Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan misi
yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi
dapat terlaksana dan terwujud dengan baik yang menggambarkan hal-hal yang harus

dilaksanakan, yaitu :

Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta
Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan
yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dan rencana strategi yang tepat dan menyeluruh untuk
menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga
peradilan yang bermartabat, beribawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum serta

meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. MOTO:

Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki motto
“Memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan secara

profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI)”.

Dari motto "PASTI" tersebut mempunyai makna atau filosofi sebagai berikut:

V' Profesional adalah sikap mental dalam bentuk komitmen dari para aparatur pengadilan
untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas kemampuan pribadi serta terbuka
menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik
untuk kemajuan institusi.

V' Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, di mana
pertanggungjawaban ini menyangkut sumber atau inputnya, proses yang dilakukan dan

juga hasil atau output yang di dapatkan.

N\
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\  Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta
kemitraan yang harmonis antar bagian atau antara para pemangku kepentingan, untuk
menghasilkan sebuah layanan yang bermanfaat dan berkualitas.

V'  Transparan adalah keterbukaan, dimana informasi yang berkaitan dengan organisasi
tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang membutuhkan dan
atau yang memiliki keterkaitan di dalamnya.

' Inovatif adalah kemampuan aparatur pengadilan dalam mendayagunakan kemampuan dan
keahlian untuk menghasilkan sebuah gagasan baru yang bisa diterapkan untuk
memprakarsai penyempurnaan atau perbaikan (improvement) suatu birokrasi atau layanan
yang dapat dirasakan manfaatnya.

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7

(tujuh) area ”Peradilan Agung”, yaitu :

1) Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.

2) Kebijakan-kebijakan pengadilan.

3) Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.

4) Penyelenggaraan persidangan,

5) Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.

6) Pelayanan pengadilan yang terjangkau.

7) Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035 sebagai arah kebijakan dan strategi

jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi

perubahan pada:
1) Fungsi Peradilan
2) Manajemen perkara,
3) Manajemen Sumber Daya Manusia,
4) Manajemen Sumber Daya Keuangan,
5) Manajemen Sarana dan Prasarana,
6) Manajemen Informasi Teknologi,
7) Transparansi Peradilan dan
8) Fungsi Pengawasan
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA seperti
yang telah dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam

bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organigasi.
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Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima)
tahun. Oleh karena itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja
(performance indicator) yang terukur. Dengan diformulasikan tujuan strategis
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas A akan dapat secara tepat mengetahui apa yang
harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu
sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana
visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan
visi dan misi dari organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri
Yogyakarta Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses
peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan
teknologi informasi.

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tujuan tersebut akan dapat
dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah dijabarkan tersebut.
Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah
sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Secara lebih rinci sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel

sebagai berikut:
NO | SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET (%)
1 Terwujudnya Peradilan

a. Persentase perkara yang

yang Pasti, Transparan dan diselesaikan tepat waktu.

Akuntabel. Perdata 90

Pidana 95
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PHI 70

Tipikor 0

b. Jumlah  putusan  yang 0
menggunakan pendekatan

keadilan restoratif

c. Persentase perkara yang

Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Banding

Perdata 70
Pidana 90
Tipikor 30

d. Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi

Perdata 70
Pidana 90
ol 80
Tipikor 25
e. Persentase perkara anak 5

yang diselesaikan dengan

Diversi

f. Index persepsi pencari 85
keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan

2 Peningkatan Efektivitas a. Persentase salinan putusan

Pengelolaan  Penyelesaian yang disampaikan ke para

Perkara

pihak tepat waktu

Perdata 90
Pidana 95
PHI 90
Tipikor 80

REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA PO




b. Persentase perkara yang 2

diselesaikan melalui
mediasi
3 Meningkatnya Akses a. Persentase perkara prodeo 90

Peradilan bagi Masyarakat yang disclesaikan

Miskin dan Terpinggirkan
b. Persentase perkara yang 0

diselesaikan diluar gedung

pengadilan

c. Persentase pencari keadilan 100
golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan

hukum (Posbakum)
4 Meningkatnya Kepatuhan | Persentase putusan perkara
Terhadap Putusan | perdata yang ditindaklanjuti
Pengadilan (dieksekusi)
Perdata 30
PHI 50

Dengan sasaran strategis di atas Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki arah

kebijakan sebagai berikut:

Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Pembatasan perkara upaya hukum

Proses berperkara yang sederhana dan murah

Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
Penguatan eksekusi

Keberlanjutan e-Court dan e-litigasi

Keberlanjutan e-Berpadu

SPPT TI

Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan.
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e Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah
Agung yang berkualitas.
e Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

e Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri
Yogyakarta Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat
rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara
dan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas [A dalam pelaksanaan program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum adalah:
Penyelesaian perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor
Penyelesaian sisa perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor
Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
Pendaftaran Perkara secara elektronik (e-court)
Penyelesaian Perkara secara elektronik (e-litigasi)

Administrasi Berkas Perkara Pidana secara elektronik (e-Berpadu)

X N v A » D=

Pengiriman salinan putusan secara elektronik (digital signance)

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia
yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

3. Sistem Manajemen Anti Penyuapan
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C.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan
untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.




BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024
merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005 - 2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020 - 2024 akan
mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan
perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara
berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country / MIC) yang memiliki
kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan
rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005 - 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020
- 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur
melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai
wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020 - 2024 yang merupakan
amanat RPJPN 2005 - 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan
nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda
pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan
Proyek Prioritas.

Gambar 3.1 Empat Pilar RPJIMN IV tahun 2020 - 2024

-/‘( Kelembagaan politik dan hukum yang

yA Kesejahteraan masyarakat yang terus
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Tujuan RPIMN IV tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan Sustainable
Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7

agenda pembangunan.

7 (Tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 - 2024:

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang
dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi
berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya
saing ekonomi. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal
utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan
dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu
untuk tumbubh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan
pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi,
serta kehutanan; dan

2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agro- fishery industry, kemaritiman,
energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan
pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana
pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu
menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,

2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,

3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,

4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam
mendukung ekonomi unggulan daerah, serta

5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

c. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada
pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan

meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
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semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas
anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan
produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju
pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia
berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya
manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter,
melalui:
1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola
kependudukan.
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan social.
3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta.

4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
6) Pengentasan kemiskinan; dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter
dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam
kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju,
modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa- bangsa
lain.
Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun,
dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di
dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan
integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa,
2) Memajukan kebudayaan,
3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama,
4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga
5) Meningkatkan budaya literasi

e. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian gerta

REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

N7

4
N/

7



mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan
memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan
keunggulan wilayah melalui:
1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan
infrastruktur wilayah,

2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan
iklim.
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan
daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan
perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
3) Pembangunan Rendah Karbon.

g. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta
transformasi pelayanan publik.
Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa
aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan
menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan
tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua
masyarakat melalui:
1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan

siber,

4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di uar

negeri
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KAIDAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2020-2024

Membangun Kemandirian
_ Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri
—sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan
memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.
1. Memiliki Kemampuan Ilmu Pengetahuan yang mumpuni dalam
pembangunan baik
2. Memiliki kecukupan sumberdaya manusia yang memiliki skill dan
kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan
3. Mampu mendorong tumbuhnya iptek berkualitas dan tidak lagi pada
prinsip asimetris terhadap bangsa lain dan bernilai budaya bangsa.
4. Memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya Kkreativitas, tanggung
jawab, dan pelayanan kepada bangsa sendiri
5. Menjadi negara yang selalu aktif, terbuka dalam bekerjasama dalam

memberikan pengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia

Menjamin Keadilan
o & Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan
gfé manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara,
bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan
masyarakat yang adil dan makmur.
1. Mengembangkan pola distribusi yang berimbang anta ra input dengan output
dalam mempertahankan keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara
2. Keseimbangan dan konsistensi dalam upaya penetrasi pembangunan untuk
sampai kepada masyarakat pada level minimum yang diharapkan
3. Memberikan share yang seimbang dalam pencapaian pembangunan untuk
mengurangi kesenjangan wilayah secara bertanggung jawab
4. Bersikap inclusive atas setiap pencapaian dan evaluasi pembangunan untuk
melakukan koreksi serta perbaikan yang menjunjung tinggi pemerataan
5. Kepercayaan dan tanggung jawab atas keputusan rencana pembangunanuntuk
menciptakan tatanan kehidupan yang berkualitas
6. Kesetaraan akses dalam setiap perencanaan, program dan implementasi sehingga
setiap orang paham tentang hak dan kemampuannya dalam berpartisipasi

terhadap pembangunan
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Menjaga Keberlanjutan

g Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk

» memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan
NS generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada
saatnya nanti.

1. Melakukan penguatan, percepatan dan pengelolaan pembangunan dengan
mempertimbangkan kemampuan dasar bangsa atas kecukupan dan
ketersediaan fondasi ekonomi.

2. Menciptakan sebuah kerangka pembangunan untuk menumbuhan sistem
ekonomi pembangunan yang sehat antara input, proses dan output
pembangunan sehingga tidak menyebabkan terjadinya defisiensi

3. Mempertimbangkan keberadaan dan pola sosial budaya dan nilai-nilai
dalam masyarakat untuk menumbuhkan tatanan pengelolaan
pembangunan inclusive dan interaksi sosial sebagai sebuah supporting
system dalam koherensi pembangunan.

4. Terpatrinya orientasi sikap (attitude) yang bertanggung jawab sebaai
basis nilai dan etika universal untuk mengikat keberagaman bangsa
dalam menciptakan tata pembangunan yang maju.

5. Penguatan komitment dalam menjamin terciptanya keseimbangan
antara tujuan pembangunan manusia dengan kemampuan alam dan
lingkungan.

6. Bersifat inclusive dalam mengadaptasikan berbagai dinamika

pembangunan dengan pendekatan dan keilmuan yang mampu
menumbuhkan sistem tata nilai yang bertanggung jawab secara

integrative.
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PENGARUSUTAMAAN RPJMN 1V 2020-2024
Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPIMN IV
tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarustamaan (mainstreaming) sebagai
bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang
berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarustamaan (mainstreaming) memiliki peran
yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai
target-target dari fokus pembangunan, mainstreaming juga bertujuan untuk memberikan
akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan
juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia
untuk mencapai tujuan global.
1. Kesetaraan Gender
Strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk
mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk
Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
Indikator:
1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung
peningkatan kinerja seluruh dimensipembangunan
Indikator, antara lain:
1) Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN
jangka menengah, pengembangan kopetensi, dan pola karir
2) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun proses Dbisnis
instansional

3) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPBE

instansional
4) Persentrase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi
5) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi
6) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel
7) Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional dengan maturitas

level 111

8) Jumlah unit pelayanan publik yang telah menerapkan standar pelayanan
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public
9) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui LAPOR! SPAN
3. Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan
kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan
hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupandarisatu generasi
ke generasiberikutnya
Indikator:
1) Pertumbuhan PDB
2) Indeks Pembangunan Manusia
3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
4) Indeks Anti Korupsi
5) Indeks Pelayanan Publik (K/L)
6) Indeks Akuntabilitas
7) Indeks Resiko Bencana Indonesia
4. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim
Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada
upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan
terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan
iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon
Indikator:
1) Persentase Peningkatan Indeks Ketahanan Bencana Daerah
2) Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak perubahan
iklim
3) Persentase penurunan emisi gas rumah kaca
4) Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca
5. Modal Sosial dan Budaya
Pengarusutamaan modal social budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan
nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya
sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan
Indikator:
1) Inklusi Sosial Masyarakat (toleransi, kesetaraan gender, inklusif)

2) Kohesi Sosial (kerja sama, jejaring, aksi kolektif, kepercayaan sosial)

REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA PO



3

) HaKI komunal berbasis ekosistem

4) Persentase wilayah adat yang tersertifikasi
)
)

5

6) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertemuan/rapat di lingkungan

Nilai ekspor ekonomi budaya terhadap total ekspor

sekitar.
6. Transformasi Digital

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi

berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan

pembangunan nasional Indikator:

1) Meningkatnya NRI (Network Readiness Index) untuk mengukur bagaimana
teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dapat
memberikan dampak terhadap suatu negara.

2) Memperkuat IDI (ICT Development Index) untuk melihat bagaimana

pengembangan TIK suatu negara dari sisi infrastrukturnya.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan
tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu
upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan
pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun
rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. Indonesia telah melewati tahap
RPJMN I, RPJMN II dan sedang menjalani tahap RPJMN III yang masing-masing
berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang.
Saat ini, Indonesia akan memasuki tahap RPJIMN IV yang ditujukan untuk Indonesia
Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus
dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir
(2013 - 2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan
hukum Indonesia masih cenderung lemah, dikaitkan dengan kondisi sistem peradilan
(pidana dan perdata), penegakan peraturan, serta ketiadaan praktek korupsi. Permasalahan
pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu
banyaknya peraturan perundang- undangan (hyper regulation), regulasi yang tumpang

tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpagtian
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hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata dalam
mengawal penegakan hukum masih belum secara optimal dalam memberikan kepastian
hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Praktik suap masih marak terjadi di
berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan
sudah konsisten dilakukan.

Gambar 3.2 Pembangunan Hukum RPJMN III tahun 2015 — 2019

Pelkaksanaan bantuan
nukum dari tahun
2015-Nov 2018

Litigasi : 5L.471 Orang
Non Litigasi: 13600

Hegiatan
Indeks Pembangunan
Hukum ([PH)*
2014: 0,31
2017: 0,60
Strategi Nesional
Penceganan Korupsi:
* Perizinan dan Tata
Niaga
« Kouangan Negara
* Penegakan Hukum
Penyelesaian Perkara ::'no.:?re‘f:masl
dengan Smakl Claim
Court (S5C)
2016: 759 Parkara
2018: 6 B31 Perkara
Jumlah Anak
Berhacapan dengan
Hukum (ABH) di LPKA
pasca diberlakukan
diversi

2014: 3.556 Anak
2018: 1330 Anak

Gambar 3.3 Isu Strategis Sistem Hukum Nasional yang Mantab

Indikator

. Enforcing
Regulasi yang :  Contracts:
Disharmoni + Ease of Doing
Inkonsisten +  Business (EoDB)
Tumpang Tindih : Peringkat 146
Multitafsir $

dari 190 Negara

Overcrowding
Mencapai

202% ;
(hingga Januari 2019) |

Indeks Perilaku anti Korups: (IPAK)
Indonesia Tahun 2018 sebesar 3,66
Tahun 2017 Sebesar 3,71

Rendahnya Pengetahuan Hukum Masyarakat




Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan
menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN IV, maka beberapa isu strategis
pembangunan hukum 2020 - 2024:

a. Terlalu banyaknya peraturan perundang- undangan (hyper regulation), regulasi yang
tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada
ketidakpastian hukum

b. Pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata dalam mengawal
penegakan hukum masih belum secara optimal dalam memberikan kepastian hukum
dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

c. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum,
meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah konsisten dilakukan.

d. Rendahnya Pengetahuan Hukum Masyarakat

Dari keempat poin penting di atas, ditetapkan empat sasaran pembangunan hukum
dalam lima tahun ke depan, yakni :

a. Terwujudnya regulasi yang berkualitas yaitu, menurunnya persentase permohonan

Jjudicial review yang dikabulkan oleh MK dan MA

b. Terwujudnya system anti korupsi yang optimal yaitu, meningkatnya skor Indeks
Perilaku Anti Korupsi

c. Terwujudnya system Peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel yaitu,
meningkatnya peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak,
penyelesaian kepailitan, dan mendapatkan kredit
Menurunnya persentase residivis

d. Terwujudnya pemehunan akses terhadap keadilan yaitu, meningkatnya indeks akses

terhadap keadilan
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Gambar 3.4 Sasaran dan Indikator Sistem Hukum Nasional yang Mantab

Terwujudnya Terwujudnya sistem
regulasi yang % anti korupsi yang
berkualitas optimal
Menurunnya persentase Meningkatnya skor Indeks Perilalu
: i e Antik 7
dikabulkan oleh MK dan MA

Terwujudnya
Pemenuhan akses
terhadap keadilan
i ya indeks akses terhad:
keadilan

Keempat sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran
utama yakni, Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan
Berkesinambungan. Masing-masing sasaran pembangunan hukum nasional 2020-2024
diturunkan lagi ke dalam 4 arah kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat
signifikansi dan urgensinya dalam lima tahun ke depan sebagaimana terurai dalam gambar
berikut:

Gambar 3.5 Arah Kebijakan dan Strategi Sistem Hukum Nasional yang Mantab

1 Penat
+ Penguatan tata
kelola regulasi
* Pembaruan
Substansi hukum
® !
5 Upaya hnt
= Korupsi
« Penguatan Sistern
Anti Korupsi hukum Masyarakat
* Penguatan Akses
Layanan Keadilan




2020

1.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun

- 2024 tersebut diatas, telah ditetapkan sasaran sebagai berikut:

Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:

a.  Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan
institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,
pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan
perundang-undangan; optimalisasi partisipasi publik; dan dukungan database
regulasi berbasis teknologi informasi;

b. Pembaruan substansi hukum, melalui perubahan KUHP, KUHAP, KUHAPer,
regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan

Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:

a.  Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung
kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian
sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian
sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi
putusan pengadilan.

b. Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang
tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan
Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan
alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian
rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran
hak asasi manusia.

c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan
serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan
pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum

Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:

a.  Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap
di aparatur sipil negara, masyarakat, dan swasta, serta optimalisasi mekanisme

pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.

4. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:

a.  Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam
bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang
berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang

berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan
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b. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan
masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta
membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan
mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh
kepastian hukum.

Sedangkan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun

2020 - 2024 Mahkamah Agung telah menetapkan sasaran sebagai berikut:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan
sebagai berikut:
e Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
e Pembatasan perkara kasasi;
e Proses berperkara yang sederhana dan murah
e Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
e Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
e Penyempurnaan penerapan sistem kamar
e Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
e Hak uji materiil
e Penguatan lembaga eksekusi
e Keberlanjutan e-Court
e SPPTTI

e Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan.

e Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah
Agung yang berkualitas.
e Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

e Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara

baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada

Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi
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penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat
banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada
tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian
perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan,
tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk
pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu
5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk
penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka
majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian
perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XI1/2014 tentang
jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan
perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan
dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga
pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan
tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan
penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara
dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka
waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara
berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah
Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin
melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan
untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat
diselesaikan melalui small claim court sebagaimana tersebut dalam Peraturan
Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan
Sederhana atau disebut small claim court, gugatan perdata ringan dengan proses
penyelesaian cepat. small claim court ini dalam rangka menyongsong era

perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbul
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sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan.
Dengan small claim court akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara
sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari
keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan
adanya penyelesaian perkara melalui small claim court maka keluhan akan lamanya
proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara
demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari
keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim court, perkara
perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding
atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat
terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu

penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claim court
yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus
dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana
dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah
perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat
perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak
berlanjut.

Terkait putusan akhir small claim court, para pihak dapat mengajukan keberatan
paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan
putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak
tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan
perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah
Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui small claim
court dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar
200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah
mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok
kerja untuk melakukan kajian terhadap small claim court untuk dapat dilakukan

penyesuaian batasan nilai gugatan.

Pembatasan Perkara Kasasi
Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu

atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi.
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Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan
Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada
pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama,
sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya
diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh
Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan
hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum,
jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga
pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat
ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di
tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari
peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan
permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh
ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama
maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum
kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian

mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya
kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara
pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur
di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan
mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta
Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul
pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas
maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis
peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan
dan setiap selesai mengikuti pendikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian
secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping
peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna

pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan

e — )
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strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding
dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama
masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat
penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi
sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik

melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan
Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip
dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah
dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh
Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai
Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan
memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan
salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu
diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara
ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara
tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi,
antara lain:

a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);

b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman

hukuman1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
¢. Hukum perkawinan (perkara perceraian);

d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat
banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih
pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa
diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan

akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang

menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan
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tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif
meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme
prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum
dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh
pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum
seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian
perkara secara ligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode
rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat
mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.
Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin
selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil
untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk
menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke
depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun
peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi e-
Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran
administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata
kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara
elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata
agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.
Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan
peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap
pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan
adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara
gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filling) sehingga tercipta asas
cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e- Court pembayaran biaya perkara semakin
ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke
rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.
Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa
dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa
dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan
prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggi
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secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam
masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online
ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,
Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi,
sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa

hadirnya para didepan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya
dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan.
Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran
panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran
dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.
Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran

e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar
meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta
memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya
perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos
layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu
dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan
tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela
pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat
mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu
Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui
Camat.

Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi
masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan
jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya
kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas

REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA SEDOBR H

(/4



9)

Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum
mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan
orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh
pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk
mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan
jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak
faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan
mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum
yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non
litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di
pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak
berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi

ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warna negara, konsekuensi Indonesia
sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya
kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya
kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting
dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait
status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk
memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna
memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran
permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat
melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan
maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika
mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan
untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian
hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi
yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.
Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui

secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan
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Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil
dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya
bervariatif, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga
menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-
tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam
memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak
ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi
lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan
pelayanan terpadu sidang itsbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki
kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk
penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan
maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu
masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan,
karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak
dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/

pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

Penyempurnaan Sistem Kamar
Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

° Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili
perkara,

° Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,

° Mengurangi disparitas putusan,
° Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada
pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan

jenis perkara, yaitu:

° Kamar Pidana
° Kamar Perdata
° Kamar Agama
° Kamar Militer

° Kamar Tata Usaha Negara
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7

Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada
kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan
restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan
pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus
ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan
bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban
bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai
pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini
berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga
pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang
menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai
akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan
pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak
yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai
perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses
pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan
rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti
rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi
meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan
ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban
dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi
kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja
sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan
konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini
korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.
Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan
mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana
pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan
terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan

keadilan restoratif,
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diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh
seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku
dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide restorative
Jjustice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan
yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang
terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban
tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru
bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari restorative justice, kejahatan ditempatkan sebagai gejala
yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana.
Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak
hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan
sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun
sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan
sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara.
Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus
dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan
diimpelementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai
perangkat pelaksananya yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah
Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana
adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan
korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara
memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan
keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi
beban kerja lembaga pemasayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para
terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan restorative justice, Mahkamah Agung akan
melakukan kajian dan diskusi dengan pihak pihak berkepantingan seperti
Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu
kesepahaman agar implementasi restorative justice ini dapat berjalan dengan
optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu
dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan

hukum pidana, pengertian asas restorative justice dalam hukum pidana materiil_di
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Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang,
disamping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat
penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan

restorative justice.

Reformulasi asas restorative justice dalam hukum pidana di Indonesia di masa
mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang
akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban.
Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural
masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga
perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas
penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan,
tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap
tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat,
perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai
bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan
menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang
harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM,
Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan
diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif
dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi
oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim
berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila
terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya
terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana,
asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat
mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan

pelaku.

Hak Uji Materiil
Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil
(HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan

perUndang- Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-

REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA SEDOBR H




Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji
Materiil. kewenangan judicial review pada Mahkamah Agung berwenang menguji
peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-
Undang.

Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada
akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses
eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya
amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang
harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang
seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim,
adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon
eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi
ganguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini
menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi
dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan

uraian sebagai berikut:

- Faktor Internal
a. Keberadaan ketua pengadian sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan
eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu
didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya
bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah
putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang
baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan
sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko
jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau
melibatkan masyarakat banyak. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan
oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak
petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan
situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala

besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi.
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Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak
keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun
pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses
eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki
personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena
pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan
eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka
memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksnaan eksekusi, padahal
seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas
pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.

b. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang
manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu
jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok
jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum
menggunakan angka kredit.

- Faktor Eksternal:

a. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak
keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua
lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi,
sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.

b. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi
kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan.
Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada
kehendak sukarela pihak- pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi
bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif
dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu

ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi

dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadian dan sekaligus membuka
wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk

melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di

bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi

perkara perdata.
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10)  Keberlanjutan e-Court
Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court)
pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan
implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara,
pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan
putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya
dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara
perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan

peradilan

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan
peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap
pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan
adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara
gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filling) sehingga tercipta asas
cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasie- Court pembayaran biaya perkara semakin
ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke

rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa
dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa
dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan
prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.
Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan
secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam
masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online

ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,
Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi,
sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa

hadirnya para pihak di pengadilan.
Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma
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penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis
teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari
sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi
perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya
diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para
pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab,
pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain
memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka
lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak-
tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan
sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna
Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku
Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI,
Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil

yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama,
tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan
kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama,
berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika
menggunakan e-litigasi, yaitu:

a.  Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak
berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang
selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih
cepat.

b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas
dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.

c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan
layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan
dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di
persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan
pembacaan putusan.

d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga
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peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna
layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi
kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara
berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik

maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek
peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju
perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses
dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada
tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan
pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan
Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh
pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan
secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan
untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada
penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis
pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata
yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-
Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung
pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan
ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus
dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan
salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan
pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan
Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat,
sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan
e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan
Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang

tidak memahami akan teknologi informasi.
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11)

SPPT TI
Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum
seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki
jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para
penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara
elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya
mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015- 2019, yang menjadikan
SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana
yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT
merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan
hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang
menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang manangani perkara
pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar
aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang
melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo;
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga
Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) yang dalam pelaksanannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA
(Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran
data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan
Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan
SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan
dengan 22 data yang dapat di pertukarankan meliputi Penetapan Majelis Hakim,
Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan
Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan
Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan
pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB),
Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan
Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi ( PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan
Penahanan Banding Pasal 29 ( PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan
Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi
(ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan
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Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29
(PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi
SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak
pidana narkotika. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang
dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak
pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan
Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan
Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024
harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan
sumber daya manusia menjadi pendukunng utama keberhasilan pelaksanaan SPPT
pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila
tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum,
peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum
menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem
ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data

penyelesaian perkara pidana antar aparat menegak hukum dapat terjalin dengan baik.

12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan.
Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut
untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya.
Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas
penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan
demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap
Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan
Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen
juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan
pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini
merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya
manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil

peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten

REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA OS>




dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari
Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan
Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik
dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang
kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah
Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan
Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable
Judicial Training Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha
perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

» Kelembagaan (institusional);

+ Sarana dan prasarana yang diperlukan;

* Sumber daya manusia;

* Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
* Pemanfaatan hasil diklat;

* Anggaran diklat;

* Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke
depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (Continuing
Judicial Education atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan
kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan
formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang
teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan
peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal
depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai
diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-
2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini
harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana
Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung,
maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur
di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang
dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang

kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan
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teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah
Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis
peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk
berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing masing, sehingga
dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing
masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan
perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan
dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA),
penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara
terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu
diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan
perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang
belum mengerti atau paham, sehingga kadang- kadang memunculkan penilaian
bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa
penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan
perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal

tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak
yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap
pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan,
keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap
anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan
kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi
dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang yang
telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan
tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18
(delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian

ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang
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belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan
diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi
belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya
dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak
pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk
menyerahkanan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program
pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67
Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan

Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

13). Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung
yang berkualitas.
Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci
dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas.
Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill),
pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat
dilihat dan diukur dari perilaku kerja.
Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat,
penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan
penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti
yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan
ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam
rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam
rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting.
Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat
dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan
kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya. Pelaksana fungsi
Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu

berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum,

L — )
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peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-
Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting
lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun
Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan
informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk
mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi
penyimpanan (filing) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk
penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan.
Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang
memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.
Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria
Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu
mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga
tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.
Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan
strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana
pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya
adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM
yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area
pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas
administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM
itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah
pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan
terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.
Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan
penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil
kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competency maupun hard
competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci,
serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal
untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain
dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

o Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;

o Pelatthan dan  pengembangan  berbasis  kompetensi.

Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi
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dan promosi;
o Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
o Remunerasi berbasis kompetensi,
o Pola karir berbasis kompetensi.
Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses
penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi
individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian.
Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi,
penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian
kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.
Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun
model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi
untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya
untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini
termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih
spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi
dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan
secara terdesentralisasi.
SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini
sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan
pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM
di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien.
Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah
dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM
berbasis kompetensi:
)  Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian
pengelolaan SDM Badan Peradilan
2 Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural
Badan Peradilan
3 Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan
pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan
strategi manajemen SDM

) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi
manajemen SDM

REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

N7

4
N/

7




5 Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi,
misi dan sasaran organisasi

)  Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan
sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai

organisasi dan etika profesi.

14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan Kkinerja aparat peradilan secara
optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai
berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang
kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran
pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan
kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai
hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi
logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang
diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya
sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan,
Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara
independen -- sampai batas tertentu— sehingga kinerjanya mampu meningkatkan
kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang
perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih
belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas
yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan
Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah
yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi
pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan
kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di
bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada
lima aspek, yaitu:

) Penguatan pelaksana fungsi pengawasan

2) Penguatan SDM pelaksana pebgawasan

3) Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan

4) Peningkatan akuntabilkitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
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5) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra
pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi
pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin
terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan
harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap
seluruh hakim, aparatur peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah
Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan
harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar
pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan
SDM pengawasan menjadi komponen utama.
Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat
sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada
kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan
Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk
menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan
pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan
pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara

tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra
dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak
ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama
antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas
eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu
dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.
Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah
menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga
lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan
pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan
juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan
kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:
. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama
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ini dilakukan oleh masing- masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga
adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.

2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang
ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi
pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.

3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan
peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadai bahaya mafia
peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat,
serta perilaku hakim.

4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk
mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding
maupun hakim tingkat pertama.

5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan
masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan
penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan
integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas
kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah
bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan
dikeluarkannya  surat keputusan Ketua  Mahkamah  Agung Nomor
58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju
wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)
pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan

penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan

efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.
Dalam

perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan
wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah
predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya

mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi
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birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan
Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk
mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi
birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah
mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi
Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu
unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan
tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan
penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang
memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan
sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja,

dan penguatan kualitas pelayanan publik.

15) Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk
mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal
organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan.
Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih
banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan
perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi,
untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap
unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitas
pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme
pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi
informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk
melakukan tukar- menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan
menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang
dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan
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transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu
penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia
yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung

untuk mencapai hal- hal berikut ini:

a. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi
yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum,
dan lainnya;

b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas
pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan
kesaksian;

c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan
mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis
komputer;

d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi
sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;

e. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning
atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah
Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat
di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di
seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin
pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung,
memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis
penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga
sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang
termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di
setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun
dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan
kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang
dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi

dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun
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dan masih dibutuhkan seperti:

a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Undang- Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola
kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses
terjadinya kebijakan publik

b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan
pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perUndang-Undangan,
diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan
organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang
sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem

Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Hingga saat sudah
diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS
Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan redesign
SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi
dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1)
Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola
promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen
Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan
formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan
menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung
belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada
parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan
secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih
mengedepankan upayamemperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi

yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di
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pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam
rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak
yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk
menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting
ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input
aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten
hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan
penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode
transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah
oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus
menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan
pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan
SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai
penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik
seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat,
kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan
lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan
baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan
Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah

rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah
Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi
keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran
yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan
Kementerian Keuangan, acap kali tidakmendapatkan alokasi dana sebagaimana yang
diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi
dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian
Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan
Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2)
Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan

Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

L — )
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Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah
Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun
kebijakan husus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional
Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020
tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan
Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE- 6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret
2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi
dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah

Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian pekara perdata dilakukan

melalui peradilan elektronik

Dengan semakin maraknya penyebaran Corona Virus Disease atau lebih dikenal
dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan
penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dalam rangka mendukung
kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian
hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh
pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan
memanfaatkan aplikasi e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan
persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasi e-Court merupakan
bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik.
Dalam menjaga tetap terwujudkan kepastian hukum dalam perkara perdata
pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh
karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau

e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien
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dimaksud, dengan aplikasi e- court pemanggilan para pihak, pengiriman replik-
duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas

penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan
jarak jauh
Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung
mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannnya Surat Edaran
nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut
mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap

dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak

dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19,

persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang

secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan

sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan
penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka
tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari
keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah
kebijakannya adalah sebagai berikut:

1. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan
kewenangan majelis hakim untuk menentukan.

2. Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung
sidang (social distancing).

3. Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang
kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun
dihadirkan di persidangan.

4. Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan
alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi

dan situasi persidangan.
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C.

Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui
diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan
resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai
pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19
sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut,
Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan
penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui
pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang
dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran
berbasis e-learning.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis e-learning
digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan
mengkombinasikan in class training dengan e-learning yang kita kenal dengan nama
blended learning. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan
adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Desease
(COVID-

19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis
maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran
berbasis e-learning.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-learning, Badan Litbang Diklat
Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran
Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya
pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan
RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya
menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya
pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat
Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai

juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
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berbasis e-learning, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen

kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan

renovasi Gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15
April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga
TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur
anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
(Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapai ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara,
Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp
10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000
sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian
pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi
gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan
teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekasanaan pembangunan
dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat
signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap
roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan
gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years
kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi
years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan
renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan
prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung
pengadilan baru dan pemenuhan kekuranganan dukungan layanan minimal

peradilan.
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e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.
Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumabh,
banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting
sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat
koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus
melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan
mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom
meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom
meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk
pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan
dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung
dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai
tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan
Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya
yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik Dengan
mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoom meeting ini maka Mahkamah
Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor,
perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk
penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan
dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan
pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi
Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya
dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga

marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
Kebijakan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah mendukung program

reformasi judicial/ pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat
berjalan seperti yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan
sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan arah dan

strategi sebagai berikut :

E— )
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1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari
keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi
rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,
transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan
integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan

kinerja adalah:

e Sistem karier yang merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi
sesuai dengan kompetensi aparatur pengadilan

e Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini diperlukan untuk menjamin berjalannya
proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenubhi rasa keadilan masyarakat.

e Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

e Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;

e Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan

e Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

e Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung
kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa,
dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan
penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

e Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta
berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan
pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum

e Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di
aparatur sipil negara, masyarakat, dan swasta, serta optimalisasi mekanisme

pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.

2. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
Penataan aparatur sangat penting dilakukan mengingat masih terjadinya
ketimpangan distribusi yang berdampak terhadap ketidakserasian antara postur tugas
dan fungsi organisasi dengan performa pegawai. Penataan itu sendiri bertujuan untuk
mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang diperlukan untuk mengatasai

kelebihan/kekurangan pegawai. Karena itu, prinsip yang digunakan dalam penataan

.\
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pegawai adalah diperolehnya jumlah pegawai yang sesuai, baik dari segi kuantitas
maupun kualitas (kompetensi) dengan menerapkan sistem pola karir yang jelas dan
terukur, dan penempatan aparatur pada posisi yang tepat.

Dari berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah
pemerataan pegawai, pengembangan karir dan penempatan pegawai yang pada
akhirnya berimplikasi terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya, untuk mewujudkan
performa pegawai yang memiliki Integritas, Profesional, Tanggungjawab, Inovasi, dan
Keteladanan (IPTIK) ditempuh, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (diklat)

bagi pegawai struktural maupun fungsional.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/ Prima
(Indonesia Court Performance Excellent-ICPE) Pengadilan Negeri Yogyakarta tiada
henti melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di setiap Unit
Layanannya demi mewujudkan visi sebagai badan peradilan yang agung. Program-
program baru yang inovatif selalu berusaha dihadirkan demi kepuasan para pencari
keadilan. Beberapa program peningkatan pelayanan publik yang akan ditingkatkan
pada tahun 2020-2024 antara lain Pemeliharaan Akreditasi Penjaminan Mutu, Zona
Integritas Menuju WBK-WBBM, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP),
Evaluasi Pelayanan Publik, Pengadilan yang aksesible untuk penyandang disabilitas,
dan Pengadilan Berpendidikan.

Pada tahun 2016 yang lalu Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilakukan
penilaian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pengadilan di lingkungan badan
peradilan umum oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum (Ditjen Badilum) dengan memperoleh predikat nilai A Exellent, dan
telah dilakukan surveillance pada tahun 2018 dengan nilai A Excellent. Adapun kriteria
penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: Kepemimpinan (leadership),
Perencanaan Strategis (strategic planning), Fokus Pelanggan (customer focus), Sistem
Dokumentasi (document system), Manajemen Sumber Daya (resource management),
Manajemen Proses (process management), dan Hasil Kinerja (performance results).

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah
melaksanakan standar mutu pelayanan internasional sesuai dengan standar mutu ISO
9001:2008 yang sudah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015.

Pembangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya
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pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara
terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan
kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance. Sejalan
dengan itu Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah berupaya untuk menerapkan
kebijakan reformasi aparatur negara di bidang pemerintahan kepada seluruh
anggotanya yang secara substantif meliputi langkah dan upaya melalui penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatan kualitas
pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur.

Disamping itu, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA juga telah menerapkan
sebuah Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam rangka pelayanan terhadap pengguna
pengadilan. Sistem manajemen anti penyuapan merupakan persyaratan standar yang
digunakan untuk merefleksikan tata kelola internasional yang baik dan terhindar dari
risiko penyuapan dengan mengacu pada peraturan yang sesuai.

Pengadilan Negeri Yogyakarat berupaya untuk dapat menjadi Pengadilan yang
aksesible untuk penyandang disabilitas. Berbagai sarana-prasarana, SOP, Standart
Pelayanan dan kerjasama telah diwujudkan untuk penyandang disabilitas.

Rencana kedepan, Pengadilan Negeri Y ogyakarta akan mewujudkan Pengadilan
Berpendidikan. Untuk konsep, naskah akademis dan persyaratan-persyaratan baru akan

disusun.

4. Peningkatan Implementasi Keterbukaan Informasi

Informasi publik menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian utama sesuai
dengan amanah undang-undang keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008.
Posisi Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak sekedar sebagai lembaga birokrasi yang
menjalankan fungsi yudikatif, administrator, dan fasilitator pembangunan bidang
hukum, lebih dari itu merupakan institusi peradilan tingkat pertama yang notebene
menjadi bagian dari garda terdepan dari system peradilan di Indonesia. Sosok pegawai
Pengadilan Negeri Yogyakarta juga dicitrakan sebagai pribadi yang arif dan bijaksana,
ahli di bidang hukum, berwawasan luas, dan berintegritas tinggi. Ekspektasi dan
idealisme masyarakat yang begitu tinggi terhadap institusi dan aparatur Pengadilan
Negeri Yogyakarta, di satu sisi menguntungkan, tetapi disisi lain dapat merugikan
ketika terjadi perilaku negatif oknum di lembaga ini.

Penguatan citra lembaga melalui informasi dan komunikasi publik yang baik

menjadi salah satu solusinya. Masyarakat tidak hanya melulu dijejali informasi negatif
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dari media yang cenderung membidik berita dengan logika oplah, tetapi perlu ada
keseimbangan informasi dari internal Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan
mengedapankan aspek akuntabilitas, transparansi, kecepatan dan akurasi. Untuk usaha
tersebut perlu dioptimalkan langkah-langkah pemanfaatan secara optimal berbagai
saluran informasi dan komunikasi publik seperti: media cetak, mencakup liputan dan
jumpa pers, media radio, iklan layanan masyarakat, siaran berita, dan internet melalui
website.

Dalam konteks inilah maka membangun jalinan kerjasama dengan media massa
baik cetak maupun elektronik menjadi penting, dan meningkatkan kualitas media
internal seperti website, social media menjadi keharusan dalam rangka memberikan

akses informasi yang positif bagi masyarakat.

5. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Internal

Fungsi pengawasan secara ketat, menyeluruh, dan terukur perlu terus
ditingkatkan untuk semakin menjamin tercapainya target kinerja program Pengadilan
Negeri Yogyakarta. Institusi pengawasan yang mencakup Hakim Pengawas Bidang dan
Auditor Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak berhenti pada temuan kesalahan,
tetapi lebih dari itu harus disertakan treatment yang diperlukan agar tidak terjadi
kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Dengan demikian, fungsi pengawasan
dan fungsi pembinaan harus senafas dan berjalan secara seimbang agar proses
perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.

Peningkatan fungsi pengawasan dilakukan melalui audit kinerja dan audit
dengan tujuan tertentu. Audit jenis yang kedua dilaksanakan dalam rangka
pendalaman/lanjutan atas audit operasional/komprehensif, tindak lanjut atas pengaduan
masyarakat dan lembaga pengawasan lainnya serta tindak lanjut hasil temuan yang
harus segera dipenuhi oleh satker. Penetapan sanksi akan dilakukan secara tegas bagi
yang terbukti mengabaikan temuan hasil pemeriksaan.

Sementara itu, peningkatan pembinaan dilakukan melalui pendampingan
terhadap pegawai yang bersangkutan untuk menyadari kesalahannya, resiko yang
dihadapi, dan usaha-usaha yang diperlukan dalam rangka perbaikan ke depan. Fakta
yang dihadapi sejumlah kesalahan yang terjadi tidak selalu dilatarbelakangi oleh motif
tertentu melainkan karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman.

Terbitnya Undang Undang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (UU-

SPIP) mengharuskan setiap pimpinan lembaga menerapkan sistem kendali kerja secara
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mandiri pada instansi yang dipimpinnya. Penerapan SPIP ini di lingkungan Pengadilan
Negeri Yogyakarta Kelas [A akan semakin diperkuat untuk memastikan setiap
pengelolaan program/kegiatan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak berhenti sampai di situ, penerapan SPIP akan dikembangkan lebih jauh tidak
terbatas pengendalian proses yang berakhir pada tercapainya output, melainkan sampai

tahap pengendalian outcome.

3.4. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi
menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat
(2) menyatakan: “ RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program
Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi
pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan®

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM
tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka
kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan
sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan
perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur
perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan
bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala
Bappenas No.l tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan
Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam
RPJMN.

Sedangkan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai garda depan
Mahkamah Agung RI sebagai fungsi penegakan hukum melalui sistem peradilan perlu
mengeluarkan regulasi sebagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Oleh karena itu perlunya melakukan kebijakan untuk memasukkan kerangka

regulasi dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas A tahun 2020-
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3.5.

2024, antara lain :

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan
pembangunan,

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas
pembangunan,

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan
regulasi.

Penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas [A
sudah barang tentu akan selalu seiring dan selaras dengan kebijakan lembaga Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan
Negeri Yogyakarta Kelas [A.

KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung
RI, mempunyai tugas pokok menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 105 ayat (2) menyebutkan
bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat diatur

lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI”

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang
dukungan teknis dan administratif memiliki struktur organisasi per Januari 2016
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera
sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan non teknis dan administratif

dipimpin oleh seorang Sekretaris.

SIS E
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Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dapat digambarkan sebagai

berikut:
| KETUA |
| WAKIL KETUA |
|
Hakim «————--"°- =
! ) }
| Panitera I | Sekretaris |
Panitera Panitera Panitera Panitera Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
Muda Muda Muda Muda Kepegawaian Umum dan Perencanaan, TI
Perdata Pidana Hukum Khusus ramist dam Keuangan dan Pelaporan
\ 4
JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Panitera Pengganti 1. Fungsional Arsiparis
2. Jurusita/Jurusita Pengganti 2. Fungsional Pustakawan
3. F ional Pranata Ki

3. Pranata Peradilan g
4. Fungsional Bendahara




BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri

Yogyakarta Kelas IA memiliki 3 kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung.

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas A

dengan sasaran kegiatan, indikator sebagai berikut :

SDM, Keuangan
dan Aset

manajemen untuk
mewujudkan
layanan  prima

peradilan

Sasaran TARGET
. Indikator
Kegiatan 2020 2021 2022 2023 2024
Meningkatnya Peningkatan 12 Layanan 12 Layanan | 12 Layanan | 12 Layanan | 12 Layanan
Transparansi kualitas layanan
Pengelolaan dukungan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas TA

dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

Keuangan dan Aset

dalam
mendukung
pelayanan

peradilan

Sasaran TARGET
. Indikator
Kegiatan 2020 2021 2022 2023 2024
Meningkatnya Terpenuhinya 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan -
Transparansi kebutuhan sarana
Pengelolaan SDM, | dan prasarana

.\
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3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas [A

dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

peradilan yang
pasti,
transparan dan

akuntabel

administrasi perkara
yang sederhana,
tepat waktu,
transparan dan
akuntabel
2.Terselenggaranya
pelaksanaan
pelayanan peradilan
umum
3.Terselenggarannya
pembinaan tenaga
teknis peradilan
umum
4.Terselenggaranya
Tata Laksana
Perkara Kasasi, PK

dan Grasi

Sasaran TARGET
Indikator
Kegiatan 2020 2021 2022 2023 2024
Terwujudnya  |l.Terselenggaranya 486 Perkara 486 Perkara | 486 Perkara | 486 Perkara | 486 Perkara
proses penyelesaian

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan

terlampir.

REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA




BAB V PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas A tahun 2020 - 2024
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan
lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini
merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang
tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu

lima tahun,serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Dokumen Renstra ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung
tahun 2020 - 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024, Blue Print
Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2020 - 2024 dan arah
pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya
dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan
Program Kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA agar lebih terencana dan terpadu.
Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum,

politik dan sosial yang berkembang di Yogyakarta.

Selanjutnya, dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan
perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan

dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri
Yogyakarta Kelas A memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun guna menentukan arah
kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan dapat terwujud dengan baik. Dimana Pengadilan
Negeri Yogyakarta Kelas IA telah menetapkan Visi Terwujudnya Pengadilan Negeri
Yogyakarta Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri
Yogyakarta, Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan,
Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Meningkatkan
kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pada rencana strategis tahun 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A
telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, terwujudnya
penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi,
terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan

terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah
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terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan, Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi
yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan

pendanaan.
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MATRIKS RENSTRA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020 - 2024

Visi :"Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Agung"
Misi : 1. Menjaga kemadirian Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta
No Tujuan Target Sasaran Target (%) Strategi
Jangka
Menengah
(5 Tahun)
Uraian Indikator % Uraian Indikator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Program Kegiatan Indikator Kinerja Target/Anggaran
Kinerja Kinerja Kegiatan 2020 2021 2022 2023 2024
1 [Terselenggaranya [Persentase 88,85 Terwujudnya a. Persentase Program Peningkatan Jumlah
dukunlgan teknis Eerklara 311(ang Proses Peradilan Eerklara 311(ang Penegakan dan  |Manajemen penyelesaian 486 486 486 486 486
enyelesaian iselesaikan tepat iselesaikan tepat administrasi
peny . p yang Pasti, p Pelayanan Peradilan Umum Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara
perlcara it prakaw okt perlcara secara 269.654.000 | 265.454.000 | 300,860,000 | 291.360.000 | 337.423.000
gngk(;?ga% Transparan dan Perdata 90 05 90 90 90 Hukum Sedlfrhana’ tepat 094 AT 00U, 200, -445.
eradilan Umum Akuntabel waktu, transparan
PHI 100 | 95 70 70 dan akuntabel
Pidana 100 | 95 95 95
Tipikor 100 | 8 | 0 | 0 Jumlah dukungan
manajemen perkara
b. Jumlah putusan - - 100 0 0 Peradilan Umum
yang menggunakan
pendekatan .
keadilan restoratif Jumlah satuan kerja
c. Persentase yang mendapatkan
Putusan Perkara layanan tata laksana
i
vane ¥dak perkara Banding
Mengajukan Upaya
Hukum Banding dan kasasi
Perdata 75 | 85 85 70 70
Pidana 20 20 20
Tipikor 30 30 30
d. Persentase
Putusan Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
Perdata 75 90 85 70 70
PHI 90 90 90
Pidana 20 80 80
Tipikor 30 25 25




yang mendapat
layanan bantuan

hukum (Pg um)

lingkungan
Peradilan Umum

(terhadap

c. Persentase 5 5 5 5 5
Perkara Anak yang
diselesaikan dengan
Diversi
f. Index persepsi 85 85 85 85 85
pencari keadilan
yang puas terhadap
layanan peradilan
Terwujudnya Persentase 53,25 Peningkatan a. Persentase Program Peningkatan Jumlah
Penyederhanaan |perkara yang Efektivitas salinan putusan Penegakan dan ~ Manajemen penyelesaian 486 486 486 486 486
[proses diselesaikan tepat bengelol yang disampaikan Pelayanan Peradilan Umum |administrasi Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara
jpenanganan waktu gelolaan ke para pihak tepat Hukum perkara secara
perkara melalui Penyelesaian waktu sederhana, tepat 269.654.000 | 265.454.000 | 300,860,000 | 291.360.000 | 337.423.000
pemanfaatan Perkara Perdata 100 | 90 90 90 90 waktu, transparan
Teknologi PHI 100 90 90 90 90 dan akuntabel
Informasi
Pidana 100 | 90 | 100 | 95 95 Jumlah dukungan
Tipikor 100 | 90 90 80 80 manajemen perkara
b. Persentase 3 3 2 2 2 Peradilan Umum
Perkara yang
disclesaikan Jumlah pengelolaan
melalui Mediasi pelayanan sistem
informasi
terintegrasi
Terwujudnya Persentase 100 Meningkatnya a. Persentase 100 | 100 | 100 | 90 90 |Program Peningkatan Persentase 3 perkara 3 perkara 3 perkara 3 perkara 2 perkara
peningkatan perkara - prodeo akses peradilan  Perkara prodeo Penegakan dan  Manajemen pembebasan biaya | 3 760,000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.010.000
akses peradilan [yang diselesaikan ) yang diselesaikan . perkara di
baoi Kat P ¢ bagi masyarakat Pelayanan Peradilan Umum linek
gi masyarakat [Persentase ingkungan
miskin dan pencari keadilan miskin dan Hukum Peradilan Umum
golongan golongan terpinggirkan (terhadap
terpinggirkan permohonan
pembebasan biaya
perkara)
b. Persentase 100 | 100 0 0 0 Persentase perkara - - - - -
perkara yang di lingkungan
diselesaikan di luar Peradilan ~ Umum
gedung pengadilan yang diperiksa
melalui layanan
sidang di  luar
gedung pengadilan
(terhadap
permohonan
perkara yang
diperiksa  melalui
sidang keliling
c. Persentase 100 | 100 | 100 | 100 | 100 Persentase 480 jam 480 jam 480 jam 480 jam 440 jam
pencari keadilan pemberian bantuan layanan layanan layanan layanan layanan
golongan tertentu hukum di 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 44.000.000

N
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permohonan
bantuan hukum)

Terwujudnya

pelayanan prima
bagi masyarakat
pencari keadilan

Persentase
kepuasan  para
pencari keadilan
terhadap layanan
peradilan

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan

pengadilan

Persentase
putusan perkara
perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

- PHI

- Perdata

30
50

30
50

Program
Penegakan dan
Pelayanan

Hukum

Peningkatan
Manajemen

Peradilan Umum

Persentase
putusan yang
menggunakan
pendekatan
keadilan
(Eksekusi putusan
pengadilan)

10 Perkara
3.060.000

10 Perkara
2.960.000

10 Perkara
2.960.000

10 Perkara
2.960.000

10 Perkara
2.960.000
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MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Prioritas (N, | Tematik (KPS, AP,
Target Indikasi Pendanaan B, K/ ARG, KSST, MP3EI,
L,--0-) MP3KI, MDG's, MPI)
Kode | Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) Prakiraan Maju Rencana Prakiraan Maju
Rencana
2020 2020
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
005.01, Program Dukungan |01 Tercapainya
01 | Manajemen Dan Dukungan
Pelaksanaan Tugas Manajemen untuk
Teknis Lainnya Layanan Prima
Mahkamah Agung Peradilan
1066 | Pembinaan 01 Pengelolaan dan
Administrasi pelaporan keuangan 19.303.374.000\19,733,522,000| 20,281,966,000(19,539,845,000( 16.632.005.000
dan Pengelolaan yang transparan dan
01 Indeks kepuasan
pengguna layanan 67% 69% 70% 74% 75% 0 8,600,000 27,500,000 5,000,000 0
kesekretariatan
02 Realisasi 92% 93% 95% 99% 99% 16.922.745.000(16,922,745,000| 16,922,745,000(17,057,245,000| 14.063.428.000
pembayaran Gaji
dan Tunjangan
01 Realisasi 91% 92% 92% 93% 93% 2.380.629.000| 2,537,177,000 2,970,721,000| 2,477,600,000 2.568.577.000
penyediaan
layanan
operasional dan
005.01. Program 01 Tersedianya sarana
02 | Peningkatan sarana dan prasarana
dan prasarana aparatur pada
aparatur Mahkamah Mahkamah agung
Agung dan Badan-badan
1071 | Pengadaan Sarana 01 Pengelolaan dan 25.000.0001 265,000,000 361,000,000 -

dan Prasarana di
Lingkungan

Mahkamah Agung

pelaporan keuangan
yang transparan dan
akuntabel

01 Jumlah Pengadaan
kendaraan bermotor




02 Jumlah Pengadaan | 2 Unit 5Unit | 28 Unit - - 25.000.000) 265,000,000 361,000,000
perangkat pengolah
data dan
komunikasi
03 Jumlah Pengadaan - - - - - - - - - -
peralatan fasilitas
perkantoran
04 Luas - - - - - - - - - -
Pembangunan/
renovasi gedung
dan bangunan
005.03.| Program 01 Terselesaikannya
07 | Peningkatan penyelesaian perkara
Manajemen yang sederhana, tepat
Peradilan Umum waktu, transparan dan
akuntabel di
lingkungan peradilan
1066 | Peningkatan 01 Terselenggaranya 269.654.000) 265.454.000 300,860,0001 291.360.000 337.423.000
Manajemen Tertib administrasi
Peradilan Umum Perkara di lingkungan
Peradilan Umum
01 Koordinasi - - - 6 6 2 - - 13,500,000 13,500,000 1.500.000
Percepatan kegiatan | kegiatan | kegiatan
Penyelesaian Perkara
02 Pelaksanaan Pos 480 jam | 480 jam | 480 jam | 480 jam | 480 jam 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 44.000.000
Bantuan Hukum layanan | layanan | layanan | layanan | layanan
03 Penyelesaian 486 486 486 486 486 218.894.000, 214,694,000 236,600,00 240,600,00 289.913.000
Perkara Pidana, perkara | perkara | perkara | perkara | perkara
Tipikor, PHI
ditingkat Pertama
04 Perkara Peradilan | 3 perkara | 3 perkara |3 perkara|3 perkara| 2 perkara 2.760.000 2.760.000 2.760.000 2.760.000 2.010.000

Umum yang
diselesaikan melalui
Pembebasan Biaya
Perkara
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PENGADILAN NEGER] , HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS [A
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. (0274) 586563 YOGYAKARTA 55166

Web : www.pn-yagyakota.ga.id, Email : pn.yogya@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS TA
NOMOR : 04/KPN.W13.U1/0T1.6/1/2024

Tentang :

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan
Pengadilan Negeri Yogyakarta 2020-2024 secara sistematis
terpadu dan selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah
Agung RI 2020-2024, Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun
2010-2035 serta Draft Kerangka Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman,;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

5. Peraturan Menteri PPN /Kepala Bappenas
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun




Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2020-2024;

Kesatu : Hasil rapat Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 -
2024 sebagaimana terlampir ditetapkan sebagai Rencana Strategis
(RENSTRA) 2020 - 2024;

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Januari 2024

Ketua,

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

'Ei} Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE
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RENCANA KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target (%)
1 |Terwujudnya Proses Peradilan yang |a. Persentase perkara yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel diselesaikan tepat waktu
- Perdata 90
- Pidana 95
- PHI 85
- Tipikor 85
b. Jumlah putusan yang menggunakan 90

pendekatan keadilan restoratif

c. Persentase Putusan Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Banding

- Perdata 80
- Pidana 90
- Tipikor 30

d. Persentase Putusan Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Kasasi

- Perdata 85
- Pidana 90
- PHI 55
- Tipikor 20
e. Persentase Perkara Anak yang 80

diselesaikan secara Diversi

f. Index Kepuasan Pencari Keadilan 85

2 |Peningkatan Efektivitas Pengelolaan |a. Persentase salinan putusan yang
Penyelesaian Perkara dikirim kepada para pihak tepat waktu

- Perdata 90
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- Pidana 95

-PHI 90
- Tipikor 85
b. Persentase Perkara yang 12

diselesaikan melalui Mediasi

3 |Meningkatnya Akses Peradilan bagi  |a. Persentase perkara prodeo yang 90
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan |diselesaikan

b. Persentase perkara yang 0
diselesaikan di luar gedung pengadilan

c. Persentase pencari keadilan 100
golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (Posbakum)

4 |Meningkatnya Kepatuhan terhadap

Putusan Pengadilan Persentase putusan perkara perdata
yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
- Perdata 40
- PHI 60

Pihak Pertama
a0 Neggri Yogyakarta

H., MH.
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Setyawan Hartono, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yag seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab

kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 11 Oktober 2024

__Pihak Kedua
-\‘* /"_:\.ll‘ }"‘\'.

\ -~
f

Q v P Jlg\a&i[én Tinggi Yogyakarta
"¢ : 1A \ Y.\
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target (%)
1 |Terwujudnya Proses Peradilan yang |a. Persentase perkara yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel diselesaikan tepat waktu
- Perdata 90
- Pidana 95
- PHI 85
- Tipikor 85
b. Jumlah putusan yang menggunakan 90

pendekatan keadilan restoratif

c. Persentase Putusan Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Banding

- Perdata 80
- Pidana 90
- Tipikor 30

d. Persentase Putusan Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Kasasi

- Perdata 85
- Pidana 90
- PHI 55
- Tipikor 20
e. Persentase Perkara Anak yang 80

diselesaikan secara Diversi

f. Index Kepuasan Pencari Keadilan 85

2 |Peningkatan Efektivitas Pengelolaan |a. Persentase salinan putusan yang
Penyelesaian Perkara dikirim kepada para pihak tepat waktu

- Perdata 90

- Pidana
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- PHI 90

- Tipikor 85

b. Persentase Perkara yang 12
diselesaikan melalui Mediasi

3 |Meningkatnya Akses Peradilan bagi  |a. Persentase perkara prodeo yang 90
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan |diselesaikan

b. Persentase perkara yang 0
diselesaikan di luar gedung pengadilan

c. Persentase pencari keadilan 100
golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (Posbakum)

4 |Meningkatnya Kepatuhan terhadap

Putusan Pengadilan Persentase putusan perkara perdata
yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
- Perdata 40
- PHI 60
Kegiatan Anggara
1. Anggaran Badan Urusan Administrasi DIPA 01 (098057) Rp. 16,151,056,000

2. Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum DIPA 03 (099128) Rp. 297,573,000

T Pthak Kedua

\x
/ \)

?etuanngadllan Tinggi Yogyakarta
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FORMULIR REVIEW LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja

NO PERNYATAAN CHECK LIST
1. | Format Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data
penting IP !
LKj telah menyajikan informasi target kinerja \
Lkj telah menyajikan capaian kinerja IP yang
memadai Y
. Telah menyajika dengan lampiran yang J
mendukung informasi pada badan laporan
. Telah menyajikan Upaya perbaikan ke depan
. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan \
2. | Mekanisme LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki
Penyusunan tugas fungsi untuk itu Y
Informasi yang disampaikan dalam LK| telah
didukung dengan data yang memadai !
. Telah terdapat mekanisme penyampaian data
dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan \
LK]
. Telah  ditetapkan  penanggung  jawab J
pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja
Datalinformasi kinerja yang disampaikan dalam J
LK] telah diyakini keandalannya
. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketehui
oleh unit kerja terkait !
LKJ IP bulanan merupakan gabungan J
partisipasi dari dibawahnya
3. | Substansi . Tujuan/sasaran dalam LK telah sesuai dengan J




2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan J
rencana strategis
3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka
terdapat penjelasan yang memadai Y
4. Tujuan/sasaran dalam LK; telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Y
5. Tujuan/sasaran dalam LK] telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama Y
6. Telah terdapat perbandingan data kinerja
dengan tahun lalu, standar nasional dan \
sebagainya yang bermanfaat
7. IKU dan [IK telah cukup mengukur
tujuan/sasaran !
8. Jika ‘tidak™ telah terdapat penjelasan yang
memadai Y
9. IKU dan IK telah SMART \
Kota Yogyakarta, 8 Februari 2025
Pereviu | Pereviu Il
0
S

Nugraha Abdillah, S.Kom Dwi Noviandaru, S.Tr.Kom



Kinerja Terbaik pada Pengadilan
Tinggi Yogyakarta Periode Juli —
Desember Tahun 2024

6 | Penghargaan Mahkamah Peringkat 2 penerima Anugerah
Mediasi Agung sebagai Pengadilan Terbaik dalam
Pelaksanaan Mediasi Kategori
Pengadilan Negeri dengan beban ANUGERAH
| MAHKAMAH AGIUNG RI
perkara 1001-2000 oleh | || -
Mahkamah Agung
7 | Penghargaan IKP KPPN Penghargaan  Satuan  Kerja
Yogyakarta dengan Capaian Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Berpredikat sangat Baik Periode
Semester | Tahun 2024
8 | Penghargaan Pengadilan Penghargaan  sebagai  Ketua ° )
Disiplin Kinerja Tinggi Pengadilan Negeri dengan Disiplin
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